
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLJK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURA N  MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 193 j PMK.02 / 20 1 7 

TENTANG 

T ATA CARA PERENCANAAN, PENELAA HAN, DAN PENETAPAN ALOKASI 

ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN 

PENGESAHAN DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BENDAHA RA UMUM NEGARA 

Meni mbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 8  ayat (4) 

Peraturan Pemerintah No mo r 90 Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan No mo r  23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan 

Penetapan Alo kasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara, dan Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No mo r 

9 / PMK.02 / 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan No mo r  23 1 / PMK. 02 / 20 1 5  tentang 

Tata Cara Perencanaan, . Penelaahan, dan Penetapan 

Alo kasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara, dan Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara; 
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b .  bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan, 

penelahaan, dan penetapan alo kasi anggaran bagian 

anggaran bendahara umum negara dan pengesahan 

daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum 

· negara dengan perubahan kebijakan penganggaran 

bagian anggaran bendahara umum negara, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengena1 tata cara 

perencanaan, penelaahan, dan penetapan alo kasi 

anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan 

pengesahan daftar 1s1an pelaksanaan anggaran 

bendahara umum negara; 

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alo kasi 

Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, 

dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Be ndahara Umum Negara; 

Peratur an Pemerintah No mo r 90 Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indo nesia 

Tahun 20 1 0  No mo r  1 52 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indo nesia No mo r 5 1 78) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURA N  MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKA SI 

ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM 

NEGAH A, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

D alam Pe raturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pej abat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 

2 .  Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran 

yang tidak dikelo mpo kkan dalam bagian anggaran 

kementerian negaraj lembaga. 

3 .  Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan 

Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka 

pemenuhan kewajiban Pemerintah yang 

penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN. 

4.  Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi 

dana yang ditetapkan o leh Menteri Keuangan 

berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dan a  

BUN. 

5 .  Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu 

anggaran BA BUN yang ditetapkan o leh Menteri 

Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan 

rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. 

6 .  Alo kasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disebut Alo kasi Anggaran BUN adalah 

pagu alo kasi anggaran BA BUN yang ditetapkan o leh 

Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan selama 1 ( satu) tahun anggaran. 

7 .  Rencana Kerj a  dan Ang garan Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah do kumen 

perencanaan anggaran BA BUN yang memuat r1nc1an 

kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a  

maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan 
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kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan 

dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna 

anggaran BUN. 

8 .  Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen 

perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan 

himpunan RKA BUN. 

9 .  Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keu angan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung 

j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA 

BUN. 

1 0 .  Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara 

Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin 

PPA BUN adalah pej abat eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas 

program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani 

daftar is ian pelaksanaan anggaran BUN. 

1 1 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pej abat pada 

satuan kerj a  dari masing-masing PPA B UN baik di kantor 

pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a  

d i  kementerian negaraj lembaga yang memperoleh 

penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan 

kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran 

yang berasal dari BA BUN . 

1 2 .  Daft ar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP 

BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit 

organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Anggaran atau pej abat yang ditunjuk 

oleh Direktur Jenderal Anggaran . 

1 3 .  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah 
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do kumen pelaksanaan anggaran yang disusun o leh 

KPA BUN. 

1 4 .  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negaraj Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/ L 

adalah Inspekto rat Jenderal/ Inspekto rat Utama/ 

Inspekto rat atau nama lain yang secara fungsio nal 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung 

jawab langsung kepada menteri/ pimpinan lembaga. · 

1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang 

direncanakan guna memastikan kesinambungan pro gram 

dan kegiatan yang telah disetujui dan menj adi dasar 

penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

BAB II 

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA , 

PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM 

NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA 

Bagian Kesatu 

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

Pasal 2 

( 1 ) Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan 

merupakan Pert gguna Anggaran BUN . 

(2) Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

terdiri a tas : 

a .  pengelo laan utang; 

b. pengelo laan hibah; 

c .  pengelo laan hibah daerah yang bersumber dari 

penerimaan dalam negeri; 

d. pengelo laan invest asi pemerintah; 

e .  pengelo laan pemberian pinjaman; 

f. pengelo laan transfer ke daerah dan dana desa; 

g. pengelo laan belanj a  subsidi; 

h .  pengelo laan belanj a  lainnya; dan 
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1 .  pengelo laan transaksi khusus . 

Bagian Kedua 

Perr: bantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

· Pasal 3 

( 1 ) Da lam rangka pengelo laan anggaran yang berasal dari BA 

B-J N ,  Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN. 

(2) PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  terdiri 

atas : 

a. Direkto rat J enderal Pengelo laan Pembiayaan dan 

Risiko sebagai : 

1 .  PPA BUN Pengelo laan Utang (Bagian Anggaran 

999 . 0 1 ) ;  

2 .  PPA BUN Pengelo laan Hibah (Bagian Anggaran 

999 . 02) ; dan 

3 .  PPA BUN Pengelo laan Transaksi Khusus 

(Bagian Anggaran 999 . 99) , an tara lain untuk 

pengeluaran keperluan pembayaran ko ntribusi 

fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan 

kelayakan, dan fasilitas peny1apan pro yek 

(project development facility); 

b. Direkto rat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai: 

1 .  PPA BUN Pengelo laan Hibah Daerah yang 

Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri 

(Bagian Anggaran 999 . 02) ; dan 

2 .  PPA BUN Pengelo laan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) ; 

c. Direkto rat J enderal Kekayaan N egara se bagai: 

1 .  PPA BUN Pengelo laan Invest asi Pemerintah 

(Bagian Anggaran 999 . 03) ; dan 

2 .  PPA BUN Pengelo laan Transaksi Khusus 

(Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk 

pener1maan dari hasil pengelo laan aset 

Pemerin tah yang dikelo la o leh pengelo la barang, 

dan pembiayaan anggaran; 

d .  Direkto rat Jenderal Perbendaharaan sebagai : 
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1 .  PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinj aman 

(Bagian Anggaran 999. 04 ) ; dan 

2 .  PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus 

(Bagian Anggaran 999. 99), antara lain untuk 

pengelolaan pembayaran, belanj a  J ami nan 

sosial, belanj a  selisih harga pembelian beras 

oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan 

fihak ketiga, serta pendapatan dan belanja  yang 

terkait dengan pengelolaan kas negara; 

e. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai : 

1 .  PPA BUN Pengelolaan Belanj a  Subsidi (Bagian 

Anggaran 999. 07) ; 

2 .  PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian 

Anggaran 999. 08) ; dan 

3 .  PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus 

(Bagian Anggaran 999. 99), antara lain untuk 

pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak 

terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan 

panas bumi; dan 

f. Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN 

Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 

999. 99), untuk pengeluaran keperluan hubungan 

in ternasional. 

Pasal4 

( 1 )  PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan penyusunan Indikasi 

Ke butuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang 

direncanakan; 

b. melakukan penilaian atas usulan Indikasi 

Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA 

BUN; 

c. menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana 

BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran; 

d. menyesuaikan usulan Ind ikasi Kebutuhan Dana 

BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 
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e .  menyampaikan Indikas i Kebutuhan Dana BUN yang 

telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal 

Anggaran; 

f .  menyusun r1nc1an Pagu Anggaran BUN untuk 

masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan 

Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; 

g. memberikan bimbingan teknis kepada KPA BUN 

dalam rangka penyusunan RKA BUN; 

h. meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang 

disampaikan oleh KPA BUN; 

1 .  menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran 

BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

dan/ a tau · menyesuaikan RDP BUN berdasarkan 

Alokasi Anggaran; 

J. menyusun laporan keuangan BA BUN sebagai 

pertanggungj awaban atas anggaran BA BUN yang 

dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

k. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran 

BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang 

digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan 

Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai 

karakteristik masing-masing BA BUN; 

1. mengkoordinasikan penyusunan kerangka 

pengeluaran j angka menengah dengan 

memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek lain 

sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; 

m. dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan 

anggaran BA BUN yang menj adi tanggung j awabnya; 

n .  melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerj a  BA 

BUN dan dapat mengambil langkah diperlukan 

apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan 

BA BUN; 

o. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran 

BUN untuk menetapkan KPA BUN; dan 
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p .  dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran 

BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN 

selain yang telah diatur dalam Peraturan M enteri ini . 

(2) Dalam menj alankan tugas dan fungsi PPA BUN 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dalam 

p erencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi 

an ggaran BA BUN, Pemimpin PPA BUN bertanggung 

j awab secara formal. 

(3) T ugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) tidak termasuk untuk PPA BUN Pengelolaan 

Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) . 

(4 ) T ugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah 

ya ng Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian 

A nggaran 999 . 02)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

p eraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah. 

(5) F elaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerj a  

BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf n, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

l\1 enteri Keuangan mengenai monitoring kinerj a  dan 

ev aluasi kinerja  atas penggunaan dana bendahara umum 

negara. 

Pasal 5 

( 1 ) F PA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02)  

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

penyusunan indikasi a. mengkoordinasikan 

pener1maan hibah yang direncanakan dan 

penca1rannya melalui Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

1:. menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN terkait 

belanj a  hibah kepada pemerintah daerah yang 

bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri 

(on granting}; 

c .  melaksanakan belanj a  hibah kepada pemerintah 

asing/ lembaga asing; 

d. menetapkan format . do kumen terkait indikasi 

penerimaan hibah dan belanj a  hibah; 
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e. mengkoordinasikan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan hibah dan hibah 

daerah yang berasal dari penerimaan dalam negeri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; 

f. menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA 

BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) ; 

g .  menyusun laporan keuangan BA BUN Pengelolaan 

Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02)  sebagai 

pertanggungj awaban atas anggaran BA· BUN 

Pengelolaan Hi bah (Bagian Anggaran 999 . 02) sesua1 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

h .  melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerj a  BA 

BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02) 

dan dapat mengambil langkah diperlukan apabila 

terdapat permasalahan dalam pelaksanaan BA BUN 

Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) . 

(2) Dalam menj alankan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ), dalam perencanaan, penelaahan, 

dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, PPA BUN 

Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999. 02) 

bertanggung jawab secara formal. 

(3) Ketentuan mengena1 pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi atas kinerj a  BA BUN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku mutatis mutandis dalam 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerj a  BA 

BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

Pasal 6 

Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

selaku PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus 

(Bagian Anggaran 999 .99)  merupakan koordinator 

penyusunan laporan keuangan BA BUN Pengelolaan 

Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99)  sesuai dengan 
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ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengena1 

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. 

Bagian Ketiga 

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

Pasal 7 

( 1 ) KPA BUN mempunya1 tugas dan fungsi paling sedikit 

sebagai berikut: 

a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN 

kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen 

pendukung; 

b. menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung 

yang berasal dari pihak terkait; 

c. menyampaikan RKA BUN beserta dokumen 

pendukung kepada APIP K/ L untuk direviu; 

d. menyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh 

APIP K/ L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada 

PPA BUN; 

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

dan kinerj a  atas pelaksanaan anggaran kepada 

PPA BUN sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. menyusun DIPA BUN; dan 

g. menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah 

dengan memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek 

lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN . 

(2) Dalam menj alankan tugas dan fungsi KPA BUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dalam 

perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi 

anggaran BA BUN, KPA BUN bertanggung j awab secara 

formal. 

(3) Pengajuan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada 

PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, 

dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari 

pergeseran anggaran belanja  antar subbagian anggaran 

dalam bagian anggaran 999 (BA BUN). 
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Pasal8 

Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang 

Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 

999. 02)  dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai hibah daerah. 

BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA 

BENDAHARA UMUM NEGARA 

Bagian Kesatu 

Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana 

Bendahara Umum Negara 

Pasal 9 

( 1 ) Pada awal tahun anggaran berj alan, PPA BUN menyusun 

Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dengan 

dokumen pendukung untuk tahun angga ran yang 

direncanakan. 

(2) Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana 

BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PPA BUN 

dapat berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak-pihak 

terkait lainnya. 

(3) PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN 

dengan memperhatikan Prakiraan Maju, hasil evaluasi 

atas kinerj a  BA BUN tahun sebelumnya, dan aspek 

lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing BA 

BUN. 

(4 ) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh 

PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai 

bahan penyusunan postur resource envelope dan 

Pagu Indikatif BUN. 

(5) Dalam hal terdapat program atau kegiatan yang belum 

pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, 

Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud 
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pada ayat ( 1 ) disusun dengan memperh atikan kebij akan 

Pemerintah dan/ atau arah an Presiden/ Wakil Presiden . 

(6) Direktorat Jenderal Anggaran mengh impun dan menilai 

Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang disampaikan oleh 

PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berdasarkan kapasitas fiskal . 

(7) Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang telah dih impun dan 

dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

disampaikan oleh Direktorat J enderal Anggaran kepada 

Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu 

Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling 

lambat minggu terakh ir bulan Maret. 

Pasal 1 0  

( 1 ) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (7), PPA BUN menyesuaikan Indikasi 

Kebutuh an Dana BUN. 

(2) Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang telah disesuaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan oleh 

PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk 

diteliti sesuai Pagu Indikatif BUN. 

(3) Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang telah diteliti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dih impun oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada 

Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai salah satu 

pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN. 

Bagian Kedua 

Penetapan Pagu Anggaran Bendah ara Umum Negara 

Pasal 1 1  

( 1 )  Berdasarkan h asil pembicaraan pendah uluan mengena1 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

antara Pemerintah dengan Dewari
. 

Perwakilan Rakyat, 

Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN. 

(2) Penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaim ana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  berpedoman pada: 
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a. arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden; 

b .  priori tas anggaran; 

c .  Rencana Kerja  Pemerintah h asil kesepakatan 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

pembicaraan pendah uluan pembah asan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara; 

d. h asil Sidang Kabinet; 

e .  Pagu Indikatif BUN; dan 

f. h asil evaluasi atas kinerj a  penggunaan dana BUN 

tah un sebelumnya. 

(3) Pa gu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada 

ay at ( 1 )  disampaikan oleh Direktorat J enderal Anggaran 

ke pada masing-masing PPA BUN paling lambat akh ir 

bulan Juni . 

BAB IV 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

DA NA PENGELUARA N  BENDAHARA UMUM NEGARA 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran 

Bendah ara Umum Negara 

Pasal 1 2  

( 1 )  Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat ( 1 ), PPA BUN 

me nyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing­

ma sing KPA BUN yang berada dibawah nya sebagai dasar 

pe nyusunan RKA BUN. 

(2) RK A BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disusun 

de ngan menggunakan pendekatan sistem penganggaran 

yang terdiri atas : 

a. penganggaran terpadu; 

b .  penganggaran berbasis kinerja; dan 

c .  kerangka pengeluaran j angka menengah .  

(3) Pe nyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan 

ke rangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) h uruf c dikecualikan untuk 

penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait 

dana cadangan. 

(4) RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan 

ayat (2) disusun sesuai dengan: 

a. pedoman umum perencanaan, penelaah an, dan 

penetapan alokasi anggaran BA BUN; dan 

b .  tata cara penyusunan RKA BUN dan 

RDP BUN, 

dengan dilengkapi dokumen pendukung.  

(5) Pedoman umum perencanaan, penelaah an, dan 

penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) h uruf a tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah kan 

dari Peraturan Menteri ini .  

(6 )  Pedoman kerangka pengeluaran j angka menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h uruf c tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisah kan dari Peraturan Menteri ini . 

(7) Tata cara peny usunan RKA BUN dan RDP BUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h uruf b tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisah kan dari Peraturan Menteri ini . 

Bagian Kedua 

Reviu Rencana Kerj a  dan Anggaran Bendah ara Umum Negara 

Pasal 1 3  

( 1 ) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan 

penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun 

oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  

ayat ( 1 ) ,  ayat (2) , dan ayat (4) disampaikan oleh KPA BUN 

kepada APIP K/ L untuk direviu. 

(2) Penyampaian RKA BUN sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai 

berikut: 

a .  RKA BUN yang telah ditandatangani oleh KPA BUN; 
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b .  Kerangka Ac uan Kerja/ Term of Reference; dan 

c .  dokumen pendukung lainnya yang relevan dan 

dapat dipertanggungj awabkan. 

(3) Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dilakukan melalui verifikasi atas 

kelengkapan dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen 

pendukung.  

(4 )  Pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terc antum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan 

Menteri ini . 

(5) APIP K/ L dapat mengembangkan langkah -langkah reviu 

dalam pedoman reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) sesuai dengan karakteristik dan kebutuh an 

masing-masing BA BUN . 

(6) APIP K/ L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/ L 

lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas 

perenc anaan anggaran BA BUN . 

(7) RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direviu 

oleh APIP K/ L disampaikan kembali kepada KPA BUN 

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila 

diperlukan. 

Bagian Ketiga 

Penyusunan Renc ana Dana Pengeluaran 

Bendah ara Umum Negara 

Pasal 1 4  

( 1 )  RKA BUN besert a  dokumen pendukung yang telah direviu 

oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3  

disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN untuk 

diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP 

BUN. 

(2) RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ), ditandatangani oleh masing­

masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung j awab atas 

BA BUN yang dikelolanya. 
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(3) Dalarn h al KPA BUN belurn rnenyarnpaikan RKA BUN 

sarnpai batas waktu yang ditetapkan BUN sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1 ) ,  PPA BUN dapat rnenyusun RDP 

BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagairnana 

dirnaksud dalarn Pasal 1 1  ayat ( 1 ) . 

Pasal 1 5  

( 1 ) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Bagian Anggaran 999 . 05) disusun sesua1 dengan 

ketentuan dalarn Peraturan Menteri Keuangan rnengenai 

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. 

(2) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Bagian Anggaran 999 . 05) · yang telah disusun 

se bagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  ditandatangani oleh 

Pernirnpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) yang 

bertanggungj awab atas BA BUN yang dikelolanya. 

Pasal 1 6  

( 1 )  RDP BUN Pengelolaan Transaksi Kh usus (Bagian 

Anggaran 999 .99)  disusun oleh rnasing-rnasing PPA BUN 

Pengelolaan Transaksi Kh usus (Bagian Anggaran 999 . 99)  

sesuai dengan jenis transaksi kh usus yang dikelolanya. 

(2) RDP BUN Pengelolaan Transaksi Kh usus (Bagian 

Anggaran 999 .99)  yang telah disusun sebagairnana 

dirnaksud pada ayat ( 1 )  ditandatangani oleh rnasing­

rnasi ng Pernirnpin PPA BUN Pengelolaan Transaksi 

Kh usus (Bagian Anggaran 999 .99) yang bertanggung 

j awab atas BA BUN yang dikelolanya. 

Pasal 1 7  

RDP BUN sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 4  ayat ( 1 ) ,  

Pasal 1 5  ayat ( 1 ) ,  dan Pasal 1 6  ayat ( 1 )  disusun sesuai 

dengan: 

a .  pedornan urnurn perencanaan, penelaah an, dan 

penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 1 2  ayat (5) ; dan 
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b .  tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) . 

Pasal 1 8  

RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan 

penyertaan modal negara dapat disusun setelah 

Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat danj atau setelah Undang-Undang 

mengenai anggaran pendapatan dan belanj a  negara tah un 

anggaran berkenaan ditetapkan. 

Bagian Keempat 

Penelaah an Rencana Dana Pengeluaran 

Bendah ara Umum Negara 

Pasal 1 9  

( 1 )  RDP BUN yang telah ditandatangani sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 4  ayat (2) , Pasal 1 5  ayat (2) , dan 

Pasal 1 6  ayat (2) disampaikan oleh PPA BUN kepada 

Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah dalam 

forum penelaah an antara PPA BUN dengan Direktorat 

Jenderal Anggaran . 

(2) Hasil penelaah an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dih impun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan 

disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur 

Jenderal Anggaran untuk digunakan sebagai bah an 

penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang­

Undang mengena1 anggaran pendapatan dan belanj a  

negara. 

(3) Tata cara penelaah an RDP BUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan 

Men teri ini . 
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Bagian Kelima 

Pemutakh iran Pagu Anggaran Bendah ara Umum Negara 

Pasal 20 

( 1 )  Dalam h al terdapat perubah an arah kebij akan yang 

ditetapkan oleh Presiden, prioritas anggaran, h asil Sidang 

Kabinet, dan/ atau h asil rapat kerj a  pembah asan an tara 

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Raky at, Menteri 

Keuangan dapat memutakh irkan penetapan Pagu 

Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

ayat ( 1 ) .  

(2) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN yang telah 

dimutakh irkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan Pagu 

Anggaran BUN masing-masing BA BUN kepada PPA BUN . 

(3) Dalam h al Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) mengakibatkan perubah an RDP BUN, PPA 

BUN menyampaikan Pagu Anggaran BUN yang telah 

dimutakh irkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan 

dalam RKA BUN. 

(4) RKA BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ,  disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA 

BUN untuk diteliti dan dih impun menj adi RDP BUN. 

(5) RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh masing­

masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung j awab atas 

BA BUN yang dikelolanya dan disampaikan kepada 

Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan 

penelaah an. 

(6) Hasil penelaah an sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dih impun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan 

disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Anggaran . 

(7) Dalam h al pemutakh iran Pagu Anggaran BUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak 

mengakibatkan perubah an RDP BUN, Direktorat Jenderal 
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Anggaran tetap menggunakan RDP BUN berdasarkan 

h as il penelaah an se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9  

ayat ( 1 ) .  

(8) Hasil penelaah an sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

digunakan oleh Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal 

Anggaran sebagai bah an rapat kerja  pembah asan 

Rancangan Undang-Undang mengena1 anggaran 

pendapatan dan belanja  negara antara Pemerintah 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(9) RK A BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP 

K/ L untuk direviu dan dilengkapi dengan dokumen 

pendukung.  

( 1 0) Pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9), dilakukan bersamaan dengan 

rev iu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN . 

( 1 1 )  Ket entuan mengenai tata cara penyusunan RKA BUN dan 

RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat (7) 

berlaku mutatis mutandis dalam penyusunan RKA BUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyusunan 

RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) .  

( 1 2)  Ket entuan mengenai tata cara penelaah an RDP BUN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku 

mutatis mutandis dalam penelaah an RDP BUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) . 

( 1 3) Ket entuan mengenai pedoman reviu RKA BUN oleh APIP 

K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3  ayat {4) 

berlaku mutatis mutandis dalam rev1u RKA BUN 

seb agaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) .  
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BAB V 

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA 

Pasal 2 1  

( 1 ) Berdasarkan h asil rapat kerj a  pembah asan Rancangan 

Undang-Undang mengena1 anggaran pendapatan dan 

belanja  negara antara Pemerintah dengan Dewan 

Perwakilan Raky at, Menteri Keuangan menetapkan 

Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) minggu 

setelah diperoleh kesimpulan rapat kerj a  pembah asan 

antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Raky at. 

(2) Alokasi Anggaran BUN yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan oleh 

DirektorafJenderal Anggaran kepada PPA BUN. 

(3) Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan 

oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), PPA BUN menyesuaikan RDP 

BUN berdasarkan h asil penelaah an sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 9  ayat ( 1 )  dan Pasal 20 ayat (5) 

dan ayat (7) . 

(4) Dalam h al Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  tidak mengakibatkan perubah an RDP BUN, 

Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP 

BUN berdasarkan h asil penelaah an sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 9  ayat ( 1 )  dan Pasal 20 ayat (5) 

dan ayat (7) sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN oleh 

Direktur Jenderal Anggaran. 

Pasal 22 

( 1 ) Dalam h al Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 1  ayat ( 1 )  mengakibatkan perubah an RDP 

BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada 

masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan. 

(2) Dalam h al penyesuaian RDP BUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) digunakan untuk mendanai inisiatif baru 

termasuk tambah an anggaran BA BUN yang berasal dari 

www.jdih.kemenkeu.go.id



� 22 -

h asil pembah asan dengan komisi terkait di Dewan 

Per wakilan Rakyat, KPA BUN waj ib melengkapi dengan 

do kumen pendukung. 

(3) RE A BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1 ) dan ayat (2) disampaikan oleh KPA BUN 

kep ada APIP K/ L untuk direviu. 

(4) Ketentuan mengenai reviu RKA BUN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 3  ayat ( 4) berlaku mutatis 

mutandis dalam reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud 

pad a  ayat (3) . 

Pasal 23 

( 1 ) RK A BUN yang telah direviu oleh APIP K/ L beserta 

do kumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam 

Pa sal 22 ayat (3) disampaikan oleh KPA BUN kepada 

PF A BUN untuk diteliti dan dih impun menj adi RDP BUN. 

(2) RDP BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat 

Jen deral Anggaran untuk dilakukan penelaah an .  

(3) Be rdasarkan h asil penelaah an sebagaimana dimaksud 

pad a  ayat (2) , Direktur Jenderal Anggaran menetapkan 

DHP RDP BUN . 

(4) Ket entuan mengenai tata cara penelaah an RDP BUN 

se-:::> agaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku 

mutatis mutandis dalam penelaah an RDP BUN 

se-:::> agaimana dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 24 

Kesimp ulan rapat kerj a  pembah asan Rancangan 

Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanj a  

negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebaga: mana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat ( 1 )  dan DHP RDP 

BUN ya ng telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1  ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) digunakan sebagai 

dasar penyusunan Peraturan Presiden mengena1 nnc1an 

anggaran pendapatan dan belanj a  negara. 
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Pasal 25 

Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan 

dan belanj a  negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

menj adi dasar penyusunan dan pengesah an DIPA BUN. 

Pasal 26 

( 1 )  Direktorat J enderal Anggaran merupakan koordinator 

PPA BUN dalam perencanaan, penelaah an, dan 

penetapan alokasi anggaran BA BUN. 

(2) Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal 

Anggaran mengkoordinasikan seluruh PPA BUN dalam 

penyusunan RKA BUN, penyusunan Indikasi Kebutuh an 

Dana BUN, penyusunan RDP BUN berdasarkan Pagu 

Anggaran BUN, penyesuaian RDP BUN berdasarkan 

Alokasi Anggaran BUN . 

(3) Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal 

Anggaran dapat menetapkan batas akh ir waktu 

penyampa1an dan/ a tau penyelesaian dokumen 

perencanaan dan penelaah an alokasi anggaran bagian 

anggaran BUN dan pengesah an DIPA BUN. 

BAB VI 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN 

Pasal 27 

( 1 ) DIPA BUN merupakan DIPA per Satuan Kerj a  BA BUN 

yang dicetak secara otomatis melalui sistem. 

(2) DIPA BUN digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan Satuan Kerj a  BUN dan penca1ran 

danaj pengesah an bagi BUN/ Kuasa BUN . 

(3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak 

termasuk untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 .05) untuk 

Dana Alokasi Kh usus Fisik dan Dana Desa. 
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( 1 ) DIPA BUN terdiri atas: 

Pasal 28 

a .  lembar Surat Pengesah an DIPA BUN (SP DIPA BUN) ; 

b .  h alaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Sumber 

Dana yang terdiri atas: 

1 .  h alaman I A mengenai Informasi Kinerj a; dan 

2 .  h alaman I B menge:t;J. ai Sumber Dana; 

c. h alaman II memuat Rincian Pengeluaran dan 

R incian Penerimaan yang terdiri atas: 

1 .  h alaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; 

dan 

2 .  h alaman I I  B mengenai Rincian Penerimaan; 

d .  h alaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan; dan 

e .  h alaman IV  memuat Catatan. 

(2) Lembar SP DIPA BUN memuat antara lain: 

a. dasar h ukum penerbitan DIPA BUN; 

b. identitas dan pagu Satuan Kerj a; 

c .  pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); 

d.  tanda tangan pej abat yang mengesah kan DIPA BUN; 

dan 

e .  kode pengaman berupa digital stamp. 

(3) Halaman I ,  h alaman II ,  h alaman III , dan h alaman IV 

DIPA BUN dilengkapi dengan: 

a. tanda tangan Pern impin PPA BUN; dan 

b .  kode pengaman berupa digital stamp. 

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h uruf c meliputi 

h al-h al sebagai berikut: 

a .  DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem 

yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa 

digital stamp dan ditandatangani oleh Pemimpin 

PPA BUN; 

b. DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan satuan kerj a  dan penca1ran 

danaj pengesah an bagi BUN/ Kuasa BUN; 
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c .  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 

yang tercantum dalam h alaman III DIPA BUN diisi 

sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan; 

d .  dalam h al terdapat perbedaan data antara DIPA BUN 

dengan database RKA-K/ L- DIPA Kementerian 

Keuangan maka data yang berlaku adalah data yang 

terdapat didalam database RKA-K/ L-DIPA 

Kementerian Keuangan; 

e .  KPA DIPA BUN tercantum dalam h alaman I A; 

f. KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan 

kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ 

Sekretaris Badan/ Pejabat yang ditetapkan sebagai 

entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan 

kepada Pemimpin PPA BUN atau koordinator 

penyusunan laporan pertanggungj awaban 

pengelolaan BA BUN; dan 

g .  DIPA BUN berlaku sej ak tanggal 1 Januari 2xxx 

sampai dengan 3 1  Desember 2xxx . 

(5) Catatan dalam h alaman IV DIPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  h uruf e memuat informasi 

mengena1: 

a .  alokasi anggaran yang masih h arus dilengkapi 

dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai 

dasar pengalokasian anggaran, antara lain : 

1 .  peraturan perundang-undangan; 

2 .  reviu APIP K/ L ;  a tau 

3 .  persetujuan Dewan Perwakilan Raky at, 

b .  alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu 

yang merupakan batas tertinggi; 

c .  tunggakan tah un anggaran yang lalu; dan/ a tau 

d .  alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka 

pengesah an .  

Pasal 29 

( 1 )  DIPA BUN Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 

. Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) kh usus untuk Dana 

Alokasi Kh usus Fisik dan Dana Desa, terdiri atas : 
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a.  DIPAi nduk; dan 

b .  DIPA Petikan. 

(2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf a 

terdiri a tas : 

a. lembar Surat Pengesah an DIPA Induk; 

b .  h alaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Anggaran 

Program; 

c .  h alaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per 

Satuan Kerj a; dan 

d .  h alaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan. 

(3) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  h uruf 

b terdiri a tas : 

a .  lembar Surat Pengesah an DIPA Petikan; 

b .  h alaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Sumber 

Dana yang terdiri atas: 

1 .  h al am an I A mengenai Informasi Kinerj a; dan 

2 .  h alaman I B mengenai Sumber Dana; 

c .  h alaman II memuat Rincian Pengeluaran; 

d .  h alaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan; d an 

e .  h alaman IV memuat C atatan. 

Pasal 30 

( 1 ) Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi 

DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP 

RDP BUN. 

(2) DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA 

BUN disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 

Pasal 3 1  

( 1 )  Direktorat J enderal Anggaran melakukan validasi atas 

DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA 

BUN berdasarkan DHP RDP BUN . 

(2) Berdasarkan h asil validasi atas DIPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ), Menteri Keuangan mengesah kan 

DIPA BUN. 
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(3) Pengesah an DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran 

atas nama Menteri Keuangan. 

(4) Pengesah an DIPA BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran 

dilakukan dengan menandatangani lembar SP DIPA BUN. 

Pasal 32 

Petunjuk penyusunan dan pengesah an DIPA BUN termasuk 

format DIPA BUN tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Menteri 

lnl . 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

Penyusunan kerangka pengeluaran j angka menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  h uruf 1 dan 

Pasal 7 ayat ( 1 )  h uruf g, dilakukan terh adap 

programj kegiatan BA BUN yang terprogram dan/ atau terukur 

sesuai karakteristik masing-masing BA BUN, dan tidak 

dilakukan terh adap dana cadangan. 

Pasal 34 

Dalam h al terdapat pengelolaan anggaran yang berasal dari 

BA BUN yang belum ditetapkan PPA BUN-nya dalam 

Peraturan Menteri ini, penetapan PPA BUN dan pengelolaan 

anggarannya dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

tersendiri . 

Pasal 35 

( 1 )  Penetapan alokasi anggaran BUN tertentu yang alokasi 

dananya belum dapat ditetapkan pada saat 

ditetapkannya Undang-Undang mengena1 anggaran 

pendapatan dan belanj a  negara, dapat dilakukan pada 

tah un anggaran berjalan . 
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(2) Dalam rangka menj aga tata kelola dalam penetapan 

Alokasi Anggaran BUN tertentu pada tah un anggaran 

berj alan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), usulan 

permintaan anggaran yang disampaikan oleh 

kement erian negaraj lembaga danj at au oleh sat uan kerj a  

BA BUN h arus terlebih dah ulu disampaikan kepada 

APIP K/ L untuk dir eviu. 

(3) Ketentuan mengena1 reviu RKA BUN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 3  ayat (4) berlaku mutatis 

mutandis dalam rev1u usulan permintaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 36 

( 1 )  Dalam h al terj adi pergeseran anggaran belanj a  antar 

subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 

(BA BUN), reviu APIP K/ L dilakukan h anya pada saat 

usulan awal penggunaan dana BA BUN, yaitu sebelum 

dilakukan pergeseran anggaran BA BUN . 

(2) Pergeseran anggaran belanja  antar subbagian anggaran 

dalam bagia n  anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 37 

( 1 )  Proses perencanaan, penelaah an, dan pen eta pan alokasi 

BA BUN untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan 

melampaui ketentuan waktu dan mekanisme yang telah 

diatur dalam Peraturan Menteri ini, setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri Keuangan. 

(2) BA BUN untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a. BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian 

Anggaran 999 . 03) untuk pos cadangan, penyertaan 

modal negara kepada badan usah a  milik negara, dan 

penyertaan modal negara kepada 

organisasi/ lembaga keuangan internasional; 
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b .  BA BUN Pengelolaan Belanj a  Lainnya (Bagian 

Anggaran 999 .08) untuk pos c adangan dan 

kebutuh an dana BUN lainnya; 

c .  BA BUN Pengelolaan Trans aks i Kh usus (Bagian 

Anggaran 999 . 99) untuk pos kontribusi dukungan 

kelayakan dan kontribus i  kepada lembaga 

internas ional; dan 

d .  BA BUN yang 

pengelompokkannya. 

bel urn ditetapkan 

(3) DHP RDP BUN yang ditetapkan dalam rangka 

pengalokas ian anggaran untuk kegiatan tertentu 

sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 1 )  menj adi das ar 

penyus unan dan pengesah an DIPA BUN. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pas al 38 

Dalam h al kodefikas i  segmen akun pada bagan akun s tandar 

berdasarkan nomenklatur klas ifikas i pembiayaan anggaran 

dan trans fer ke daerah dan dana des a  yang baru belum dapat 

dilakukan, penyusunan DIPA BUN menggunakan kodefikas i  

segmen akun pada bagan akun s tandar yang termutakh ir.  

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Ketentuan mengena1 tata c ara penyus unan dan penelaah an 

alokasi anggaran BUN dan pengesah an DIPA BUN 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku 

mutatis mutandis terh adap tata c ara penyus unan dan 

penelaah an alokasi anggaran BUN dan pengesah an DIPA BUN 

berdas arkan Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara 

Perubah an. 
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Pasal 40 

Ketentuan rnengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Anggaran dalarn proses perencanaan, penelaah an, 

dan penetapan alokasi BA BUN dalarn Peraturan Menteri ini 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Anggaran. 

Pasal 4 1  

Pada s aat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nornor 23 1I PMK.02I 20 1 5  tentang Tata 

Cara Perencanaan, Penelaah an, dan Penetapan Alokasi 

Anggar an Bagian Anggaran Bendah ara Urnurn Negara, dan 

Pengesah an Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bendah ara 

Urnurn Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 20 1 5  

Nornor 1 909) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nornor 9 I PMK. 02I 20 1 7 tentang Perubah an 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nom or 23 1 I PMK. 02 I 20 1 5  

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaah an, dan Penetapan 

Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendah ara Urnurn Negara, 

dan Pengesah an Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran 

Bendah ara Urnurn Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tah un 20 1 7  Nornor 19 3) , dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 42 

Peraturan Menteri 1n1 rnulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetah uinya, memerintah kan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dal am Berita Negara Republ ik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 1  Desember 20 1 7  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Desember 20 1 7  

MENTERI KEUANG AN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PE RATURAN PERUNDA�G -UNDANG AN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEG ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 7  NOMOR 1 775 

. Kementerian 
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LAMPIRAN I 

PE RATURAN ME NTE R! KE UANGAN RE PUBLIK INDONE SIA 

NOMOR 193/ PMK. 02/ 20 1 7 

TE NTANG 

TATA CARA PE RE NCANAAN, PE NE LAAHAN, DAN PE NE TAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BE NDAHARA 

UMUM NE GARA, DAN PE NGE SAHAN DAFTAR ISIAN 

PE LAKSANAAN ANGGARAN BE NDAHARA UMUM NE GARA 

PE D OMAN UMUM PE RE NCANAAN, PE NE LA AHAN, DAN PE NE TAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BE NDAHARA UMUM NE GARA 

A. Dasar Hukum 

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendah ara Umum Negara atau 

BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tah un 2003 tentang Keuangan Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 Tah un 2004 tentang Perbendah araan 

Negara; 

3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 90  Tah un 20 1 0  tentang Penyusunan 

Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; dan 

4 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK. 0 1/ 20 1 5  tentang 

Organisasi dan Tata Kerj a  Kementerian Keuangan. 

B .  D asar Pemikiran 

1 .  Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 

Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah an, Presiden selaku 

kepala pemerintah an memegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian 

dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan 

Lembaga di tingkat pusat dan diserah kan kepada Gubernur / 

BupatijWalikota selaku kepala pemerintah an daerah . 

Dibandingkan dengan peran rnenteri/ pirnpinan lernbaga lainnya, 

Menteri Keuangan rnernpunyai peran berbeda/ ganda dalarn h al 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai 

pembantu Presiden dalarn bidang keuangan pada h akekatnya adalah 

Chief Financial Officer (CFO) Pernerintah Republik Indonesia, 
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sedangkan setiap menteri/ pimpinan lembaga pada h akekatnya 

adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu 

pemerintah an .  Sesuai pnns1p tersebut, Menteri Keuangan 

bertanggung j awab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara 

secara nasional (pengelola fiskal) , sedangkan menteri/ pimpinan 

lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas. penyelenggaraan 

pemerintah an sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna 

Anggaran/ Pengguna Barang) . 

Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah 

se bagai beriku t: 

a. menyusun kebijakan fi skal dan kerangka ekonomi makro ; 

b .  menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara 

(APBN) dan rancangan APBN Perubah an; 

c .  mengesah kan dokumen pelaksanaan anggaran; 

d .  melakukan perj an j ian in ternasional di  bidang keuangan; 

e .  melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah 

ditetapkan dengan undang-undang; 

f. melaksanakan fungsi bendah ara umum negara; 

g .  menyusun laporan keuangan yang 

pertanggungj awaban pelaksanaan APBN; dan 

merupakan 

h .  melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut 

terlih at dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisah an 

antara kewenangan administrasi oleh menteri/ pimpinan lembaga dan 

kebendah araan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi 

antara lain meliputi : 

a .  melakukan perikatan a tau tindakan lainn ya yang 

mengakibatkan terj adinya penerimaan atau pengeluaran negara; 

b.  melakukan pengujian dan pembebanan tagih an yang diajukan 

kepada Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) seh ubungan dengan 

realisasi perikatan tersebut; dan 

c .  memerintah kan pembayaran atau menagih pener1maan yang 

timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 34 -

Sementara itu, kewenangan kebendah araan antara lain meliputi: 

a. mengusah akan dan · mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan anggaran negara; 

b .  meny1mpan uang negara; 

c. menempatkan uang negara dan mengelolaj menatausah akan 

investasi_; 

d .  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

Pengguna Anggaran atas be ban rekening kas umum negara; 

e. melakukan pinjaman dan memberikan j aminan atas nama 

pemerintah ;  

f. memberikan pinj aman atas nama pemerintah ;  

g.  melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; 

h .  melakuka n  pengelolaan atas pemberian h ibah kepada 

pemerintah daerah , pemerintah asing, dan lembaga asing; dan 

1 .  melakukan pengelolaan atas pendapatan h ibah .  

Selain m elaksanakan peran-peran tersebut, Menteri Keuangan 

juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan stah dardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang 

dalam h al ini dilaksanakan oleh Direktorat J enderal Anggaran, 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. menilai usulan Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang 

disampai kan oleh masing-masing PPA BUN; 

b .  mengh impun dan menyampaikan Indikasi Kebutuh an Dana 

BUN yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk 

ditetapkan menj adi Pagu Indikatif BUN; 

c .  menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian 

Indikasi Kebutuh an Dana BUN; 

d .  mengh impun Indikasi Kebutuh an Dana BUN yang telah 

disesuai�an dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan; 

e .  menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai 

dasar penyusunan RDP BUN; 

f. melakukan penelaah an RDP BUN yang telah ditandatangani oleh 

pemimpin PPA BUN; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 35 -

g .  mengh impun h asil penelaah an RDP BUN sebagaimana 

dimaksud pada h uruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Menteri Keuangan c . q . Direktorat Jenderal Anggaran sebagai 

bah an penyusunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang 

mengenai APBN dan APBN-Perubah an; 

h .  menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah 

disesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan 

1. memproses pengesah an DIPA BUN yang telah ditandatangani 

oleh pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat 

Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 (SP-SABA 

999 . 08) yang diterbitkan pada tah un anggaran berjalan . 

Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuh an Dana BUN, 

masing-masing PPA BUN juga melakukan h al tersebut terh adap 

usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam h al ini, penilaian 

dilakukan dengan melih at h ubungan logis, yaitu melih at ada atau 

tidaknya h ubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome. 

Misalnya, apakah terdapat h ubungan logis antara aktivitas yang 

diusulkan dengan output yang ingin dicapai . Apakah output yang 

akan dicapai mendukung pencapaian outcome. Secara spesifik, 

apakah indikator output dapat mengukur ketercapaian output itu 

sendiri . Demikian pula, apakah indikator outcome dapat mengukur 

ketercapaian outcome. Jika h ubungan logis tersebut dinilai tidak 

terlalu kuat, PPA BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki, 

termasuk memperbaiki besaran nilai yang diusulkan. 

Mengingat penyusunan kapasitas fiskal dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran (dalam h al ini Direktorat Penyusunan 

APBN), terkait dengan penyusunan BA BUN koordinasinya juga 

dilakukan oleh Direktorat J enderal Anggaran ( dalam h al ini 

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertah anan dan 

Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendah ara Umum Negara) . 

Sebagai catatan, h al yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan ini fokus pada tata cara perencanaan, penelah aan, dan 

penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesah an DIPA BA BUN . 

Oleh karena itu, h al yang terkait dengan pelaksanaan anggaran 

BA BUN tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini . 
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2 .  Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN 

Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan yang sekaligus 

merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran 

yang tidak d ilakukan oleh K/ L pada umumnya. Anggaran yang 

termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999 . 0 1 ), yang 

selanjutnya disebut BA 999 . 0 1 adalah subbagian anggaran BUN 

yang menampung belanj a  pemerintah pusat untuk keperluan 

pembayar an kewajiban terkait Pinj aman Luar Negeri (PLN) , 

Surat Berh arga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang 

Negara � SUN) dan Surat Berh arga Syariah Negara (SBSN) , 

Pinj aman Dalam Negeri (PDN) , dan pembayaran cicilan pokok 

utang, b unga utang, dan biaya lain terkait utang, yang pagu 

anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/ L. 

Jenis BA 999 . 0 1 terdiri atas : 

1 )  pembayaran bunga utang dalam negeri; 

2) pembayaran bunga utang luar negeri; 

3 )  pembiayaan utang dalam negeri; dan 

4 )  pembiayaan utang luar negeri . 

b .  Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999 . 02), yang 

selanjutnya disebut BA 999 . 02 adalah subbagian anggaran BUN 

yang menampung pemberian h ibah kepada pemerintah daerah ,  

biaya h i":J ah terkait dengan pendapatanj belanja  h ibah (antara 

lain banicing commision), pengelolaan atas belanja  h ibah kepada 

pemerint ah asingj lembaga asing, dan pengelolaan pendapatan 

h ibah .  Pemberian h ibah kepada pemerintah daerah sebagai 

wujud dari pelaksanaan h ubungan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem 

pendana an pemerintah an dalam kerangka negara kesatuan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 7  

Tah un 2003 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah 

dipriorita skan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang 

menj adi kewenangan pemerintah daerah dengan memperh atikan 

stabilitas dan keseimbangan fiskal . Hibah dari Pemerintah 

kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme 

APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Daerah (APBD)  
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dengan sumber pendanaan dari penenmaan dalam negen 

(rupiah murni) , h i  bah luar negeri, serta pinj aman luar negeri . 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tah un 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah an Daerah diatur 

Pemerintah Pusat dan 

bah wa dalam rangka 

penyeleng garaan as as de sen tralisasi dan un tuk mendanai 

pelaksanaan Otonomi Daerah ,  Pemerintah memberikan 

sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah ,  yang 

antara lain terdiri atas Dana Perimbangan, Pinj aman Daerah ,  

dan Hibah Daerah .  

c .  Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 . 03 ) ,  

yang selanjutnya disebut BA 999 . 03 adalah subbagian anggaran 

BUN yang dikh ususkan untuk mengelola Inv estasi Pemerintah . 

Beberapa jenis BA 999 . 03 an tara lain sebagai berikut: 

1 )  Peny ertaan Modal Negara (PMN) 

Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisah an kekayaan 

negara dari APBN atau penetapan cadangan perusah aan 

atau sumber lain untuk dij adikan sebagai modal Badan 

Usah a  Milik Negara (BUMN) danj atau Perseroan Terbatas 

lainnya, dan dikelola secara korporasi. Termasuk dalam h al 

ini adalah penyertaan modal organisasi/ lembaga keuangan 

internasional dan lembaga kh usus yang dibentuk dengan 

Undang-Undang. 

2 )  Dana Bergulir 

Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang 

dialokasikan oleh K/ L atau satker Badan Layanan Umum 

(BLU) untuk kegiatan perkuatan modal usah a  bagi 

peng embangan Koperasi Usah a  Kecil dan Menengah 

(KUKM) dan usah a  lainnya yang berada di bawah 

pembinaan K/ L dalam penanggulangan kemiskinan, 

peng angguran, dan pengembangan ekonomi nasional . 

3 )  Ke\\; ajiban Penj aminan 

Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah 

alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi 

kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian 

Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang mengenai APBN beserta perubah annya pada tah un 

anggaran berjalan. 

4)  Inve stasi Pemerintah (Reguler) 

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah 

penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam jangka 

panjang untuk investasi pembelian surat berh arga dan 

inve stasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, 

sosial, dan/ a tau manfaat lainnya. 

Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh 

proses perencanaan investasi, 

investasi, penatausah aan, dan 

proses pelaksanaan 

pertanggungj awaban 

investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan 

meningkatkan pertumbuh an ekonomi dalam rangka 

· memajukan kesej ah teraan umum. 

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 

Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan 

N asional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang 

dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang 

bertujuan untuk menJ amln keberlangsungan program 

pendidikan bagi generas1 berikutnya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya 

menggunakan mekanisme dana bergul ir dan dana 

cadangan pendidikan, dengan sumber dana yang 

disalurkan bersumber dari PNBP h asil pengelolaan investasi 

atas endowment fund, yang dilakukan oleh BLU Pengelola 

Dana di Bidang Pendidikan. 

d .  Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinj aman (BA 999 . 04) , 

yang selanjutnya disebut BA 999 . 04 adalah subbagian anggaran 

BUN yang mengelola pinj aman Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah ,  BUMN, danj atau BUMD yang h arus dibayar 

kembal i  dengan ketentuan dan persyaratan tertentu . 

BA 999 . 04 dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan 

pengguna dana atau penenma atau debitur pemberian 

pinj aman. 

e .  Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (BA 999 . 05) , yang selanjutnya disebut BA 999 .05  adalah 

subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan 
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transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian dari 

belanj a  negara dalam rangka mendanai pelaksanaan 

desentralisasi fiskal . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Pengelolaaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa: 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian Belanj a  

Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa 

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah 

diserah kan kepada daerah dan desa. Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa meliputi : 

1 )  Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanj a  negara 

dalam rangka mendanai pelaksanaan de sen tralisasi fi skal 

berupa: 

a) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada daerah untuk mendanai 

kebutuh an daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi, yang terdiri atas : 

( 1 )  Dana Transfer Umum adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk 

digunakan sesuai dengan kewenangan daerah 

guna mendanai kebutuh an daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas : 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat 

DBH adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dari pendapatan negara 

untuk mendanai kebutuh an daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya 

disingkat DAU adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah 

dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antardaerah untuk mendanai 

kebutuh an daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

(2) Dana Transfer Kh usus adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

!) Ab¥ 
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kh usus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan daerah ,  yang terdiri atas: 

1 .  Dana Alokasi Kh usus Fisik yang selanjutnya 

disingkat DAK Fisik adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu 

11 . 

mendanai kegiatan kh usus fisik yang 

merupakan urusan daerah dan sesua1 

dengan prioritas nasional . 

Dana Alokasi Kh usus Nonfisik yang 

selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah 

dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan kh usus nonfisik yang 

merupakan urusan daerah . 

b) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan 

tujuan untuk memberikan pengh argaan atas 

perbaikan dan/ atau pencapa1an kinerja  tertentu di 

bidang tata kelola keuangan daerah ,  pelayanan 

pemerintah an umum, pelayanan dasar publik, dan 

kesejah teraan masyarakat. 

c) Dana Otonomi Kh usus dan Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dana Otonomi 

Kh usus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dana Otonomi Kh usus adalah dana yang 

dialokasikan 

pelaksanaan 

dalam APBN untuk membiayai 

otonomi kh usus suatu daerah ,  

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tah un 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tah un 

2008 tentang Perubah an atas Undang-Undang Nomor 

2 1  tah un 200 1 tentang Otonomi Kh usus Bagi Provinsi 

Papua menj adi Undang-Undang, dan Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tah un 2006 tentang Pemerintah Aceh . Dana 

Otonomi Kh usus terdiri atas Dana Otonomi Kh usus 
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Provinsi Aceh, Dana Otonomi Kh usus Provinsi Papua, 

Dana Otonomi Kh usus Papua Barat, Dana Tambah an 

Infrastruktur dalam rangka Otonomi Kh usus Provinsi 

Papua, dan Dana Tambah an Infrastruktur dalam 

rangka Otonomi Kh usus Provinsi Papua Barat. 

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk 

penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 3  Tah un 20 1 2  tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

2 )  Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD kabupatenj kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah an, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

f. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja  Subsidi (BA 999. 07), yang 

selanjutnya disebut BA 999 . 07 adalah subbagian anggaran BUN 

yang diberikan kepada perusah aanj lembaga untuk 

memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang 

dan j asa yang memenuh i h aj at h idup orang banyak sedemikian 

rupa seh ingga h arga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 

Belanj a  subsidi terdiri atas belanj a  subsidi energi dan belanj a  

subsidi nonenergi . 

1 )  Belanja  subsidi energi 

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusah aan atau 

lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bah an 

Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan 

us ah a mikro, serta tenaga listrik seh ingga h arga jualnya 

terjangkau oleh masyarakat yang membutuh kan. 

2)  Belanj a  subsidi nonenergi 

Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusah aan 

atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan 

barang/ pelayanan publik yang bersifat nonenergi seh ingga 
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h arga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang 

membutuh kan. 

Pada postur APBN, komponen belanj a  subsidi dirinci 

se bagai beriku t: 

I .  Subsidi Energi 

1 .  Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 

Kg; dan 

2 .  Subsidi Listrik. 

II . Subsidi Nonenergi 

1 .  Subsidi Pupuk; 

2 .  Bantuan Dalam Rangka Penugasan/ PSO,  terdiri 

atas : 

a) PSO Kepada PT. KAI ; 

b) PSO Kepada PT. PELNI; dan 

c) PSO Kepada Perum LKBN Antara. 

3 .  Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain: 

a) Kredit Likuiditas BI (Eks Pola KLBI) ; 

b) Kredit Ketah anan Pangan dan Energi 

(KKP-E) ; 

c) Risk Sharing KKP-E; 

d) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan 

Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) ; 

e) Imbal Jasa Penj aminan Kredit Usah a  Raky at 

(KUR) ; 

f) Kredit U sah a  Pembibitan Sa pi (KUPS) ; 

g) Skema Subsidi Resi Gudang; 

h )  Subsidi Bunga KUR; 

i) Subsidi Bunga Kredit Perumah an; 

j )  Subsidi Bantuan Uang Muka Perumah an; 

dan 

k) Subsidi Bunga untuk Air Bersih ,  dan 

4 .  Subsidi Paj ak 

a) Subsidi Paj ak Pengh asilan; dan 

b) Fasilitas Bea Masuk. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 43 -

g .  Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) , yang 

selanjutnya disebut BA 999 . 08 adalah subbagian anggaran BUN 

untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

dih arapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, 

bencana sosial ,  dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

pusat/ daerah . Peruntukkan BA 999 .08 terdiri atas : 

1 )  Belan j a Dana Cadangan dan Risiko Fiskal 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban 

pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi 

dan j ika tidak dilakukan akan berdampak pada capa1an 

target nasional . 

2)  Belanj a  Lembaga Non Kementerian 

3) 

4 )  

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban 

pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan 

non kementerian yang belum mempunyai BA sendiri . 

Belanja  BUN 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban 

pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan 

sebagai BUN. 

Belanja  Tanggap Darurat 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban 

pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara 

yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 

5) Belanja Tidak Terduga 

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 

angka 1 sampai dengan angka 4 .  

h .  Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Kh usus (BA 999 . 99 ) , 

yang selanjutnya disebut BA 999 .99 adalah bagian anggaran 

yang menampung transaksi kh usus dan kontribusi sosial . 

Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999 .99 yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain 

dalam rangka: 

1 )  Dukungan kelayakan (Viability Gap Funding) dan fasilitas 

penyiapan proyek (Project Development Facility) 

Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas 

penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan 
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untuk rnernbiayai pelaksanaan fasilitas peny1apan proyek 

sebagai salah satu bentuk dukungan Pernerintah untuk 

rnendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan 

skerna Kerjasarna Pernerintah dan Badan Usah a  (KPBU) . 

PDF bertujuan untuk rnenyelaraskan dan/ a tau 

rnengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri 

Keuangan untuk proyek KPBU dan rnernbangun standar 

kajian dan/ atau dokurnen penyiapan proyek dan/ a tau 

pelaksanaan transaksi . PDF rnelingkupi proyek KPBU 

prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas 

rneliputi peny1apan proyek dan/ atau pendarnpingan 

transaksi . 

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pernerintah dalarn 

bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang 

diberikan terh adap proyek KPBU oleh Menteri yang 

rnenyelenggarakan urusan pernerintah di bidang keuangan 

dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan rnerupakan 

upaya untuk rnendukung penyediaan infrastruktur dengan 

skerna KPBU.  Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah 

tidak terdapat lagi alternatif lain untuk rnernbuat Proyek 

Kerj a  Sarna layak secara finansial . 

Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: 

a) rneningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja  Sarna 

seh ingga rnenirnbulkan rninat dan partisipasi Badan 

Usah a  pada Proyek Kerja  Sarna; 

b) rneningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerj a  

Sarna dan pengadaan Badan Usah a  pada Proyek Kerj a  

Sarna sesua1 dengan kualitas dan waktu yang 

direncanakan; dan 

c) rnewujudkan layanan publik yang tersedia rnelalui 

infrastruktur dengan tarif yang terj angkau oleh 

rnasyarakat. 

Dukungan Kelayakan rnerupakan belanj a  negara yang 

diberikan dalarn bentuk tunai kepada Proyek Kerj a  Sarna 

atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek 

Kerj a  Sarna. Biaya konstruksi rneliputi biaya konstruksi, 

biaya peralatan, biaya pernasangan, biaya bunga atas 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 45 -

pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya­

biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya 

terkait pengadaan lah an dan insentif perpaj akan. 

Pengertian porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas 

adalah tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerj a  

Sarna. 

2) Pengeluaran Kerja  sama Internasional 

Transaksi Pengeluaran Kerja  Sarna Internasional adalah 

transaksi untuk pembayaran 1uran keikutsertaan 

pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional . Kerj a  

sama internasional adalah bentuk h ubungan kerj a  sama 

suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, 

budaya, sosial, politik, dan pertah anan keamanan dengan 

tujuan untuk memenuh i  kebutuh an raky at dan untuk 

kepentingan negara-negara di dunia.  Dalam arti kh usus, 

tujuan yang dic apai dari kegiatan kerj a  sama internasional 

adalah untuk mempererat tali persah abatan, dapat 

memenuh i  kebutuh an dalam negeri, memperlanc ar lalu 

lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. Bentuk 

kerj a  sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) mac am 

yaitu: 

a) dilih at dari letak geografis regional internasional; 

b) dilih at dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan 

c )  dilih at dari bidang kerj asama ekonomi, sosial, budaya, 

pertah anan dan keamanan. 

3) Pengeluaran Perj anjian Hukum Internasional 

Transaksi Pengeluaran Perj anjian Hukum Internasional 

adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia 

dalam kaitannya dengan h ukum internasional . Pengeluaran 

1n1 terj adi karena dalam prakteknya, h ubungan 

internasional dengan sebagian dari komunitas internasional 

dalam berbagai bidang tidak selalu berj alan sesuai dengan 

yang dih arapkan oleh kedua belah pih ak.  Pengeluaran 

Perj anjian Hukum Internasional menc akup: 

a) transaksi untuk melakukan penyelesaian 

permasalah an h ukum yang melibatkan pemerintah 

Indonesia di dunia internasional; dan 
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b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perJ anJlan­

perj anjian antara pemerintah Indonesia dengan pih ak 

lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai 

dari dana BA K/ L. 

4) Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang 

Aset tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan 

seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri 

Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam Laporan 

Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Kh usus . 

5) Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Kh usus 

(BA 999 . 99)  Kontribusi So sial 

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Kh usus 

(BA 999 .  99)  Kontribusi Sosial yang selanjutnya disebut 

BA 999 . 99 Belanj a  Kontribusi Sosial adalah subbagian 

anggaran BUN yang di antaranya dikh ususkan untuk 

mendanai Belanj a  Kontribusi Sosial antara lain untuk 

pengelolaan belanj a  pensiun, belanj a  tunjangan keseh atan 

veteran, belanja  asuransi keseh atan, dan belanj a  j aminan 

keseh atan. 

BA 999 . 99 Belanja  Kontribusi So sial dalam 

pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikut: 

a) Anggaran Manfaat Pensiun (Belanj a  Pensiun) 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai 

dan pejabat di pemerintah an. 

b) Jaminan Pelayanan Keseh atan 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan program j aminan keseh atan. 

c) Jaminan Keseh atan Menteri dan Pej abat Tertentu 

(Jamkesmen) 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi keseh atan 

bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur 

dalam ketentuan terkait. 
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d) Jaminan Keseh atan Utama (Jamkestama) 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi keseh atan 

bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, 

Komisi Yudisial, Hakim Mah kamah Konstitusi, dan 

Hakim Agung Mah kamah Agung. 

e) J aminan Kecelakaan Kerj a ( JKK) 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 

kerj a  bagi Aparatur Sipil Negara. 

f) Jaminan Kematian (JKM) 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan 

untuk menyelenggarakan program jaminan kematian 

bagi Aparatur Sipil Negara. 

g) Belanj a  Yang Terkait Dengan Pengelolaan Kas Negara 

Belanja yang dialokasikan untuk mengakomodir biaya­

biaya yang timbul akibat pengelolaan kas Negara. 

6)  Belanja selisih h arga pembelian beras oleh Pemerintah 

kepada Perum Bulog 

Dana pembayaran selisih h arga beras Bulog merupakan 

biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu 

antara h arga yang seh arusnya diterima Perum Bulog 

dengan penetapan h arga beras oleh Pemerintah dalam 

pelaksanaan pembayaran beras . Pembayaran beras 

dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai 

neger1 sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk 

fisik) . 

Dari transaksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup 

kemungkinan terj adinya perubah an transaksi dalam tah un 

berj alan, misalnya adanya tambah an baru kebutuh an transaksi 

kh usus atau transaksi yang selama 1n1 ada kemudian 

dih ilangkan karena sudah tidak dibutuh kan lagi . Transaksi 

kh usus tersebut termasuk transaksi kh usus pendapatan, antara 

lain Perh itungan Fih ak Ketiga (PFK) Pegawai, Perh itungan Fih ak 

Ketiga (PFK) Pajak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan 

DJKN, dan penerimaan PNBP yang dikelola DJA. 
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3 .  Posisi BA BUN dalam Postur APBN. 

Postur APBN dicerminkan oleh !-Account APBN.  Secara ringkas, 

komponen-komponen !-Account APBN meliputi pendapatan negara, 

belanja negara, defi sit/ surplus anggaran, dan pembiayaan anggaran. 

Posisi BA BUN di dalam !-Account APBN tersebar dalam Belanj a  

Pemerintah Pusat untuk non K/ L, Transfer ke Daerah dan Dana 

De sa, dan Pembiayaan Anggaran (lih at Tabel 1 . 1 ) .  

·uraian 

A. PENDAPATAN NEGARA 

Tabel 1 . 1  

Postur APBN 

I .  PENERIMAAN DALAM NEGERI 

1 .  Penerimaan Perpajakan 

2 .  Penerimaan Negara Bukan Paj ak 

II . PENERIMAAN HIBAH 

B .  BELANJA NEGARA 

I .  BELA:'JJA PEMERINTAH PUSAT 

1 .  Belanja Kementerian Negara/ Lembaga 

2 .  Belanj a  Non-Kementerian Negara/ Lembaga (BUN) 

II . TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BUN) 

1 .  Transfer ke Daerah 

2. Dana Desa 

C. KESEIMBANGAN PRIMER 

D .  SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (=A-B) 

% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB 

E.  PEMBIAYAAN ANGGARAN (BUN) 

I .  PEMBIAYAAN UTANG 

II . PEMBIAYAAN INVESTASI 

III . PEMBERIAN PINJAMAN 

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN 

V. PEMBIAYAAN LAINNYA 
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Sementara itu, untuk struktur Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa sesuai Undang-Undang mengenai APBN diilustrasikan pada 

Tabel 1 . 2 .  

Tabel 1 . 2 

Struktur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

I. Transfer Ke Daerah 

A Dana Perimbangan 

1 Dana Transfer Umum 

a Dana Bagi Hasil 

b Dana Alokasi Umum 

2 Dana Transfer Kh usus 

a Dana Alokasi Kh usus Fisik 

1 )  DAK Reguler 

2) DAK Penugasan 

3) DAK Afirmasi 

::J Dana Alokasi Kh usus Nonfisik 

1 )  BOS 

2) BOP PAUD 

3) TPG PNSD 

4)  Dana Tamsil Guru PNSD 

5) TKG PNSD 

6) BOK dan BOKB 

7) Dana PK2 , UKM 

8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 

B Dana Insentif Daerah 

Struktur penyaj ian dan rincian Pembiayaan Anggaran sesua1 

Undang-Undang mengenai APBN, meliputi : 

a. Pembiayaan Utang terdiri atas Surat Berh arga Negara (neto) dan 

Pinj aman (neto) . Pinj aman (neto) tersebut merupakan 

penjumlah an dari pinjaman dalam negeri (neto) dan pinj aman 

luar negeri (neto) ; 

b .  Pembiayaan Investasi terdiri atas Investasi kepada BUMN, 

Investasi kepada Lembaga/ Badan Lainnya, Investasi kepada 

BLU, Investasi kepada Organisasij Lembaga Keuangan 

Internasional (LKI)/ Badan Usah a  Internasional, dan Penerimaan 

Kembali Investasi . Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada 

BUMN, sedangkan investasi kepada BLU an tara lain terdiri atas 

dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) , 
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Lembaga Manaj emen Aset Negara (LMAN), Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP), dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan 

Internasional (LPDBI) ; 

Pemberian Pinj aman terdiri atas plnJ aman kepada 

BUMN/ Pemda/ Lembaga/ Badan lainnya; 

d .  Kewajiban Penjaminan terdiri atas Penjaminan Pemerintah dan 

Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah . 

Penj aminan Pemerintah antara lain terdiri atas Penugasan 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, Penugasan 

Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN, 

dan Penj aminan Likuiditas LPS; dan 

e .  Pembiayaan Lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) 

dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), 

diilustrasikan pada Tabel 1 . 3 .  

Tabel 1 . 3 

Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran 

1 .  Pembiayaan Utang 

1 . 1 .  Sur at Berharga N egara (N eto) 

1 .2 .  Pinj aman (Neto) 

1 .2 . 1 .  Pinj aman Dalam Negeri (Neto) 

1 .2 . 2 .  Pinj aman Luar Negeri (Neto) 

2. Pembiayaan Investasi 

2 . 1 .  Investasi Kepada BUMN 

2 . 1 . 1 .  . . .  
2 .2 .  Investasi Kepada LembagajBadan Lainnya 

2 . 2 . 2  . . . .  
2 . 3 .  Investasi Kepada BLU 

2 . 3 . 1 .  Dana Bergulir 

2 . 3 . 2 .  Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) 

2 . 3 . 3 .  Lembaga Manaj emen Aset Negara (LMAN) 

2 . 3 .4 .  Pusat Investasi Pemerintah 

2 . 3 . 6 .  BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional (LPDBI) 

2 . 4 .  Investasi Kepada Organisasi/ LKI/Badan Usaha Internasional 

2 . 4 . 1 .  . . .  
2 . 5 .  Penerimaan Kembali Investasi 

3 .  Pemberian Pinj aman 

3 . 1 .  Pinjaman Kepada BUMN/ Pemda/ LembagafBadan Lainnya 

3 . 1 . 1 .  Pinjaman Kepada BUMN/ Pemda (Bruto) 

4. Kewajiban Penj aminan 

4 . 1 .  Penjaminan Pemerintah 

4 . 1 . 1 .  Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional 

4. 1 . 2 .  Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada 

BUMN 

4 . 2 .  Penerimaan Pengembalian Atas Penj aminan Pemerintah 

5. Pembiayaan Lainnya 

5 .  1 .  Hasil Pengelolaan A set 

5 . 2 .  Saldo Anggaran Lebih 
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4 .  Pendekatan Penganggaran dalam BA BUN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 7  Tah un 2003 

tentang Keuangan Negara, proses penyusunan anggaran belanj a  

negara menggunakan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran 

terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran 

j angka menengah . Mengingat BA BUN merupakan bagian dari belanj a  

negara, ketiga pendekatan penganggaran tersebut juga berlaku 

terh adap penganggaran BA BUN. Berkenaan dengan proses 

penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-BUN, pengalokasian BA 

BUN dilakukan pula dengan menggunakan klasifikasi jenis belanj a  

untuk mengetah ui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis­

Jenls belanj a. Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam 

penganggarar:, meliputi klasifikasi menurut organisasi, ii) klasifikasi 

menurut fungsi, dan iii) klasifikasi menurut jenis belanj a. Rincian 

Belanj a  Peme:-intah Pusat Non-K/ L  (BA BUN), meliputi : 

a. Belanj a  Pegawai (antara lain dana pensiun dan kontribusi 

sosial) ; 

b .  Belanja Pembayaran Kewajiban Utang; 

c. Belanj a  Subsidi; 

d. Belanj a  Hibah ;  

e .  Belanja Bantuan So sial (kh usus cadangan bencana alam) ; dan 

f. Belanja Lain-lain. 

Adapun jenis belanj a  tersebut mengacu kepada Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran. 

Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerj a, 

alokasi anggaran programj kegiatan h arus dapat dikaitkan dengan 

output atau outcome. Dalam h al ini, outcome diturunkan dari tugas, 

sedangkan output diturunkan dari fungsi unit kerj a  yang dilekatkan 

pada stuktur organ1sas1 . Artinya, distribusi alokasi anggaran 

didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja  yang dilekatkan pada 

struktur organisasi . Dalam kerangka tersebut, penganggaran BA BUN 

juga dikaitka:1 dengan kelembagaan BA BUN. 

C .  Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN 

Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN 

secara kh usus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tah un 20 1 0  

tentang Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 
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Negara/ Lembaga. Secara ringkas, mekanisme penyusunan dan penetapan 

Alokasi Anggaran BUN disajikan dalam Gambar 1 . 1 .  

Gambar 1 . 1. 

Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN 

Unit terkait 
Alur Proses Penganggaran (normal/terencana) 

Perencanaan Penyusunan L Pembahasan -
, Perrbicaraan 

....... 
Perrbahasan RAPBN, 

DPR Pendahu�an RUU APBN, Nol1 -
RAPBN (KEM, PPKF Keuangan 

dan RKP) 

""' i Menteri • -
Penellpan Pagu t- • ...,. 

Keuangan lndikali' BUN Penyusunan dan 

�mtusum resouce 

Peoyusunan Penel1pan RAPBN, 

dan Peoeilpan - RUU APBN & Noll 

J �ft . SEPagu Keuangan 

en�e!:pe & Pa]J 

I '···�·· 
Penyesuaan Anggaran BUN ... t DJA 

h'dliaif Jndikasi 
Kebuluhan _... 

t 4 

rt Dana 
Pagu lndkaif Penelaahan RDP-- BUN r-r-

Pengeluaran 
BUN BUN ... :t_ 

Usulan lndikasi Awal � 
PPA-BUN Kebulihan Dana Pen)llsunan t 

RDP-BUN 

• ..... 
I " lndikasi Awal 

loll ... ; I - - - 1'111111111" f•'"iaoRXA 
KPA-BUN Kebutuhan Dana Pen)llsunan BUN 

RKABUN 

D .  Struktur Kelembagaan Pengelolaan BA BUN 

� 
Persetujuan ..... 
RUUfiPBN 

.. - l 
!II• 

Pen)llsunan & 
I- Penetapan 

Plokasi 
Pllggaran 

BUN 

I 
- ·  

Pen)esuaian RDP-
BUN 

t 
- - - - .1  

Penetapan 

... 111!111. � _.... r-' -
Pen)llsunan dan Pen)llsu 
Penetapan RDP- nan Perg'lla 

BUN Perpres 
lm DIPA 

BUN 
Rincian 
fiPB

1
N, ']----' 

.. 1 I -� 
Pen)llsunan DIP A 

BUN 
I--

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan 

sebagai pemimpin Kementerian Keuangan saling bersinggungan. Namun, 

berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan 

sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam 

struktur kelembagaan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan operasional BA Kementerian 

Keuangan selaku K/ L, Kementerian Keuangan mempunyai struktur 

kelem bagaan se bagai beriku t: 

1 .  Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 

Kementerian Keuangan; 

2 .  Unit eselon I f  unit eselon II/ satker di lingkungan Kementerian 

Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai 

dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mengenai organisasi K/ L; dan 

3 .  Pengguna Anggaran menetapkan rencana kinerj a, sedangkan 

KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerj a  

yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dengan demikian, 
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KPA bertanggung j awab kepada Pengguna Anggaran dalam h al 

capa1an kinerj a  tersebut. Dalam h al ini, KPA adalah satuan kerj a  

(satker) . 

Sementara itu, berkenaan dengan pengelolaan BA BUN, Kementerian 

Keuangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut: 

1 .  Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran BUN; 

2 .  Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai 

PPA BUN. Sarna h alnya dengan struktur K/ L, PPA BUN bertanggung 

j awab atas program; dan 

3 .  Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan 

maupun K/ L lainnya) atau pih ak lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagai KPA BUN. Sebagai catatan, KPA BUN yang 

dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah KPA 

BUN yang menj alankan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan, 

penelaah an, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. Dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan BUN, dapat dilaksanakan oleh 

KPA BUN atau pih ak lain yang mempunyai tugas melaksanakan 

program dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana Alokasi 

Anggaran BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Analog dengan kelembagaan BA K/ L, KPA BUN juga sama dengan 

satker dan bertanggung j awab atas kegiatan. 

Sebagai contoh , struktur organ1sas1 BUN tah un 20 1 8  digambarkan 

pada Gambar 1 . 2 .  
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Gambar 1 .2 
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Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik 

yang berbeda 
·
dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/ L pada 

umumnya. Keunikc..n karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut: 

1 .  dalam rangka menj alankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran BUN,  

Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan ; 

2 .  PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN 

untuk menetc..pkan formula penghitungan yang digunakan dalam 

penyusunan Indikasi Kebutuhan D ana BUN dan penyusunan RD P 

BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; 

3.  PPA BUN da_?at mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN 

untuk meneta?kan KPA BUN; 

4 .  PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk 

menetapkan L1gas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur 

dalam Peraturan Menteri ini; 

5 .  KPA BUN dapat dij abat dan dilaksanakan oleh pej abat pada unit di 

dalam maupun di luar Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

6.  penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum 

dimulainya tc..hun anggaran yang direncanakan atau dapat pula 

ditetapkan pada tahun anggaran berj alan . 

Perbedaan karakteristik antara BA K/ L dan BA BUN berakibat pula 

pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN.  Secara struktur pengelolaan 

anggaran , tidak te:-dapat PPA dalam BA K/ L.  D alam BA BUN,  PPA BUN 

bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN, antara lain dalam 

rangka penyusunan RDP BUN . PPA BUN juga bertugas antara lain 

menyusun laporan keuangan berdasarkan penggabungan laporan 

keuangan tingkat unit akuntasi KPA BUN atau tingkat unit akuntansi PPA 

B U N ,  sebagaimanc.. diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN yang dikelolanya., : , ,_ .  

M ENTERI KEUANGAN 
REPUBLI K  INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI IND RAWATI 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 9 3  / PMK.02/ 20 1 7 

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

PEDOMAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH 

BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan Rencana Kerja  dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga (PP 9 0 / 2 0 1 0) disebutkan bahwa selain 

menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, 

Menteri Keuangan menyusun RDP BUN. Selanjutnya, berdasarkan 

Pasal 1 6  ayat (2) PP 9 0 / 20 1 0  disebutkan bahwa pada awal tahun, 

Pengguna Anggaran BUN dapat berkoordinasi dengan menteri/ pimpinan 

lembaga atau pihak lain terkait penyusunan indikasi kebutuhan dana 

pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan 

memperhatikan prakiraan maJU dan aspek lain sesuai karakteristik 

masing-masing BA BUN. 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Tenn 

Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif 

lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi 

anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan 

dalam Prakiraan Maju.  Prakiraan Maju merupakan ancar-ancar atau 

indikasi kebutuhan anggaran j angka menengah yang diperlukan untuk 

mencapa1 sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam j angka menengah 

terse but. 

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur 

dalam konteks perencanaan jangka menengah, yaitu: 
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1 .  Proyeksi ketersediaan sumber day a anggaran (resource envelope) 

sebagai batas atas pagu belanja  untuk mendanai berbagai rencana 

belanja  pemerintah. 

2 .  Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan 

untuk mencapai tingkat kinerja  yang telah ditargetkan. 

3 .  Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, 

yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran 

dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk 

melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on going 

policies). 

Berbeda dengan KPJM untuk anggaran kementerian negaraj lembaga 

yang memiliki ara.h kebijakan jangka menengah, KPJM untuk BA BUN 

menghadapi tantangan berupa ketiadaan arah kebijakan jangka 

menengah untu� sebagian komponen BA BUN dalam RPJM 

20 1 5-20 1 9 .  Hal tersebut terjadi karena komponen-komponen dalam 

BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sebagian 

programj kegiatan terkait dengan BA BUN bersifat ad hoc dan berlaku 

pada tahun tertentu saja, yang disusun sesuai dengan kebij akan 

Pemerintah danj atau arahan Presiden/Wakil Presiden . Dengan demikian, 

tidak semua komponen BA BUN dapat disusun prakiraan majunya, 

seperti misalnya BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 .08) yang 

sebagian di antaranya berupa dana cadangan. 

Dalam kondisi tersebut, penyusunan Prakiraan Maju BA BUN juga 

beragam. Sebagian diantaranya disusun dengan menggunakan 

perhitungan tertentu, seperti misalnya Prakiraan Maju untuk subsidi 

energi,  sebagian transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan 

anggaran. Namun, perhitungan Prakiraan Maju untuk BA BUN 

Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) , misalnya dilakukan 

berdasarkan kemampuan keuangan negara. 

Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM BA BUN disusun pada 

level kegiatan, yang diusulkan oleh KPA BUN untuk kemudian dikompilasi 

oleh PPA BUN. Selanjutnya, Prakiraan Maju BA BUN juga harus 

dilakukan up-date atau dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini 

sejalan dengan penyampaian RKA-K/ L, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1 .  pemutakhiran Prakiraan Maju yang pertama dilakukan pada bulan 

Juli, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah 
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disusun pada tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/ L 

Alokasi Anggaran (pagu APBN) atau RKA-K/ L APBN Perubahan tahun 

berj alan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini, 

ditambah dengan kebij akan baru pada saat penyusunan RUU APBN 

tahun yang direncanakan; 

2 .  pemutakhiran Prakiraan Maju yang kedua dilakukan pada bulan 

November, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang 

sudah disusun pada saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan 

Juli, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini 

ditambah kebij akan baru yang muncul pada saat pembahasan 

RUU APBN dengan DPR; 

3 .  Pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat 

penyampaian RKA-K/ L APBN Perubahan, merupakan pemutakhiran 

besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian 

Alokasi Anggaran disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro 

terkini ditambah kebij akan baru yang muncul pada saat pembahasan 

RUU APBN Perubahan dengan DPR. 

Selain itu, pemutakhiran Prakiraan Maju juga harus disesuaikan dengan 

realisasi kinerja  tahun sebelumnya, yang keluar pada bulan 

Januari-Februari tahun berikutnya. 

B .  DASAR PERHITUNGAN KPJM BA BUN 
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam 

RPJM 20 1 5-20 1 9  tidak disebutkan secara eksplisit arah kebij akan jangka 

menengah untuk semua komponen BA BUN. Sasaran strategis yang 

tercantum dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan 

kebij akan subsidi dan transfer ke daerah dan dana desa. Berkaitan 

dengan itu, dalam rangka penyusunan KPJM untuk BA BUN, PPA BUN 

danj atau KPA BUN menyusun KJPM BA BUN dengan memperhatikan 

usulan KPJM dari pihak terkait, serta dengan mempertimbangkan 

realisasi kinerj a  pada tahun sebelumnya. 

Dengan kondisi tersebut, penyusunan KPJM BA BUN beragam sesua1 

dengan karakteristik masing-masing BA BUN, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999 . 0 1 )  

KJPM Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999 . 0 1 )  disusun 

dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai 
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Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN) , yang memperspektifkan 

pengelolaan utang negara dalam j angka waktu 3 (tiga) sampai dengan 

4 (empat) tahun. Jumlah akumulatif pengelolaan utang yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya 

dirinci tiap tahun, dan besaran angkanya disesuaikan dengan postur 

APBN tahunan. 

SPUN dimaksudkan untuk: 

a .  Mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi pembayaran 

bunga utang; 

b. Mengakomodasi perubahan indikator ekonomi makro, nilai 

tukar dan tingkat bunga; dan 

c .  Mengakomodasi penyesuaian kebij akan pemerintah terkini . 

Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang harus 

dibayar tiap tahun atau dalam jangka menengah dipengaruhi 

oleh antara lain besaran outstanding utang, bunga LIBOR, kurs, 

dan tambahan utang baru. 

Selain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri Keuangan 

mengena1 SPUN JUga mencantumkan kebijakan mengena1 

penj aminan. Kebijakan mengenai penjaminan tersebut selanjutnya 

menj adi dasar dilakukannya penyusunan KPJM mengenai 

penjaminan. 

2 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999. 02) 

Penyusunan KPJM untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah 

(BA 999 . 02)  dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah 

daerah yang bersumber dari pinj amanj hibah luar negeri disusun 

dengan berdasarkan pada pagu yang tercantum pada naskah 

perj anjian hibah, komitmen dari lender/donor mengenai batas 

maksimal disbursement tiap tahun, j angka waktu pinj aman/ hibah 

tersebut dialokasikan dan kinerja  kegiatan . Dalam rangka pemberian 

hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing, KPJM disusun 

dengan berdasarkan pada daftar rencana pemberian hibah yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara 

pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing. Proyeksi 

hibah dari luar negeri untuk tahun tertentu didasarkan pada 

realisasi pencairan hibah tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa 

komitmen dari luar negeri . 
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Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah 

(BA 999 .02) dalam rangka pengelolaan pendapatan hibah, disusun 

dengan berdasarkan pada indikasi penenmaan hibah yang 

direncanakan dan pencairannya melalui KPPN dengan mengacu 

kepada perj anj ian hibah, komitmen dari donor mengenai batas 

maksimal disbursement tiap tahun, j angka waktu hibah tersebut 

dialokasikan, dan kinerj a  kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/ Lembaga selaku executing agency/implementing agency. 

Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999 . 02) 

tersebut, tidak termasuk untuk penyusunan KPJM Bagian Anggaran 

Pengelolaan Hibah (BA 999 .02) dalam rangka pemberian hibah 

kepada pemerintah daerah yang bersumber dari rupiah murni . 

3 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 . 03) 

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 . 03) 

meliputi antara lain PMN untuk BUMN, PMN untuk 

organisasij lembaga keuangan internasional, Dana Pengembangan 

Pendidikan N asional (D PPN) yang dikelola oleh LPD P, dan 

Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU.  

KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah 

(BA 999 . 03)  disusun dengan berpedoman pada kebij akan Pemerintah 

tahun anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi 

BUMN/ lembaga. Namun, deviasi atas KPJM sangat mungkin terj adi 

apabila terdapat perubahan kebijakan. 

KPJM untuk PMN kepada organisasij lembaga keuangan 

internasional disusun berdasarkan j adwal pembayaran voting shares 

pemerintah pada organisasij lembaga keuangan internasional . 

Dengan pembayaran yang telah terj adwal, dimungkinkan terj adi 

deviasi antara KPJM dengan usulan alokasi tahun direncanakan 

yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata 

uang fungsional organisasi / lem bag a keuangan in ternasional. 

Untuk pengeluaran yang hampir setiap tahun perlu dialokasikan 

untuk mendukung program prioritas Pemerintah seperti dana 

bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 

dan LPDB KUMKM, angka KJPM disusun dengan memperhitungkan 

kinerj a  penggunaan dana tahun sebelumnya, dan rencana 

penggunaan dana ke depan. 
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KPJM untuk Dana Bergulir dan DPPN disusun oleh KPA BUN dan 

Pengguna Dana dengan mempertimbangkan paling sedikit kinerj a  

historis, proyeksi penyaluran, dan ketersediaan kas . 

Untuk PMN kepada BUMN, KPJM-nya tidak selalu dapat dilakukan 

karena kebijakan pengalokasian PMN rata-rata bersifat ad hoc, 

diberikan dalam j angka waktu tertentu saj a. 

KPJM untuk Dana Kewajiban Penjaminan disusun dengan 

berpedoman pada proyeksi outstanding kewajiban pihak yang 

dij amin, tingkat probability rate of default, dan nilai tukar Rupiah 

terhadap USD . Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat 

mungkin muncul, mengingat adanya deviasi antara proyeksi dan 

realisasi outstanding, fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan 

perubahan probability rate of default. 

4 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinj aman (BA 999 . 04) 

Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian 

Pinj aman dilakukan berdasarkan naskah perJ anJlan mengena1 

Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh 

pihak-pihak terkait dan proyeksi pinjaman luar negeri yang akan 

diteruspinjamkan kepada BUMN/ Pemerintah Daerah. Besaran angka 

pemberian pinjaman per tahunnya didasarkan pada usulan dari 

BUMN/ Pemda sebagai user pemberian pinjaman, atau dari K/ L 

pengguna anggaran. 

5 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

(BA 999 . 05) 

KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (BA 999 .05) disusun dengan berdasarkan pada arah kebij akan 

j angka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM, 

Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta 

peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Formula 

perhitungan proyeksi transfer ke daerah telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah mengenai Dana Perimbangan. Dalam hal ini, 

besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnya 

tergantung kepada kapasitas fiskal . Misalnya, besaran DAU dan DBH 

sangat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu, 

proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi 

makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah 
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terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia 

di pasar in ternasional . 

6 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999 .07) 

Sarna halnya dengan transfer ke daerah dan dana desa, arah 

kebij akan subsidi dalam j angka menengah juga tercantum dalam 

RPJMN. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusunlah KPJM Bagian 

Anggaran Pengelolaan Belanj a  Subsidi (BA 999 . 07) . Formula yang 

digunakan untuk memproyeksi KPJM belanj a  subsidi berbeda-beda, 

tergantung rada komponen masing-masing. Perhitungan subsidi 

BBM didasarkan pada besaran subsidi yang ditetapkan, asumsi nilai 

tukar, dan harga minyak. Selain itu, perhitungan subsidi BBM juga 

dipengaruhi cleh volume BBM, dan LPG tabung 3 Kg. 

Kebijakan subsidi dalam RPJM tersebut terus dilakukan 

pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan 

kebij akan pemerintah yang akan dilakukan ke depan . 

Dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan subsidi dituangkan 

antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai subsidi 

energi dan subsidi non energi . 

7 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08) 

Bagian Anggc.ran Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08) sebagian 

besar merupakan cadangan, seperti antara lain cadangan beras 

pemerintah, cadangan benih nasional, cadangan risiko kenaikan 

tanah, cadangan belanj a  pegawai, dana operasional bagi lembaga 

yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan lainnya. 

Untuk anggaran yang bersifat cadangan, yang pada dasarnya besar 

merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam 

praktek yang berlaku selama ini, penyusunan KPJM untuk dana 

cadangan dilakukan oleh unit penyusun proyeksi postur APBN 

j angka menengah. 

8 .  Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999 .99)  

Bagian Anggaran Pengelolan Transaksi Khusus (BA 999 . 99) meliputi 

antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pensiun, j aminan 

pemerintah, J am1nan kecelakaan kerj a, jaminan kematian, dan 

belanj a  yang terkait dengan pengelolaan kas negara, dukungan 

Pemerintah L:ntuk viability gap fund, pengeluaran untuk kerj a  sama 

internasional , dan penerimaan migas . Untuk sebagian transaksi 

khusus,  seperti pembayaran manfaat pensiun dan juga pengeluaran 
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untuk kerj a  sama internasional dapat dibuatkan KPJM-nya. Proyeksi 

KPJM pengelolaan pembayaran manfaat pensiun disusun dengan 

memperhatikan jumlah pensiunan. Kebijakan mengenai hal ini 

dilakukan di Badan Kepegawaian Negara dan PT Taspen. Sementara 

itu, terkait :iengan kerja  sama internasional, pengalokasiannya 

didasarkan pada tagihan untuk tahun tertentu dari lembaga 

internasional, dan usulan untuk proyeksi tagihan ke depan . Besaran 

kontribusi sosial ini sangat dipengaruhi oleh asumsi valuta asing 

yang digunakan. 

C .  ILUSTRASI PERHITUNGAN KPJM BA BUN 

Pada bagian ini diilustrasikan cara perhitungan KPJM untuk 

kegiatan pemberian subsidi energi . Misalkan, dalam rangka mewujudkan 

prioritas pembangunan nasional terkait kedaulatan energi, salah satu 

program prioritas Pemerintah adalah peningkatan aksesibilitas energi 

melalui kegiatan :r:rioritas konversi BBM ke BBG untuk rumah tangga dan 

transportasi .  Salah satu sasaran kegiatan tersebut adalah terdistribusinya 

paket LPG 3 Kg kepada 26 (dua puluh enam) juta rumah tangga miskin . 

Perkiraan subsidi LPG 3 Kg tahun 20 1 7  sebesar Rp 4 . 1 00 / Kg dan inflasi 

3 , 5°/o (tiga koma jma persen) per tahun. Jumlah rumah tangga miskin 

sasaran diasumsikan turun sebesar 1 0°/o (sepuluh persen) setiap tahun. 

Reviu: 
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Deskripsi Kebij akan 

Peningkatan aksesibilitas 

energi melalui Konversi BBM 

ke BBG untuk rumah tangga 

dan transportasi 

Tahun 20 1 7  

Ya 

lsi Kebij akan - Pendistribusian LPG 3 Kg 

kepada rumah tangga 

Kegiatan 

Keluaran 

(Output) 

Kegiatan 

Sifat 

Keluaran 

(Output) 

Sifat 

Komponen 

Perlakuan 

Harga 

Perlakuan 

miskin sasaran 

Rmah tangga sasaran 

turun sebesar 1 0°/oj tahun 

Terdistribusinya LPG 3 Kg Ya 

kepada rumah tangga 

miskin sasaran 

Pendistribusian LPG 3 Kg Ya 

kepada 26 juta rumah 

tangga miskin sasaran 

Berlanjut Ya 

Berhenti 

Berlanjut Ya 

Berhenti 

Berlanjut (fixed price) Ya 

Berhenti (adjusted price) 

Volume tetap 

Volume Volume dapat disesuaikan Ya 

Total Alokasi Hitung total kebutuhan 

alokasi setelah disesuaikan 

Reviu 

Tidak 
Keterangan 

Otoritas 

implementasi 

kebij akan yang 

dituangkan 

dalam RKP 

Konsistensi 

dengan 

kebijakan 

pemerintah 

Relevansi 

dengan 

kegiatan 

Tidak Berhenti tidak 

perlu 

meneruskan 

rev1u 
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Estimasi Biaya: 

(dalam miliar rupiah) 

Pilih 

Harga 

Kebijakan 

Jumlah RT Budget PM 1 PM 2 Berlanjut 
Nama 

Komponen @3 kg xRp 

kebijakan 4 . 1 00 / kg 

sasaran 

26 juta 

( 1 0°/o / tahun) 

Komponen pendukung kebijakan 

(diuraikan sesuai dengan kebutuhan 

dalam rangka mengelola dan 

mengim plemen tasikan ke bij akan) 

Total biaya Keluaran (output) 

pemberian subsidi LPG 3 Kg 

20 1 7  20 1 8  20 1 9  a tau 

Berhenti 

3 1 9 . 80 287 .82 259 . 04 Berlanjut 

1 00 . 00 1 03 . 50 1 07 . 1 2  Berlanjut 

4 1 9 . 80 39 1 . 32 366 . 1 6  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 9 3 / PMK.02 / 20 1 7  

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

DAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

A. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana KeDa dan Anggaran Bendahara 

Umum Negara (RKA BUN) 

1 .  Persiapan Penyusunan RKA BUN 

a .  PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per Satker yang 

berfungsi se bagai batas tertinggi pagu Satker . 

b .  KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan 

sebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker) 

termasuk aplikasi RKA-K/ L DIPA. 

c .  l{PA BUN menyusun dokumen pendukung antara lain sebagai 

berikut: 

1 )  Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) untuk tiap 

keluaran (output) kegiatan; 

2)  Rincian Anggaran Biaya (RAB) , j ika ada; 

3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh 

Satker atau berasal dari executing agency, KPA BUN 

bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen 

pendukung dari Satker tersebut, antara lain meliputi : 

a) rencana bisnis dan anggaran serta data dukung teknis 

lainnya; dan 

b) data dukung teknis untuk masalah tertentu, antara 

lain peraturan perundang-undangan, 

Presiden/Wakil Presiden yang mendasari 

kegiatanj keluaran (output) atau dokumen 

lainnya. 

arahan 

adanya 

seJ enis 
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2 .  Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN 

a. Mekanisme Penyusunan KK Satker 

Penyusu:.1an rincian anggaran kegiatan yang direncanakan 

dituangkan dalam dokumen KK Satker dengan menggunakan 

aplikasi RKA-K/ L DIPA. Informasi yang dituangkan pada 

KK Satker merupakan informasi rincian anggaran untuk 

menghasilkan keluaran (output) sampai dengan tingkat detail 

biaya. 

Penyusunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah-langkah 

se bagai beriku t :  

1 )  Satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian dalam buku 

manual aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

3) setelah meyakini kebenaran semua 1s1an yang ada, 

kerr:udian mencetak KK Satker berkenaan; dan 

4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan 

penyusunan RKA BUN. 

b .  Mekanisme Penyusunan RKA BUN 

RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN 

yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk 

anggaran belanj a  maupun pembiayaan yang disusun oleh 

KPA BUN. 

Penyusunan RKA BUN menggunakan aplikasi RKA-K/ L DIPA, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1 )  Satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

2) meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang 

telah disusun; 

3) dalam hal RKA BUN telah sesuai dengan KK Satker dan 

dokumen pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak 

RKA BUN melalui aplikasi RKA-K/ L DIPA dengan 

menggunakan menu cetak RKA BUN; dan 

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B ,  C,  dan D) yang telah 

ditandatangani oleh KPA BUN bersamaan dengan KK Satker 

dan data dukung terkait kepada APIP K/ L untuk direviu. 
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3 .  Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN 

a. Mekanisme Penyesuaian KK Satker 

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ a tau Alokasi 

Anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, KPA BUN 

menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1 )  melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA untuk selanjutnya 

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 

2)  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai 

dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau 

Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh 

PPA BUN; 

3)  menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar dan 

menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada 

proposal yang telah disetujui dalam KK Satker; 

4) melengkapi data dukung sesuai dengan pemutakhiran Pagu 

Anggaran BUN danj atau Alokasi Anggaran BUN; dan 

5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai dasar 

penyesuaian RKA BUN . 

b .  Mekanisme Penyesuaian RKA BUN 

Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, KPA BUN 

menyesuaikan RKA BUN dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1 )  melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 

2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang 

telah dituangkan dalam KK Satker sesua1 dengan 

pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi 

Anggaran BUN; 

3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang 

telah disesuaikan; dan 

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C ,  dan D) yang 

telah disesuaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah 

disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K/ L 

untuk direviu. 
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1 .  Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran 

BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan 

oleh KPA BUN kepada APIP K/ L untuk direviu, dengan fokus reviu 

se bagai beriku t: 

a .  kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan 

perencanaan penganggaran yang berlaku; dan 

b .  kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar 

hukum penganggaran, TOR, RAB , dan/ atau dokumen pendukung 

lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal terdapat pemutakhiran Pagu Anggaran BUN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA 

BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan pemutakhiran rincian 

Pagu Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya, 

RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN disampaikan kepada 

PPA BUN. Pelaksanaan reviu RKA BUN berdasarkan pemutakhiran 

rincian Pagu Anggaran BUN akan dilakukan oleh APIP K/ L bersama­

sama dengan reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN. 

2 .  Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN 

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan 

RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan 

perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh 

PPA BUN . Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh 

KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN, terlebih dahulu 

disampaikan kepada APIP K/ L untuk direviu. Reviu RKA BUN 

oleh APIP K/ L difokuskan untuk meneliti perubahan sesuai Alokasi 

Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang 

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal dana BUN tersebut digeser ke sub BA BUN yang lain, 

pergeseran dana BUN tersebut tidak perlu direviu lagi oleh APIP K/ L. 

Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/ L selengkapnya 

tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini . 

Dalam hal reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN belum 

dilakukan oleh APIP K/ L sebelum Nota Keuangan disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan reviu RKA BUN akan 

dilakukan oleh APIP K/ L pada saat reviu RKA BUN berdasarkan 
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Alokasi Anggaran BUN secara menyeluruh untuk keseluruhan RKA 

BUN yang disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/ L. 

C .  Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN 

RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut 

unit organisasi, fungsi, dan program. 

1 .  Mekanisme Penyusunan RDP BUN 

Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyusunan 

RDP BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a .  menghimpunj mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta 

dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/ L sesuai 

dengan BA BUN yang dikelolanya; 

b .  me- restore ADK yang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi 

RKA-K/ L DIPA; 

c .  menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang 

dikelolanya; 

d .  meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN 

meliputi : 

1 )  total Pagu Anggaran BUN; 

2) sumber dana; dan 

3) sasaran kinerja; 

e .  apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN 

melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan 

perbaikan RKA BUN; 

f. menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai 

sasaran strategis pada bagian J formulir I ,  antara lain berupa: 

1 )  strategi dan kebij akan terkait dengan sasaran strategis; dan 

2) ura1an deskripsi masing-masing program dan unit 

organisasi penanggung j awab; 

g .  dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran BUN, 

PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/ L 

DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP BUN; dan 

h .  menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani 

oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada 

Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. 
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2 .  Mekanisme Penyesuaian RDP BUN 

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ a tau Alokasi 

Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN 

menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikut: 

a. menyampaikan rincian pemutakhiran Pagu Anggaran BUN 

dan/ a tau Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN 

sebagai dasar penyesuaian RKA BUN; 

b .  menghimpun/ mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN berikut 

ADK yang telah disesuaikan oleh KPA BUN dan direviu oleh APIP 

K/ L dalam lingkup BA BUN berkenaan; 

c .  menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang 

dikelolanya; 

d .  meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan pemutakhiran Pagu 

Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN yang meliputi : 

1 )  total pemutakhiran Pagu Anggaran BUN danj atau Alokasi 

Anggaran BUN; 

2)  sumber dana; dan 

3) sasaran kinerj a; 

e .  apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan 

pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran 

BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN 

melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan 

perbaikan; 

f. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan pemutakhiran Pagu 

Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN, PPA BUN dapat 

mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/ L DIPA dengan 

menggunakan menu cetak; dan 

g. menyampaikan RDP BUN yang telah disesuaikan dan 

ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen 

terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan 

penelaahan: 

D .  Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN 

1 .  Dalam hal terdapat kegiatanj keluaran (output) baru berdasarkan 

kebij akan Pemerintah danj atau hasil pembahasan dengan Komisi 

terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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a.  mengusulkan rumusan kegiatanj keluaran (output) sebagai hasil 

kesepakatan pembahasan dengc;tn komisi terkait di DPR kepada 

Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

b .  berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatanj keluaran (output) 

yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA BUN 

menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan 

KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN; 

2 .  Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas 

waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN 

berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan 

RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah 

disusun; 

3 .  Untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) , 

RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya 

Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun 

anggaran berj alan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. menteri/ pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan 

dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  Lainnya 

(BA 999 . 08) beserta dokumen pendukung kepada 

Menteri Keuangan selaku PA BUN . Usulan permintaan dana 

beserta dokumen pendukung harus terlebih dahulu 

disampaikan kepada APIP K/ L untuk direviu; 

b .  Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN 

Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) menindaklanjuti 

us ulan men teri / pimpinan lembaga sesua1 disposisi 

Menteri Keuangan selaku PA BUN; 

c. dalam hal usulan menteri/ pimpinan lembaga dapat 

dipertimbangkan untuk didanai dari Bagian Anggaran 

Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08) , PPA BUN Pengelolaan 

Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08) melakukan penilaian usulan 

menteri/ pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TOR dan RAB 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara 

(fiscal space) ; 

d .  ketentuan lebih lanjut mengena1 penyelesaian us ulan 

permintaan dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 73 -

Lainnya (BA 999 . 08) dilaksanakan sesua1 ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan 

anggaran BA BUN Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08) . 

Format Formulir RDP BUN LAMPI RAN III - 1  

R E N CANA DANA P E N G ELUARAN 

B E N DAHARA U M U M  N E GARA 

FORMULIR 1 :  

I N DIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 
T AHUN ANGGARAN 20XX 

A. BAGIAN ANGGARAN 

B. VIS I 

C. M I S I  

D .  SASARAN STRATEGIS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan) 

1 .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

} (Berisikan Sa saran-sa saran Strategis Kementerian 
Keuangan) 

E. FUNGS I 1 .  
2. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } (Berisikan Fungsi - Fungsi yang dijalankan Kementerian 
Keuangan) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

F. P R I O RITAS NAS IONAL 1 .  
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

} (Berisikan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan) 

G. R I N C IAN SASARAN STRATEGIS 

KODE 

(1 ) 

SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ I N I S IATI F  

BARU 

I I .  PROGRAM/ ESELON 1/ HAS IL/I N D I KATOR KINERJA 

UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ I N I S IATIF BARU 

(2) 
Sasaran Strategis 1 . . . . . .  (Berisikan Uraian Sa saran Strategis 1 

_ ���Iff!� �-e!l�!r_a_ f51_L) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Jumlah Angka Dasar 

J umlah l nisiatif Baru 

Program .... (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Unit) 

Hasil  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 

lndikator Kinerja Utama Program 

1 ·  · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·  } (Berisikan /KU Program) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

TA 

20XX- 1 

(3) 
9.999.999 

9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Angka Dasar 

l nisiatif Baru 

Dst... 

Sasaran Strategis 2 . . . . . .  (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 
_ ���Iff!� �-e!l�!r_a_ f51_L) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Jumlah Angka Dasar 

Jumlah l nisiatif Baru 

Program .... (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Unit) 

Hasil  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 

lndikator Kinerja Utama Program 

1 ·  ·· · · · ·  · · · ·  · · · · · ·  · · · · ·  · ·  · · } 
(Berisikan IKU Program) 

_ �� _ _  :·�·:·�·�·�·:·:·: ·: ·: ·: ·: .! _d_s� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Angka Dasar 

lnisiatif B aru 

Dst.. 

Total Angka Dasar 

Total l nisiatif Baru 

T O T A L  

9.999.999 
- - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

ALOKASI ANGGARAN 

(R IBUAN R U P IAH) 

TA 

20XX 

(4) 
9 .999.999 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 
9.999. 999 

9.999.999 

9 .999.999 
9.999. 999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

TA 

20XX+1 

(5) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

TA 

20XX+2 

(6) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

TA 

20XX+3 

(7) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9 .999.999 
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H .  ALOKASI AN GGARAN FUNGSI  

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN R U PIAH) 

KODE F U N GSI/ P ROGRAM TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX +1 20XX+2 20XX+3 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Fungsl 1 . . . .  (Berisfkan urafan Fungsi 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Program ... (Berisfkan nama Program yang mendukung Fungsf 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
1) ! Alokast oaou oroaram untuk F.unasf 1 l 
dst 

Fungsl 2 . . . .  (Berisikan urafan Fungsi 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Program . . . . (Beristkan nama Program yang mendukung Fungsf 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
2) I A!otmst oaau orooram untuk f(lnqsi 2 I - . ·r dst 

dst 

I. ALOKASI A N GGARAN PRIORITAS NASIONAL 

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN R U PIAH) 

KODE P RIORITAS N AS I ON AU PROGRAM TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX +1 20XX+2 20XX +3 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7} 
Prioritas Nasional 1 .. . . .. (Berisikan Prioritas Nasionat 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Program . . . . . . . .  (Berfsikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Prioritas Nasionaf 1) I Atoka sf oaw orootam u_ntuk E!ff�?..§.l'l.?.§[onal J _____ j 
dst 

Prioritas N asional 2. .. . . .  (Berisikan Prioritas Nasionaf 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Program . . . . . . . .  (Berislkan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Prioritas Naslonal 2) I AfOI'\8Si pa_q�_e[Qrram unWk PriorHas Nasion a! 2 _ __j 
dst 

---�r---

dst 

J.  STRATEGI PEN CAPAJAN SASARAN STRATEGIS: 

Diuraikan langkah-langl<ah ya ng ditempuh untul< m encapai sasaran strategis, dimulai dan : 

(1 ) Strategi dan l<ebijakan �rl<ait dengan sasaran strategis; 

(2) U raian deskriptif m aslng-m aslng program dan U nit O rganisasi Penanggungjawab. 

K. R I N CIAN R EN CAN A P E N DAPATAN: 

KO DE P ROGRAM U RAJAN PENDAPATAN TA 

20XX-1 

(1 ) (2) (3) {4) 
P rogram 1 H ibah 9.999.999 

Perpajal<an 9.999.999 
dst PN B P  

Pem blayaan 

P rogram 2 H ibah 9.999.999 
Perpajakan 9.999.999 

dst PN B P  

Pem biayaan 

TOTAL a. H ibah 9.999.999 
b. Perpajal<an 9.999.999 
c. PN B P  

d .  Pem biayaan 

P E N J E LASA N :  

Dilsi peJi elasa n perubahan target T A  20XX dibandingl<an dengan target T A 20XX -1 

Lokasi, Tanggal 

(RI B UAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 

20XX 20X X+ 1  20XX+2 20XX+3 

(4) (5) (6) (7)) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Pemimpin PPA BUN BA . . . .  (Berisfkan Nomenl<iatur BA BUN 

N am a  Direktu r JenderaVKepala Badan 

N IP 

www.jdih.kemenkeu.go.id



; 

A. 

RENCANA DANA PENGELUARAN 
BEN DA HARA U M UM N EGARA 

- 75 -

FORM U L IR 2: 
ALO KASI AN GGARAN BEN DAHARA U MU M  N EGARA 

TAH U N  AN GGARAN 20XX 

BAGIAN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya) 

B. U NIT ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .  (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna lvlggaran BUN) 

C. M I S  I U N IT ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .  (Berisikan uraian Misi l.klit Pembmtu Pengguna Anggaran BUN) 

D. SASARAN STRATEGIS . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . .  (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) 

E .  PROORAM . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. . .  (Berisikan uraian Nama Frog ram beserta kodenya) 

F .  HASIL . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 

G .  I NDIKATOR KINERJA UTAMA PROORAM 1 .  . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . } (Berisfan /KU Frogram Unit Pembanlu Pengguna Anggcran 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

H. RJN OAN PROORAM : 

I. KEGIATAN I (ESELON 11/SATKERY FUNGSI! 
SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS 

KODE 
I I .  OUTPUT 0/CX-SAT)I INDIKATOR KIN ERJA 

KEGIATAN/ ANGKA DASARI INISIATIF BARU 

(1 ) (2) 

Kegiatan . . . . . . . . . (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 

Eselon I ll Satker 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Eselon II) 

Funqsi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian FungSI) 

Sub Fungsi 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (Berisikan uraian Sub Fungsi) 

Prioritas N asional 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Priori las) 

EQ�Y� EdQ[iti.'l� 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Fokus Prioritas) 

-�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OutpulL . .  (Berisikan uraianjenis Output 1) 

_<Y?���-���u_
a

_
n

_ �-lf!�9- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Output2. . . . (Berisikan uraian jenis Output 2) 

_<Y?���-���u_::n_ �!�'!9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

dst 

loc;!i�iiltQ[ tSio�di.'l !5:egli.'!ti.'lo 

1 .  . .. ... .. . . . . . � .. .. .. .. .. .. ... .. .. } (Berisikan indikator-indikator 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst �nerja Kegiatan) 

Angka Dasar 
lnisatif Baru 

Dst... .  

T O T A L 

Total Angka Oasar 

Total lni siatif Baru 

I .  ALOKASI ANGGARAN FUNGSI 

KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI 

( 1 ) (2) 

Fungsi 1 ... ( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1 ) 

Sub Fungsi1 . . . . (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 

Sub Fungsi2 .. .. (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 

Dst.. . .  

TA 
20XX-1 

(3) 

9.999.999 

- - - - - - - - - - -
9.999.999 

- - - _(_�� �!·! 
9.999.999 

- - - _(_���!·! 

9.999.999 

TA 
20XX-1 

(3) 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

BUN} 

ALOKASI ANGGARAN 

(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 
20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(4) (5) (6) (/) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

- - - _(_�� ��·� - - - 5 �-9-�t)_ - - - � ��-�t)_ - - __(_�� ��-� 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

- - - -'-�� ��l - - _ 5 �-9-��t - - - � ��-�t)_ - - - _(_�� :>':�·l 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

ALOKASI ANG GARAN (RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 
20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(4) (5) (6) (/) 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f) www.jdih.kemenkeu.go.id



- 76 -

J ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIOOAL 

KOOE PRIORITAS NASIOOAU FOKUS PRIORITAS AlOKl\SI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(1 ) (2) (3) (4) (5) {6) (7) 
Prioritas N asional 1 . . . .  ( Berisikan uraian Prioritas Nas. 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

Fokus Prioritas. . . . (Berisikan utaian Fokus Prioritas 1) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

Fokus Prioritas . . . . (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

Dst . . .  
K BIA YA PROGRAM 

BIAYA M ENURUT KELCMPOK BIAYA, 
(RIBUAN RUPIAH)  

TA TA TA TA TA 
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(1 } (2) (3) (4) (5) (6} 

1 .  KELOM POK BIAYA 
a. Operasional 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

b. N on q>erasional 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

2.. JEN!S BELANJA 
('lanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirind per jenis belanja) 

a .  Belanja Pegawai 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 99 

b. Belanja Barang 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

c. Belanja Modal 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

e. Belanja SUbsidi 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Belanja Hibah 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

g. Belanja Bantuan Sosial 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

h. Belanja Lain-Lain 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

�·. SUM8ER DANA 

a. Rupiah M umi (RM) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

b. Rupiah Mumi PerdafllJing (RMP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

d. Badan Layanan Umum (BLU) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

e. Pinjcman Luar Negeri (PlN) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

g. Pinjanan Dalam Negeri (PDN) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

h. Hibah Oalam Negeri (HDN) 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 

L. STRATEGI PENC'APAIAN HASIL: 

Oiuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dinl.llai dari: 

\1)  Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I); 

C2) uraian 1 deskripsi masing-masing kegiatan; 

(3) Juniah Satker Pelaksana Kegiatan; 

(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. 

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : 

(RIBUAN RUPIAH) 

KOOE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7)) (8) 
Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9 . 9 99.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 a. Perpajakan 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

b. PNBP 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

dst . . . . . . . . 

a. Perpajakan 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 99.999 9.999.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  
TOTAL 

b. PNBP 9 . 9 9 9 . 9 99  9 . 9 99.999 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

PENJELASA.N :Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibanding<an dengan target TA 20XX�1 

Pem impi'l PPA BUN BA . . .  (Berisikan NJmenkiatur BA BUN) 

Nama Direktu r JenderaVKepala Badan 

N IP 
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F ORMU LI R  3: 

RINCIAN B IAYA ALO KAS I ANGGARAN BEN DAHARA U MU M  N EGARA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. BAGIAN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomeni<Jatur B4 BUN beserta kodenya) 

B .  U NIT ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembartu Pengguna Anggaran BUN) 

C. MIS I UNIT ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (Berisikan uraian Misi t..klit Pembantu Pengguna Anggaran BUN} 

D .  SAsa.RAN STRA TEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) 

E .  PROGRAM . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Frogram beserta kodenya) 

F .  HASIL . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian HasiQ 

G .  INDIKA TOR KINERJA UTAMA PROORAM 1 .  . . . . .  � ·  . . . . ..... . . . . . .. . . . .  } (Beriskm /KU Program Unit Pembantu Penmuns ,Anggsrsn 
2. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ' dst BUN) 

A. RINCIAN BIAYA PROORAM : 

I. KEGIATAN/ OUTPUT Ala<ASI AN GGARAN (RIBUAN RUPIAH ) 

KODE I I .  RINCIAN BIAYA M ENURUT TA 20XX-1 TA 20XX 

KELOM POK BIAYA, JENIS BELANJA VOLUME VOLU M E  ANGKA. IN ISIATIF 
JUMLAH DAN SUMBER DANA SATUAN 

JUMLAH 
sa.TUAN DASAR BARU 

(1} (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Kegiatan . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan) 

OUTPUT 

OutputL .. (Berisikan uraian jenis Output 1) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.9 99.999 

Output2 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 2) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output3 .... (Berisikan uraian jenis Output 3) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

dst 

RINOAN BIAYA KEGIATAN M ENU RUT :  

1 .  KELOvi POK SlAY A 

a. Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. JENIS BELANJA 

(hanya diisijika alokasi yang tersedia dapat 
dirind per jenis belanja) 

a. Belanja Pegawai: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Belanja Barang: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c. Belanja M odal: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Utang: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. Belanja Subsidi: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 f. Belanja Hibah: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g. Belanja Bantuan Sosial: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h. Belanja Lain-Lain: 

3. SU M6ER PANA 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

a. Rupiah M umi (RM } 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Rupiah Mumi Pendan1)ing (RMP) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

C. Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 

Dst .. .  
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JUMLAH BIA Y A PROGRAM M EN URUT : 

1 .  KELOMPOK BIAYA 

a. Operasional 

b. Non Operasional 

2. JENIS BELANJA 
(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirind per jeni� 
befanja) 

a. Belanja Pegawai: 

b. Belanja Barang: 

c. Belanja Modal: 

d. Belanja Perrbayaran Kewajiban Utang: 

e. Belanja Subsidi: 

f. Belanja Hibah: 

g. Belanja Bantu an Sosial: 

h. Belanja lain-Lain: 

3. SUM BER DANA 

a. Rupiah M umi (RM} 

b. Rupiah M umi Pendamping (RMP) 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PN BP) 

d. Badan Layanan Um.�m (BLU} 

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 

f. Hi bah Luar Negeri (HLN) 

g. Pinjaman Dalam Negeri (PON) 

h. Hi bah Dalam Negeri (HON) 

A OPERASIONAUSASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTA TION): 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

Diuraikan langka�angkah yang ditefll)uh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai d an: 

( 1 } ldentifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana ke�a) dan pengharrbat Qingkunganllrultur ke�a}; 

(2) ldentifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan ;  

(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (nisalnya melalui stadarisasi kegiatanlbiaya, evaluasi dan rmnitoring); 

(4} Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. 

B. RINCIAN RENCANA PEN DA PATAN 

SUMBER 
KOOE KEGIATAN 

(RIBUAN RUPIAH) 

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

9 . 9 9 9 . 9 9 9  

PENDAPATAN TA 20XX-1 TA 20XX 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) 
0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

b. PNBP : 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

1 .  Umum 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

2. Fungsional 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

0000 Kegiatan 2 a. Perpajakan 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

b. PNBP : 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

1 .  Umum 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

2. Fungsional 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

dst . . . . . . . .  

a .  Perpajakan: 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

TOTAL b. PNBP: 9.999. 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

1 .  Umum 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  

2. Fungsional 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20xx 

LAMPIRAN III-2 

BAGIAN A 

BAGIAN ANGGARAN 

PPA BUN 

(xxx) 
(xxx.xx) 
(xx) 

(Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga be se rta kodenya) 

(Berisikan nomenklatur PPA BUN beserta kodenya) 

KPA BUN / SATUAN KERJA : (Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja beserta kodenya) 

(Berisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodenya) 

(Berisikan lokasi Satuan Kerja berada be serta kodenya) 

PRO PINS! 

LOKASI 

!WOE 

( 1) 
xxx.xx.xx 

xxxx 

xxxx.xxx 

xxxx.xxx 

xxxx 

xxxx.xxx 

xxxx.xxx 

(xx) 
(xx) 

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN / OUTPUT 

(2) 
Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 

Sasaran Program : 

. . .  ( Be risikan uraian Sasaran Program) 

Indikator Kinerja Program : 

. . .  ( Berisikan uraian Indikator Kinerja Program) 

Kegiatan 1 . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

1 . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan) 

. . .  , dst. 

Output 1 . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

Indikator Output 
1 . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . . . .  ( Berisikan uraian Indikator Output Kegiatan) 

. . .  , dst. 

Output 2 . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

Indikator Output 
1 . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Indikator Output Kegiatan) 

. . .  , dst. 

Kegiatan 2 . . .  (Berisikan uraian nama Ke giatan) 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

1 . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . . . .  ( Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan) 

. . .  ,dst. 

Output 1 . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

Indikator Output 
1 · · · · · · · · · · · · · · ·  

2 · · · · · · · · · · · · · · ·  (Berisikan uraian lndikator Output Kegiatan) 

. . .  , dst. 

Output 2 . . . (Berisikan uraian Output Ke giatan) 

Indikator Output 
1 · · · · · · · · · · · · · · ·  

2 . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Indikator Output Ke giatan) 

. . .  , dst. 

Halaman· 

ALOI(ASI ANGGARAN T.A. 20xx 
VOLUME/ 

SATUAN 
BASELINE 

(3) (4) 
9 .999.999 

9 .999.999 

99 sat. 9.999.999 

99 sat. 

99 sat . 

99 sat. 9.999.999 

99 sat. 

99 sat. 

9 .999.999 

99 sat. 

99 sat . 

99 sat. 9.999.999 

99 sat. 

99 sat . 

99 sat. 9.999.999 

99 sat. 

99 sat. 

INISIATIF 

BARU 

(5) 
9 .999 .999 

9 .999 .999 

9 .999.999 

9 .999 .999 

9 .999 .999 

9 .999.999 

9 .999.999 

KPA BUN 

Nama 

NIP 

JUMLAH 

(6) 
9 .999.999 

9 .999.999 

9 .999.999 

9 .999 .999 

9 .999.999 

9 .999 .999 

9 .999.999 
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20xx 

BAGIAN B 

BAGIAN ANGGARAN 

PPA BUN 

(xxx) 
(xxx.xxi 
(xx) 

(Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga be se rta kodenya) 

(Berisikan nomenklatur PPA BUN be se rta kodenya) 

KPA BUN / SATUAN KERJA : (Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja beserta kodenya) 

(Berisikan propinsi Satuan Kerja berada be serta kodenya) 

(Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya) 
PRO PINS! 

LOIV\Sl 

IWDE 

( 1) 
xxx.xx.xx 

xxxx 

xxxx.xxx 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

xxxx.xxx 
XXX 

xxxx 

TOTAL 

RMP 

RMP 

PNBP 

BLU 

PLN 

H LN 

PDN 

H LN 

PBS 

(xx) 
(xx) 

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN 

(2) 
Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 

Sasaran Program : 

. . .  (Berisikan uraian Sasa:an Program) 

Indikator Kinerja Program : 

. . .  (Berisikan uraian lndikator Kinerja  Program) 

Kegiatan 1 . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

1 . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Indikator Kinerja  Kegiatan) 

. . .  , dst. 

Output 1 . . .  (Berisiimn uraian Output Kegiatan) 

Suboutput 1 . . .  (Berisikan uraian Suboutput) 
Komponen 1 . . .  (Berisikan uraian Komponen) 

Jumlah Komponen . . .  (UtamajPendukung) 

Komponen 2 . . .  (Berisikan uraian Komponen) 

. . .  ,dst. 

Suboutput 2 . . .  (Berisikan uraian Suboutput) 
. . .  , dst. 

Output 2 . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

Suboutput 1 . . .  (Berisikan uraian Suboutput) 
. . .  , dst. 

Kegiatan 2 . . . (Berisikan uraian nama Kegiatan) 

. . .  ,dst. 

20xx 20xx 
(TA 20xx- 1 )  

Halaman· 

ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx 

VOLUME/ INISIATIF 
BASELINE JUMLAH 

SATUAN BARU 

(3) (4) (5) (6) 
9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

99 sat. 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9 .999.999 9 .999.999 9.999.999 

9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

99 sat. 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

KPA BUN 

Nama 

NIP 

KP/ 

SD/ KD/ 

CP DK/ 

TP/ 

(7) (8) 
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20xx 

BAGIAN C 

BAGIAN ANGGARAN (xxx) 
PPA BUN (xxx.xx) 

. . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga reserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan nomenklatur PPA BUN reserta kodenya) 
KPA BUN / SATUAN KEK (xx) 
PROPINSI (xx) 

. . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja be serta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan propinsi Satuan Kerja be rada be se rta kodenya) 

LOKASI (xx) .. . .  .. . .  . .  . .  . .  . (Berisikan lokasi Satuan Kerja rerada be se rta kodenya) 

KODE PENDAPATAN 
( 1 )  (2) 

XXX. XX. XX Program . . .  (Berisikan uraian nama Program 

xxxx Kegiatan 

PERPAJAKAN 
Uraian akun pendapatan 
U raian akun pendapatan 

PNBP --

Umum 
Uraian akun pe ndapatan 
Uraian akun pendapatan 

Fungsional 
Uraian akun pendapatan 
Uraian akun pendapatan 

xxxx Kegiatan 

. . .  , dst. 

TOTAL 20xx 
PERPAJAKAN 
PNBP 

1. Umum 
2 .  Fungsional 

JUMLAH 20xx 

KPA BUN 

Nama 
NIP 

(3) 
9.999 .999 
9 .999.999 

9 . 999. 999 
9 .999 .999 
9 . 999 .999 

9 .999 .999 
9 .999 .999 
9 .999 .999 
9 .999 . 999 
9 . 999.999 
9 .999 .999 
9 .999.999 

9 . 999. 999 

Halaman: 

ALOKASI TA 20xx 
(4) 

9 . 999.999 
9 . 999.999 

9 . 999. 999 
9 . 999. 999 
9 . 999. 999 

9 . 999 .999 
9 . 999.999 
9 . 999.999 
9 . 999.999 
9 . 999.999 
9 . 999.999 
9 . 999 .999 

9 . 999.999 
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LAMPIRAN III-3 

KERTAS KERJA SATKER 
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

P PA BUN 

KPA BUN 

SATUAN KERJA 

(xxx) 

(xx) 

(xxxxxx) 

(xx) PROP INS I 

KAB UPATEN/KOTA (xx) 

P ROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ 

KODE S U B OUTPUTI KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ 

AKU N BELANJN DETIL BELANJA 

( 1 )  (2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

ALOKASI ANG GARAN TA 20XX 

SD/ 
VOLUME ANGKA INIS IATIF 

JUMLAH CP 
SATUAN DASAR BARU 

(3) (4) (5) (6) (7) 

KP/ 

KD/ 

DKI 

TP/ 

(8) 
xxx.xx.xx P rogram . . . (Berisikan uraian nama Program) 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 

l ndikator Kinerja Utama P rogram 

1 .  

2. 

xxxx Kegiatan 1 . . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 

l ndikator Kinerja Kegiatan 

1 .  

2. 

xxxx.xx Output 1 . (Berisikan uraian Komponen Keg.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX SubOutput 1 . . .  (berisikan uraian SubOutput) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Komponen 1 . . .  (berisikan uraian komponen) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J um lah Komponen . . .  (Utama/Pendukung) 

XX Subkomponen 1 (berisikan uraiansubkomponen) 

xxxxxx Uraian akun belanja 

Detil belanja 

xxxxxx Uraian akun belanja 

dst . . . . .  

XX Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 

Uraian akun belanja 

dst. . . . .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Komponen 2 . . .  (berisikan uraian komponen) 

dst.. . . . . . . .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX S ub Output 2 . . . .  (berisikan uraian SubOutput) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dst. . .  

xxxx.xx Output 2. (Berisikan uraian Output Keg.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xxx SubOutput 1 . . . .  (berisikan uraian SubOutput) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dst. . . .  

xxxx Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 

Dst . . . . 

PAGU T .A 20XX 

Angka Dasar l nisiatif Baru 

RM 

RMP 

PNBP 

BLU 

PLN 

H LN 

PDN 

H LN 

PBS 

TOTAL 

99 sat. 

99 sat. 

Jumlah 

9.999.999 

9.999 .999 
- - - - - - - - - - - -

9 .999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
9 .999.999 
9 .999.999 

9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

- - - - - - - - - - - -

9.999.999 

- - - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - -·- - -

9 .999.999 
9 .999.999 
9 .999.999 

9.999.999 9 .999.999 

9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9 .999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 9 .999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 .999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9 .999.999 9 .999.999 
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LAMPI RAN III -4 

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN TA 20XX 

PPA BUN 

KPA BUN 

Program 

Hasil (Outcome) 

Kegiatan 

Indikator Kinerj a  Kegiatan 

J enis Keluaran (Output) 

Volume Keluaran (Output) 

( 1 )  

( 2)  

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 

Satuan Ukur Keluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 
(Output) 

A. Latar Belakang 

1 .  Dasar Hukum ( 1 0) 

2 .  Gambaran Umum ( 1 1 )  

B .  Penerima Manfaat ( 1 2) 

C .  Strategi Pencapaian Keluaran 

1 .  Metode Pelaksanaan ( 1 3) 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ( 1 4) 

D .  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran ( 1 5) 

E .  Biaya Yang Diperlukan (1 6) 

Penanggung jawab Unit Perencana 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 8) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 84 -

P�TUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE: 

No Uraian 

( 1 ) Diisi nama unit selaku PPA BUN . 

(2 ) Diisi nama unit selaku KPA BUN. 

(3) Diisi nama program. 

(4) Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program. 

(5) Diisi nama Kegiatan . 

(6) Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. 

(7) Diisi nama/ nomenklatur keluaran (output) secara spesifik. 

(8) Diisi jumlah / banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan. 

(9)  Diisi uraian mengena1 satuan ukur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesua1 dengan 
karakteristiknya. 

( � 0 )  Diisi dengan dasar hukum tug as fungsi danj atau ketentuan yang 
terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 

( � 1 )  Diisi gam bar an umum mengena1 keluaran (output) kegiatan dan 
volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai . 

( � 2)  Diisi dengan pener1ma manfaat baik internal danj atau eksternal 
kementerian negaraj lembaga. 

( � 3) Diisi dengan cara pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual a tau 
swakelola. 

( : 4)  Diisi dengan komponenj tahapan yang digunakan dalam pencapaian 
keluaran kegiatan, termasuk j adwal waktu (time table) pelaksanaan dan 
keterangan sifat komponenj tahapan tersebut termasuk biaya utama 
atau biaya penunj ang. 

( � 5)  Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan. 

( � 6) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapa1an 
keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan 
RAB terlampir. 

( � 7) Diisi dengan nama penanggung j awab unit perencana. 

( :. 8)  Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana. 
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LAMPIRAN III-5 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA 

KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN TA 20XX 
PPA BUN 
KPA BUN 
Kegiatan 
Keluaran (Output) 
"'·./olun1e 
Satuan Ukur 
.AJokasi Dana 

Kode Uraian Subkeluaran 
{Sub-Outpu�/ Komponen/ 

Subkomponen/ detil 

1 2 

xxxx.xx:xx SubOutput 1 

_,"\::XX: Komponen 1 

A Sub komponen A 

- Detil belanja 1 

- Detil belanja 2 

1 - dst 

- dst 

8 Sub komponen 8 

- dst 

xxxx.xx:xx Sub0utput 2 

J\..XX Kornponen 1 

A Sub komponen A 

- Detil belanja 1 

- Det:il belanja 2 

- dst 

- dst 

8 Sub komponen 8 

- dst 

Keterangan: 

Volume 
Subkeluaran 

(Sub-Outpu� 

3 

99 

-

-

-

-

-

99 

-

-

-

-

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 2 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 7) 

J enis Komponen Rincian Perhitungan Harga 

Utania/Pendu1axng 
Satuan 

Jml 

4 5 6 

- - -

Utama - -

- -

- 99 sat. x 99 sat. x 99 999 
. . .. . 

- 99 sat. x 99 sat. x 99 999 
. . . .. 

- - -

- - -

Utarna - -

- - -

- 99 sat. x 99 sat. x 99 999 
. . . .. 

- 99 sat. x 99 sat. x 99 999 
.. .. . . 

- - -

JumJ.ah 

7 

999.999 

999.995i 

999. 99S 

999 .999 

999.999 

999.99S 

999.999 

999.99<; 

999.99S 

999 .999 

999 .999 

999.99S 

Penanggung jawab Unit Perencana 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
NW . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

Jumlah total alokasi anggaran keluaran (outpu� sruna dengan jun1lah keseluruhan 
alokasi anggaran keluaran ( outpu� yang dilaksanakan oleh selUTIIh satker, untuk 
keluaran ( outpu� yang sama. 
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 

No Uraian 

( 1 ) Diisi nama PPA BUN. 

(2)  Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung j awablpelaksana Kegiatan. 

(3)  Diisi nama Kegiatan. 

(4) Diisi namaluraian mengena1 identitas dari setiap keluaran (output) 

secara spesifik. 

(5) Diisi jumlahl banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan. 

(6) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka 

pengukuran kuantitas keluaran (output) sesua1 dengan 

karakteristiknya. 

(7) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapa1an 

keluaran (output) . 

(8)  Diisi dengan nama penanggung j awab unit perencana. 

(9)  Diisi dengan NIP penanggung j awab unit perencana. 

DATA DALAM TABEL 

Kolom 1 Kode Diisi kode subkeluaran (sub-output) , 

komponen, sub komponen. 

l(olom 2 Uraian Subkeluaran Diisi ura1an nama subkeluaran 

(Sub-Output) I (sub-output) , komponen, sub komponen, 

Komponenl akun dan detil belanja. 

Subkomponenl detil Keterangan: 

subkeluaran (sub-output) dan subkomponen 

bersifat opsional .  

Kolom 3 Volume Subkeluaran Diisi jumlahlbanyaknya kuantitas 

(Sub-Output) subkeluaran (sub-output) yang dihasilkan. 

Diisikan sebaris dengan uraian 

subkeluaran (sub-output) .  

Keterangan: 

jumlah total volume-volume subkeluaran 

(sub-output) harus sam a dengan jumlah 

volume keluaran (output) . 

:Kolom 4 Jenis Komponen Diisi utama atau pendukung. 

(U tam a I Pend ukung) Diisikan sebaris dengan uraian komponen, 

yang menyatakan bahwa komponen 

terse but sebagai komponen utama a tau 

komponen pendukung. 
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Kolom 5 Rincian Pe::hitungan Diisi formula perhitungan satuan-satuan 

pendanaan. 

Kolom 6 Harga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 

Diisikan se baris dengan ura1an de til 

Contoh: 

2 org x 2 hari x 2 frekuensi 

jumlah perhitungan tesebut diisikan pada 

sub kolom 5 Oumlah) sebesar 8 .  

Diisi nominal harga satuan yang 

berpedoman pada Standar Biaya Masukan. 

Diisikan sebaris dengan uraian detil belanj a. 

Keterangan: 

dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat 

dalam Standar Biaya Masukan dapat 

menggunakan data dukung lainnya yang 

dapat dipertanggungj awabkan. 

Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada 

tingkat detil belanj a, sub komponen, 

komponen, subkeluaran (sub-output) . 

Keterangan: 

jumlah total alokasi anggaran 

subkeluaran (sub-sub- output) harus 

dengan jumlah total anggaran 

keluaran (output) . 

sub-

sam a 

pad a 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 88 -

LAMPI RAN III -6 

,' KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DAFlAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

PPA BUN 

PROGRAM 

PAGU PROGRAM 

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

(Ribuan Rupiah) 
KPA EJJN TOT/>l PAGJ SUWEER D.ANA JLMlPH 

RM PNEPfiU AJNHiLN 
1 2 3 4 5 6 

XXX NPMA KPA BJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NM1A KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NM1A KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA BJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMAKPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NPMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMAKPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMA KPA BJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMA KPA BJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMA KPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX N/lMAKPA EJJN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

Direktur J enderalf Kepala Badan selaku 

Pemirnpin PPA BUN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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LAMPI RAN III -7 

: S- I / 20XX. (tanggal-bulan) 20XX. 
: Segera 
: Satu Berkas 

Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal : Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 

Yth Direktur Jenderal Anggaran 
C.l 

Jakarta 

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
. . . . .  / KMK. 02 / 20:xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan 
ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran/ Alokasi Anggaran/ Pagu APBN-P *) 
Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Bagian Anggaran . . . . . . . . . . . . . . (4) , dengan 
penj elasan sebagai berikut: 

1 .  RDP BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan 
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, 
dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum 
negara. 

2 .  RDP BUN beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun 
dengan lengkap dan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
Kementerian Negara/ Lembaga (APIP K/ L) ,  disimpan oleh Satuan Kerj a  dan 
Unit Eselon I ,  serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen 
penelaahan berupa: 
a.  RKA BUN; 
b. ADK RKA-K/ L DIPA; dan 
c .  Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN. 

Demikian kami sampaikan, atas kerj a  samanya diucapkan terima kasih . 

*) Coret yang tidak perlu 

Direktur Jenderal/ Kepala Badan 
yang ditunjuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

NIP / NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN RDP BUN 

NO 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

URAIAN 

Diisi logo Kernen terian Keuangan RI . 

Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN . 

Diisi alamat PPA BUN . 

Diisi nomenklatur BA BUN . 

Diisi nama Direktur Jenderal/ Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN 

di lingkungan Kementerian Keuangan . 

Diisi NIP / NRP Direktur Jenderal/ Kepala Badan selaku Pemimpin PPA 

BUN di lingkungan Kementerian Keuangan . 

. • .  '·!.·.· ... . ..-. � -:' :; 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 9 3  / PMK.02 / 20 1 7  

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

PEDOMAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA OLEH APARAT PENGAWASAN 

INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran 

BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN diserahkan kepada 

APIP K/ L untuk direviu. Pedoman reviu RKA BUN oleh Menteri Keuangan 

selaku BUN untuk memberikan panduan bagi APIP K/ L untuk melakukan 

reviu, sebagai berikut: 

1 .  Definisi Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN adalah penelaahan atas perencanaan penganggaran 

BUN oleh APIP K/ L untuk memberikan keyakinan terbatas (limited 

assurance) bahwa perencanaan penganggaran BUN telah disusun 

sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. 

Apabila RKA BUN dalam pelaksanaannya digeser ke subbagian 

anggaran yang lain, maka reviu RKA BUN hanya dilakukan pada 

penetapan awal atau dengan kata lain reviu hanya dilakukan sekali . 

2 .  Tujuan dan Sasaran Reviu RKA BUN 

Tujuan reviu RKA BUN adalah untuk memberikan keyakinan 

terbatas (limited assurance) mengenai keandalan dan keabsahan RKA 

BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada 

Menteri Keuangan selaku BUN, melalui verifikasi atas kelengkapan 

dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen pendukung, yang 

disusun oleh KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN untuk 

digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN yang akan 
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digunakan sebagai bahan penelaahan bersama antara PPA BUN 

dengan Direktorat J enderal Anggaran. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila perev1u menemukan 

kesalahan dalam penyusunan RKA BUN, maka pereviu 

bersama-sama dengan KPA BUN harus segera melakukan perbaikan 

atas kesalahan tersebut. 

Sasaran reviu RKA BUN oleh APIP K/ L adalah dokumen perencanaan 

keuangan berupa RKA BUN dan data pendukung yang telah disusun 

oleh KPA BUN berdasarkan RKP, Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi 

Anggaran BUN. 

Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya 

keterlibatan APIP K/ L dalam mereviu RKA BUN adalah untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan dan menj amin kepatuhan 

terhadap ketentuan penganggaran sebagai quality assurance atas 

anggaran BUN. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 

sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengUJlan 

atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengUJlan 

atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan 

prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. 

3 .  Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA BUN 

Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/ L adalah dokumen 

RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh 

KPA BUN kepada PPA BUN. 

Reviu RKA BUN hanya dilakukan terhadap rencana pengeluaran 

anggaran BUN (belanj a  non-K/ L, transfer ke daerah dan dana desa, 

dan pembiayaan dalam dan luar negeri) yang diajukan oleh KPA BUN. 

Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L dilaksanakan terhadap RKA BUN 

setelah ditetapkannya Pagu Anggaran BUN dan terhadap 

penyesuaian RKA BUN setelah Undang-Undang mengenai APBN 

ditetapkan atau Alokasi Anggaran BUN. Reviu APIP K/ L juga 

dilakukan terhadap RKA BUN APBN-Perubahan. 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/ L tidak 

menambah layer proses perencanaan dan penganggaran BA BUN . 

Untuk itu, reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel bersamaan 

dengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan oleh 
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KPA BUN kepada PPA BUN. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan 

reviu RKA BUN dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat 

keterbatasan waktu penyampaian RKA BUN dari KPA BUN kepada 

PPA BUN dan dari PPA BUN kepada Kementerian Keuangan c .q. 

Direktorat Jenderal Anggaran. 

APIP K/ L tidak mengambil alih tanggung j awab manajemen terhadap 

kebij akan yang ditetapkan dalam proses penganggaran dan 

kebenaran nilai anggaran yang diusulkan karena hal tersebut tetap 

menj adi tanggung jawab manajemen. 

4 .  Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA BUN 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan rev1u 

RKA BUN adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan 

pengelolaan Keuangan Negara, khususnya perencanaan dan 

penganggaran, antara lain meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

b .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

c .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

d .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

e.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4  tentang Desa; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian In tern Pemerin tah; 

g .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh 

Pemerintah; 

h .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerj a  dan Angaran Kementerian 

Negara/ Lembaga; 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 20 1 1  tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 

J . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 4 / PMK.OS / 20 1 3  tentang 

Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya; 
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k .  Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Organisasi dan Tata 

Kerj a  Kementerian Keuangan; 

1. Peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar 

hukum penyusunan RKA BUN untuk masing-masing 

BA BUN. 

5 .  Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN dilaksanakan oleh auditor APIP K/ L yang kompeten 

dan tergabung dalam Tim Reviu RKA BUN dari masing-masing APIP 

K/ L.  Tim Reviu RKA BUN harus obyektif dalam melaksanakan 

kegiatan reviu. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu 

RKA BUN melaksanakan rev1u dengan JUJUr dan tidak 

mengkompromikan kualitas RKA BUN yang direviu. Tim Reviu 

RKA BUN harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi 

yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau 

orang lain dalam mengambil keputusan .  

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rev1u atas RKA BUN, 

perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA BUN yang akan 

ditugaskan. Sesuai dengan tujuan . reviu RKA BUN, Tim Reviu 

RKA BUN secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai 

berikut: 

a.  memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b .  memahami tata cara penyusunan RKA BUN/ RDP BUN; 

c .  memahami bagan akun standar; 

d .  memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti; 

e .  menguasai teknik komunikasi; dan 

f. memiliki kemampuan analytical review. 

B .  Tata Cara Reviu RKA BUN 

Pedoman pelaksanaan rev1u RKA BUN ini dimaksudkan sebagai 

acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu 

RKA BUN . Pedoman pelaksanaan reviu RKA BUN ini menguraikan 

kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA BUN, 

termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA BUN yang berisi serangkaian 

langkahj program yang akan dilaksanakan oleh APIP K/ L dalam mereviu 

dokumen perencanaan penganggaran BUN. 
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Dalam melakukan reviu RKA BUN, terdapat 3 (tiga) tahapan rev1u, 

yaitu: 

a. tahap perencanaan; 

b .  tahap pelaksanaan; dan 

c .  tahap pelaporan. 

Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan 

menentukan objek reviu, membuat usulan penugasan rev1u, dan 

menyusun Program Kerj a  Reviu. 

Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan penelaahan dokumen 

perencanaan keuangan. 

Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil 

Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) . 

2 . Tahap Perencanaan Reviu RKA BUN 

a. Ruang Lingkup Reviu RKA BUN meliputi: 

1 )  kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN, 

Alokasi Anggaran BUN, dan Pagu APBN-Perubahan BUN; 

dan 

2) kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain 

dasar hukum penganggaran, TOR, RAB, danj atau dokumen 

pendukung lainnya yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b .  Persiapan Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L antara lain sebagai 

berikut: 

1 )  APIP K/ L mengumpulkan dan mempelajari instrumen 

kriteria yang akan digunakan dalam melakukan reviu 

RKA BUN antara lain dokumen RKP, kebijakan Pemerintah, 

peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan 

RKA BUN, serta peraturan terkait dengan tugas dan fungsi 

K/ L; 

2) APIP K/ L menyusun Program Kerj a  Reviu RKA BUN untuk 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat reviu 

RKA BUN. Program Kerj a  Reviu harus memperhatikan 

ruang lingkup reviu; 

3) APIP K/ L menyusun jadwal reviu RKA BUN; dan 
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4) APIP K/ L berkoordinasi dengan KPA BUN untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 

penyusunan RKA BUN. Melalui koordinasi tersebut 

diharapkan dapat dihasilkan pelaksanaan reviu yang 

efektif. 

3 .  Tahap Pelaksanaan Reviu RKA BUN 

a. APIP K/ L menerima dokumen-dokumen untuk direviu yang 

meliputi : 

1 )  dokumen penunjukan sebagai KPA BUN; 

2) surat pengantar yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

3)  RKA BUN; 

4) TOR/ RAB; 

5) Kertas Kerja RKA BUN; dan 

6) dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat 

di pertanggungj a wabkan. 

Dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung untuk 

masing-masing BA BUN berbeda substansinya sesuai dengan 

karakteristik masing-masing. Perbedaan terse but juga berkaitan 

dengan stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan 

BA BUN yang berbeda untuk masing-masing BA BUN, 

baik internal Kementerian Keuangan maupun eksternal 

Kementerian Keuangan, termasuk DPR. 

Tetapi secara umum, dokumen yang digunakan dalam proses 

perencanaan BA BUN adalah sebagai berikut: 

1 )  notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan 

anggaran masing-masing unit teknis terkait penyusunan 

awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN; 

2) surat pengaJuan rencana penggunaan dana yang 

dilampirkan dengan dasar perhitungan angka disampaikan 

oleh unit teknis kepada KPA BUN; 

3)  surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan 

lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN; 

4) hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana 

BUN; 

5) Indikasi Kebutuhan Dana BUN; 
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6) penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Surat Edaran 

Menteri Keuangan; 

7) RKA BUN dan kertas kerja perhitungan; 

8) Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri 

Keuangan; dan 

9) Hasil Rapat pembahasan RUU APBN dengan Badan 

Anggaran DPR. 

b .  Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN dilaksanakan sesuai dengan program kerj a  reviu 

RKA BUN yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. 

Pelaksanaan reviu RKA BUN dikoordinasikan dengan unit 

penyusun RKA BUN . Pengembangan prosedur reviu RKA BUN 

dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA BUN . Hasil pelaksanaan 

prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerj a  dan dilakukan 

reviu secara berjenj ang oleh Ketua Tim Reviu RKA BUN, 

Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu. 

Langkah minimal yang dapat dikembangkan dalam 

Program Kerja Reviu untuk masing-masing BA BUN adalah 

se bagai beriku t: 

1 )  Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu: 

a) dasar hukum BA BUN (disesuaikan dengan maslng­

masing BA BUN) ; 

b) dokumen perencanaan anggaran BA BUN (disesuaikan 

dengan masing-masing BA BUN) ; 

c) RKA BUN; 

d) kertas kerj a  perhitungan RKA BUN; 

e) dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan rev1u, antara lain KAK/ RAB yang 

ditandatangani oleh KPA BUN; 

f) RKA BUN setelah penyesuaianj pembahasan dengan 

DPR; 

g) kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan 

DPR tentang Undang-Undang mengenai APBN/APBN­

Perubahan berupa: 
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( 1 )  surat penyampa1an Informasi APBN/APBN­

Perubahan Hasil Sidang Paripurna DPR dari 

PPA BUN ke KPA BUN. 

(2) Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi 

Anggaran BA BUN. 

(3) Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu 

Anggaran BUN/APBN-Perubahan BUN dan 

kelengkapan data dukung RKA BUN. 

Tujuan: 

a) untuk menguji  kesesuaian total pagu dalam RKA BUN 

yang diajukan oleh KPA BUN dengan penetapan Pagu 

Anggaran BUN/ Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN­

Perubahan BUN; dan 

b) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN 

dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA 

BUN . 

Langkah kerja: 

a) pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau 

tidak melebihi Pagu Anggaran BUN/Alokasi Anggaran 

BUN/ Pagu APBN-Perubahan BUN yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

b) pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan 

alokasi anggaran per unit teknis,  hasil rapat 

pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK/ RAB , 

kertas kerj a  perhitungan dan data dukung lainnya 

yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai 

dengan dokumen pendukung; 

d) pastikan perhitungan dalam kertas kerja perhitungan 

RKA BUN telah sesuai dengan strategi pembiayaan 

tahunan dan strategi pengelolaan utang negara; 

e) pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format 

yang di ten tukan; dan 

f) tuangkan dalam kertas kerj a  dan buat kesimpulan. 
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2)  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran 

BUN/Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN-Perubahan BUN 

dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian . 

Tujuan: 

a) untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN 

Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Badan 

Anggaran DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan 

tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN­

Perubahan BUN; dan 

b) untuk menguji  kelengkapan data pendukung RKA BUN 

Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung 

dengan RKA BUN Penyesuaian . 

Langkah kerj a: 

a) pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN 

Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah 

mendapat persetujuan DPR dan dan Surat Edaran 

Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi 

Anggaran BUN; 

b) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung 

dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil 

rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, 

KAK/RAB, kertas kerj a  perhitungan dan data dukung 

lainnya yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

c) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN 

Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung; 

d) pastikan perhitungan dalam kertas kerj a  perhitungan 

RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan strategi 

pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang 

negara; 

e) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan 

dengan format yang ditentukan; dan 

f) tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat kesimpulan. 

3) Lakukan pengujlan atas kesesuaian total Pagu 

APBN-Perubahan BUN dan kelengkapan data dukung 

RKA BUN Penyesuaian. 
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Tujuan : 

a) untuk menguji  kesesuaian total pagu RKA BUN 

Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Badan 

Anggaran DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan 

tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN­

Perubahan BUN; dan 

b) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN 

Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung 

dengan RKA BUN Penyesuaian . 

Langkah kerj a: 

a) pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN 

Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah 

mendapat persetujuan DPR dan dan Surat Edaran 

Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi 

Anggaran BUN/ Pagu APBN-Perubahan; 

b) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung 

dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil 

rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, 

KAK/ RAB, kertas kerj a  perhitungan dan data dukung 

lainnya yang relevan 

di pertanggungj a wabkan; 

dan dapat 

c) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN 

Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung; 

d) pastikan perhitungan dalam kertas kerj a  perhitungan 

. RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan strategi 

pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang 

negara; 

e) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan 

dengan format yang ditentukan; dan 

f) tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat kesimpulan. 

4) Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA BUN 

Pelaporan hasil rev1u RKA BUN pada intinya 

mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, 

prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan yang ditemui, 

langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang 

telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau 
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tidak dilaksanakan. Pelaporan dituangkan dalam bentuk 

CHR dan LHR.  Tim Pereviu RKA BUN harus 

mendokumentasikan seluruh Kertas Kerj a  Reviu (KKR) 

dengan baik dan aman. 

Laporan Hasil Reviu RKA BUN ditandatangani oleh Pej abat 

APIP K/ L yang setingkat dengan KPA. Misalnya, j ika KPA 

adalah pej abat eselon II maka pej abat APIP K/ L yang 

menandatangani adalah pej abat eselon II APIP K/ L yang 

bertanggung jawab terhadap hasil reviu terse but. 

Laporan Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada KPA BUN 

dan dapat disampaikan kepada PPA BUN dan Direktorat 

Jenderal Anggaran selaku penelaah anggaran BUN sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses perencanaan anggaran 

BUN . 

Tindak lanjut hasil rev1u dilaksanakan oleh KPA BUN 

berupa penyusunan kembali RKA BUN beserta dokumen 

pendukungnya sesuai dengan hasil reviu atas RKA BUN . 
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C .  Format Surat Tugas RKA BUN 

LOGO (1) ���I�����.�.����<�������_-.-.-.-.-.\�) } 
Alarnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) 

SURAT TUGAS 

Nomor: ................................... (5) 

KOP Kementerian 

N egara/Lembaga 

Dalarn rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga ............................. (6) Tahun 
20:XX, ....................................... (7) menugaskan: 

No. Nama Per an 

1. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (8) 
NIP ................................. {9) 

Pengendali Mutu 

2. 
....................................... (10) 
NIP ................................. {11) 

Pengendali Teknis 

3. 
....................................... (12) 
NIP ................................. (13) 

Ketua Tim 

4. 
....................................... (14) 
NIP ................................. (15) 

Anggota Tim 

5. dst. Anggota Tim 
untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA 
BUN) Tahun Anggaran 20XX pada: 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (16); 

2 . ... . . . . . .... .. . .. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. ... (17). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama ..... (18) hari kerja mulai 
tanggal ..... (19) s.d . ..... (20) 20XX, di bawah tanggung jawab .......................... (21). 

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini 
menjadi be ban anggaran Inspektorat Jenderal/ APIP K/L. 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
secara tertulis. 

Tembusan: 

1. [ . . . . ] 
2. [dst.] 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal .......................... (22) 20XX 

Inspektur J enderal 

[ttd] 

........................................ (23) 

NIP .................................. (24) 
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K3:TERANGAN PENGISIAN SURAT TUGAS REVIU RKA BUN 

NO URAIAN 

1 .  Diisi logo K /  L. 

2. Diisi nomenklatur K/ L. 

3. Diisi nomenklatur APIP K/ L. 

4. Diisi alamat APIP K/ L. 

5. Diisi nomor surat tugas . 

6 .  Diisi nomenklatur K /  L. 

7. Diisi nomenklatur pej abat yang memberikan penugasan . 

8. Diisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu. 

9. Diisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu. 

1 0. Diisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis .  

1 1 . Diisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis . 

1 2 . Diisi nama pegawai yang berperan se bagai ketua tim. 

1 3. Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 

1 4. Diisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 

1 5. Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 

1 6 .  Diisi unit penyusu_n RKA BUN yang direviu. 

1 7. Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu . 

1 8. Diisi jumlah hari penugasan . 

1 9. Diisi tanggal mulai penugasan . 

2 0. Diisi tanggal akhir penugasan . 

Diisi 
2 1 . 

nomenklatur pej abat yang bertanggung j awab terhadap 

pen ugasan ter kai t. 

22.  Diisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan. 

23. Diisi nama pej abat yang memberikan penugasan. 

24. Diisi NIP pej abat yang memberikan penugasan . 
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D .  Format Catatan Hasil Reviu RKA BUN 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 ) 

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

CATATAN HASIL REVIU 

ATAS RKA BUN . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . .  (5) 

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

Uraian Catatan Hasil Reviu 

Disusun oleh / 

Tanggal 

Diteliti oleh/ 

Tanggal 

Disetujui oleh/ 

Tanggal 

. . . . . . . . . . . . .  (7) 

.............. (8) 

. . . . . . . . . . . . . .  (9 ) 

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal 

Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) Nomor . . . . . . . . . . . . . .  . 

(11) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) 20XX untuk melaksanakan rev1u atas RKA 

BUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) Kementerian Negara/ Lembaga 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) TA 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan 

hasil reviu sebagai berikut: 

1 .  Pagu Anggaran BUN TA 20XX pada KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) adalah 

sebesar RpXXX, terdiri atas : 

a. 

b. . . . . . . . . . . . .  ( 16) Uika ada rincian) 

c .  dst 

2. Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, KPA mengusulkan nilai anggaran 

sebesar RpXX, yang terdiri atas : 

a. 

b .  . .  . . . . . . . . . .  ( 17) Uika ada rincian) 

c .  dst 
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Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP K/ L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 8) 

dapat disampaikan 

1 .  Kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN (untuk reviu RKA 

BUN) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 9) 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, nilai anggaran yang diusulkan pada RKA BUN 

[telah sesuaij tidak sesuai] dengan Pagu Anggaran BUN . 

2 Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap RKA BUN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (20) 

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telahj belum) lengkap dan 

(telah/ belum) sesuai dengan RKA BUN. 

Koreksi/ Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 )  

Rekomendasi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 

Rencana Tindak Lanjut 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23) 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24) 20XX 

Kuasa Pengguna Anggaran Pengendali Teknis 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (27) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (26) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (28) 
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K�TERANGAN PENGISIAN CATATAN HASIL REVIU RKA BUN 

NO URAIAN 

1 .  Diisi nomenklatur K /  L. 

2 .  Diisi nomenklatur APIP. 

3 .  Diisi nama bagian anggaran BUN yang direviu . 

4 .  Diisi nomenklatur K/ L. 

5 .  Diisi nomenklatur K /  L. 

6 .  Diisi nomenklatur APIP.  

7 .  
Diisi nama singkat anggota tim yang menyusun CHR dan tanggal 

penyusunan . 

Diisi nama 
8 .  

singkat ketua tim yang meneliti CHR dan tang gal 

penelitian . 

Diisi nama 
9 .  

singkat pengendali teknis yang menyetujui CHR dan 

tanggal persetujuan . 

1 0 . Diisi nomenklatur K/ L. 

1 1 . Diisi nomor surat tugas . 

12 . Diisi tanggal surat tugas ditetapkan. 

1 3 .  Diisi nama anggaran BUN yang direviu . 

14 . Diisi nomenklatur K/ L. 

1 5 . Diisi nilai pagu dana pengeluaran . 

1 6 .  Diisi rincian belanj a  berdasarkan pagu dana pengeluaran . 

1 7 . Diisi rincian nilai anggaran yang diusulkan. 

18. Diisi nomenklatur K/ L. 

1 9 .  Diisi uraian tentang kesesuaian Pagu Anggaran BUN dengan RKA 

BUN. 

2 0 .  Diisi ura1an ten tang kelengkapan dan kesesuaian dokumen 

pendukung dengan RKA BUN . 

21. Diisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki a tau yang tidak 

disetujui. 

2 2 .  Diisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA BUN 

atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang 

telah dilakukan. 

23 .  Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPA terhadap 

rekomendasi yang diberikan . 

24 .  Diisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama. 
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2 5 .  Diisi nama KPA BUN yang direviu . 

26 .  Diisi N IP  KPA BUN yang direviu . 

27 .  Diisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan . 

2 8 .  Diisi N I P  Pengendali Teknis dalam penugasan . 

E .  Format Laporan Hasil Reviu RKA BUN 

LOGO APIP K/ L 

[NAMA K/ L] 

[NAMA APIP] 

LAPORAN HASIL REVIU 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

[ . . . . . . . . . . . . . . . .  NAMA K/ L] (1) 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR: LAP- . . . . .  j . . . . .  / 20 . . . . .  } 
(2) 

TANGGAL: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
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DAFTAR lSI 

Hal am an 

Ringkasan Eksekutif (paragraf .. . (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)) 
Dasar Hukum (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)) 
T-..1juan Reviu (paragraf ... (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)] 
Ruang Lingkup Reviu (paragraf .. . (3)- . . . (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . .. . . .... [ ... (5)] 
Metodologi Reviu (paragraf .. . (3)- . . .  (4)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  [ ... (5)] 
Gambaran Umum (paragraf ... (3)- . . .  (4)) . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)] 
Craian Hasil Reviu (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  [ ... (5)) 
Apresiasi (paragraf . . . (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)] 
Rencana Tindak Lanjut (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  [ ... (5)) 
Eal-hal Lain Yang Perlu Diungkapan (paragraf . . .  (3)- . .. (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ... (5)) 
Lamp iran (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ... (5)] 
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LAPORAN HASIL REVIU 

RKA BUN (nama bagian anggaran) 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

RlNGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 

1 .  Rencana Kerj a  dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) adalah 

(sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7) . 

Siklus penyusunan RKA BUN dimulai dengan penetapan arah kebij akan 

dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan 

menj adi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerj a  

Pemerintah (RKP) . Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan 

Pagu Anggaran BUN untuk dij adikan dasar penyusunan RKA BUN oleh 

PPA BUN dan KPA BUN . 

2 .  [Nama APIP K/ L] telah melakukan reviu RKA BUN [Nama bagian anggaran 

BUN] Tahun Anggaran 20XX dari tanggal . . . . .  s .d  . . . . .  20XX, dengan hasil 

sebagai berikut: 

:: :::: } (6) 

c. dst. 

3. Dari hasil rev1u tersebut, [nama unit penyusun RKA BUN] telah 

melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Reviu RKA BUN 

selama pelaksanaan reviu, yaitu: . . . . . . . .  [berisi perbaikan-perbaikan yang 

telah dilakukan atas hasil reviu RKA BUN] . 

4 .  Kepada [pimpinan unit penyusun RKA BUN] telah disarankan pula untuk 

melakukan perbaikan pada: . . . . .  [berisi perbaikan-perbaikan yang belum 

dilakukan atas hasil reviu RKA BUN] . 

C·ASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA BUN) 

5_ Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu RKA BUN oleh 

[Nama APIP K/ L] 

a .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . .  tentang Tata Cara 

Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara ; dan 
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c .  peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan rev1u RKA BUN oleh 

APIP K/ L. 

TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA BUN) 

6. Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengena1 

keandalan dan keabsahan RKA BUN sesua1 dengan ketentuan 

penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN . 

RTJANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA BUN) 

7 .  Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/ L adalah dokumen RKA BUN 

beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN 

kepada PPA BUN . 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana 

dalam audit, karena reviu tidak mencakup penguj ian atas pengendalian 

intern, penetapan risiko pengendalian, pengUJlan atas akurasi 

perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang 

dilaksanakan dalam suatu audit. 

rvrETODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan rev1u 

RKA BUN dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA BUN) 

8 .  Reviu RKA BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, sebagai 

berikut: 

a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung 

dengan RKA BUN; dan 

b .  wawancara dengan petugasj pej abat yang terkait proses penyusunan 

RKA BUN . 

9 .  Reviu RKA BUN dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan 

Pimpinan APIP K/ L) Nomor [ . . . .  (7) ]  tanggal [ . . . . (8) ) ,  dengan susunan tim 

sebagai berikut: 

Pengendali Mutu [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ) 

Pengendali Teknis [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ) 

Ketua Tim [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ) 

Anggota Tim 1 .  [ . . . . ] NIP [ . . . .  ) 

2 .  . .  dst 

GAMBARAN UMUM [antara lain berisi definisi belanj a  BA BUN yang direviu, 

a:-ah dan kebij akan penganggaran BA BUN yang direviu, serta proses 

penyusunan RKA BUN) 

1 ·) .  Belanj a  BA BUN adalah . . . . . . .  
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1 1 . Arah dan kebijakan penganggaran belanja BA BUN adalah : 

a . . . . .  

b . . . . .  

1 2 .  Proses penyusunan RKA BUN adalah sebagai berikut: 

a . . . . .  

b .. . . .  

U�IAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA BUN] 

1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  } 
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  � 
1 5 . dst. 

R�NCANA TINDAK LANJUT [Berisi penjelasan tindak lanjut yang sudah, 

sedang dan akan dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti 

rekomendasi berikut rencana tindak spesifik] 

1 6  . . . . .  . 

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN [Berisi informasi penting lainnya 

yang perlu mendapat perhatian pemimpin audit, Uika ada) ] 

A?RESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA BUN) 

17 . [Nama APIP K/ L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan 

kerj asama dari seluruh pej abatj pegawai pada [ . . . . .  ( 1 1 ) ] atas kesediaannya 

memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung 

terlaksananya kegiatan reviu RKA BUN [Nama BA BUN] Tahun Anggaran 

20XX .  

LAMPIRAN [Berisi tabel, gambar, foto ,  grafik, dan diagram yang mendukung isi 

laporan] 

1.3 .  Lampiran terdiri atas : 

a. 

b. 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

( 1 2) 

[Pej abat APIP K/ L] 

Nama [ . . . .  ( 1 3) ]  

NIP [ . . . .  ( 1 4) ]  
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KETERANGAN PENGISIAN LAPORAN HASIL REVIU RKA BUN 

NO 

1 .  

2. 

3 .  

4. 

5. 

6 .  

7 .  

8. 

9 .  

10. 

11. 

12. 

13 . 

14. 

URAIAN 

Diisi nama bagian anggaran yang direviu. 

Diisi nomor laporan dan tanggal laporan . 

Diisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR. 

Diisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.  

Diisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-

masing uraian LHR. 

Diisi kesimpulan atas hasil reviu RKA BUN . 

Diisi nomor Surat Tugas . 

Diisi tanggal Surat Tugas . 

Diisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA BUN . 

Diisi rincian atas hasil reviu RKA BUN . 

Diisi nama unit penyusun RKA BUN yang direviu . 

Diisi tanggal dan bulan selesainya LHR.  

Diisi nama Pejabat APIP K/ L yang bertanggung j awab atas hasil 

reviu RKA BUN .  

Diisi NIP Pejabat APIP K/ L yang bertangggung j awab atas hasil reviu 

RKA BUN . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u .b .  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 193/ PMK.02 / 20 1 7  

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR !SIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA 

Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen 

perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik 

yang berbentuk anggaran belanj a  maupun pembiayaan yang disusun oleh KPA 

BUN .  

Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa: 

1 .  rencana kinerj a  yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang 

tertuang dalam Rencana Kerj a  Pemerintah; 

2 .  untuk mencapai rencana kinerj a  tersebut, dialokasikan dana yang efisien 

dalam tataran perencanaan; dan 

3. pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan 

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerj a, dan kerangka 

pengeluaran j angka menengah. 

Dengan demikian, rencana kinerj a  yang tertuang dalam RDP BUN merupakan 

rencana kinerj a  PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai 

kebij akan pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien . 

Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan metode tatap muka 

yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan 

penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN) . 

A .  Persiapan Penelaahan RDP BUN 

Sebelum melakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan 

dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut: 

1 .  Persyaratan dalam penelaahan RDP BUN . 

Dalam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 
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a .  Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan, terlebih dahulu 

harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran; 

b .  dokumen penelaahan meliputi : 

1 )  surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur 

J enderal/ Kepala Bad an yang ditunjuk; 

2) RDP BUN yang telah diteliti ; 

3) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN; 

4) RKA BUN; dan 

5) ADK; 

c. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang 

terfokus pada: 

1 )  kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran 

BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

2)  kesesuaian an tara kegiatan, keluaran (output), dan 

anggaran; dan 

3) relevansi komponen/ tahapan dengan keluaran (output) ;  

d .  Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan 

hingga ke level detail atau item biaya. Penelaahan difokuskan 

pada kinerj a  yang akan dicapai, tetapi Direktorat Jenderal 

Anggaran diperkenankan melihat data dan informasi hingga level 

detail dan item. biaya sebagai bahan referensi, j ika dianggap 

perlu untuk alat analisis; dan 

e. apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN 

dalam forum penelaahan . 

2 .  Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RDP BUN beserta tugas 

dan perannya. 

a. Direktorat J enderal Anggaran 

Direktorat J enderal Anggaran se bagai koordinator dalam proses 

penelaahan memiliki tugas antara lain : 

1 )  menyusun j adwal penelaahan dan mengirimkan undangan 

penelaahan kepada PPA BUN; 

2)  mengunggah ADK untuk divalidasi (by system) ; 

3) dalam proses penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran 

meneliti : 

a) kelengkapan dokumen penelaahan; 

b) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu 

Anggaran BUN/ Pagu Anggaran BUN yang telah 
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dimutakhirkan/ Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN 

Perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c) kesesuaian an tara kegiatan, keluaran (output), dan 

anggaran; 

d) relevansi komponen/ tahapan dengan keluaran 

(output) ; dan 

e) prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan . 

b .  PPA BUN 

Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara lain : 

1 ) mengikuti j adwal penyusunan serta penelaahan yang 

disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran; 

2)  menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 

proses penelaahan; dan 

3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan . 

3 .  Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaahan RDP BUN . 

a .  Direktorat J enderal Anggaran 

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah harus 

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menj adi acuan 

ketika meneliti dokumen RDP BUN . 

Hal-hal yang harus disiapkan yaitu: 

1 ) Penetapan Menteri Keuangan mengena1 Pagu Anggaran 

BUN; 

2 )  Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara 

perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi, dan 

pengesahan DIPA BUN; 

3) RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN; 

4) hasil reviu angka dasar; dan 

5) peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian 

anggaran . 

b .  PPA BUN 

PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan 

Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 

1 ) sur at tugas penelaahan; 

2)  RDP BUN; 

3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/ L; 
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4) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN / Pagu Anggaran BUN 

yang telah dimutakhirkan/ Alokasi Anggaran BUN / Pagu 

APBN Perubahan per satker / eselon I; dan 

5) ADK. 

4 .  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RDP BUN. 

a .  Kelengkapan dokumen penelaahan 

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan 

tanggung j awab PPA BUN. 

b.  Validasi ADK RDP BUN 

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK 

yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian 

dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) . Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah SPAN, ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, 

dan paling lama 2 ( d ua) hari setelah i tu harus dis am paikan 

kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran . 

B .  Mekanisme Penelaahan RDP BUN 

1. Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran 

BUN/ pemutakhiran Pagu Anggaran BUN. 

a .  Pej abat dan petugas penelaah 

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN 

dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait. 

b. Proses penelaahan RDP BUN diawali dengan memeriksa 

kelengkapan administratif yang meliputi : 

1 )  legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN; 

2) surat pengantar penyampa1an RDP BUN yang 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal/ Kepala Badan 

selaku Pemimpin PPA BUN; 

3) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN; 

4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN; 

dan 

5) ADK. 

c .  Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti kriteria 

subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja 

yang direncanakan, yaitu : 

1 )  memeriksa formulir RDP BUN yang meliputi : 
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a) memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan/ 

kesepakatan dengan DPR Uika ada); 

b) meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu 

Anggaran BUN/ pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, 

meliputi: 

( 1 )  meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per 

program; dan 

(2) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana 

berdasarkan sumber pendanaannya; 

c) memeriksa pencantuman Prakiraan Maju untuk 

3 (tiga) tahun ke depan Uika ada); dan 

d) memeriksa ADK. 

2)  memeriksa RKA BUN yang meliputi : 

a) meneliti alokasi anggaran satker; dan 

b) meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis 

angka dasar dan/ atau inisiatif baru Uika ada) . 

d .  Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak 

mengakibatkan perubahan RDP BUN (sama dengan Pagu 

Anggaran BUN) , PPA BUN tidak perlu untuk menyampaikan 

kembali RDP BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran . 

Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP BUN 

berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN sebagai 

bahan rapat kerj a  pembahasan Rancangan Undang-Undang 

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara antara 

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  

2 .  Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran 

BUN . 

Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RDP 

BUN dengan alokasi anggaran masing-masing BA BUN . Proses 

penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut: 

a .  proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan 

dokumen RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu 

Anggaran BUN disertai dengan persetujuan DPR Uika ada); 

b .  dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami 

perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN (dalam hal 

besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah Pagu 

Anggaran BUN) / pemutakhiran Pagu Anggaran BUN (dalam hal 
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besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN merubah Pagu 

Anggaran BUN) ) ,  PPA BUN tidak perlu menyampaikan kembali 

kepada Direktorat Jenderal Anggaran RDP BUN dan dokumen 

pendukung. Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan 

RDP BUN berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN 

(dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak 

merubah Pagu Anggaran BUN) atau pemutakhiran Pagu 

Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran 

BUN merubah Pagu Anggaran BUN) sebagai dasar penetapan 

DHP RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran; 

c .  dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami 

perubahan baik penambahan maupun pengurangan, PPA BUN 

menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK 

untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian 

RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN; 

d .  berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud 

lebih besar dari Pagu Anggaran BUN/ pemutakhiran Pagu 

Anggaran BUN, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN 

yang telah direviu APIP K/ L dengan kesesuaian tambahan pagu 

yang difokuskan pada: 

1 )  penambahan j enis keluaran (output) ,  sehingga Jenls dan 

volumenya bertambah; dan 

2)  penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan 

keluaran (output) ;  

e .  dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu 

Anggaran BUN / pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, penelahaan 

dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan kesesuaian 

pengurangan pagu. 

3. Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN 

Perubahan. 

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN 

Perubahan mengikuti mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan 

Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2. 
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C .  Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN 

1 .  Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu 

Anggaran BUN adalah sebagai berikut: 

a. hasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil 

Penelaahan; 

b .  Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi 

seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: 

1 )  bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN, 

dan RUU mengenai APBN; dan 

2) dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN; 

c .  Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan RUU mengenai APBN 

dibahas dalam Sidang Kabinet. Hasil Sidang Kabinet tersebut 

disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR; 

d .  hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN 

dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan 

Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dan bersifat final; 

dan 

e .  berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh 

Menteri Keuangan kepada PPA BUN . 

2 .  Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi 

Anggaran BUN adalah sebagai berikut: 

a .  hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran BUN 

dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN 

tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan DHP RDP BUN; 

dan 

b .  PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan 

berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN . 

3. Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN 

Perubahan 

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN 

Perubahan mengikuti tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN 

berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada 

angka 2 .  
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D .  Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RDP BUN 

Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentu hingga ditetapkannya UU 

mengenai APBN j APBN Perubahan bel urn dapat ditetapkan, maka proses 

penetapan Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN Perubahan pada tahun 

anggaran berj alan untuk BA BUN tertentu, dapat dilakukan dengan 

mekanisme khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang­

undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing. Sebagai contoh, 

untuk Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 999 .08) yang 

alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU 

mengenai APBN dan/ a tau APBN Perubahan dapat dilakukan pada tahun 

anggaran berj alan, dengan mekanisme sebagai berikut: 

1 .  Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari 

menterij pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran 

selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian 

Anggaran 999 .08) untuk ditindaklanjuti; 

2 .  Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan 

Belanj a  Lainnya (Bagian Anggaran 999 .08) menindaklanjuti usulan 

menterij pimpinan lembaga sesua1 dengan disposisi Menteri 

Keuangan selaku PA BUN; 

3. dalam hal usulan dari menterij pimpinan lembaga dapat 

dipertimbangkan untuk dibebankan pada Bagian Anggaran 

Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 999 .08) , Direktorat 

Jenderal Anggaran selaku PPA BUN Pengelolaan Belanj a  Lainnya 

(Bagian Anggaran 999 .08) melakukan penelaahan usulan berkenaan 

dengan pihak pengusul; 

4 .  berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat J enderal 

Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan 

izin pembebanan ke Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  Lainnya 

(BA 999 .08) kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN; dan 

5. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat 

Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran 

Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 .08) melalui penerbitan 

DIPA atau SP-SABA 999 .08 sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999 .08 tersebut memperhatikan DHP 

RDP BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 .08) . 
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LAMPIRAN V -1 
Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN 

CATATAN HASIL PENELAAHAN 

RENCANA DANA PENGEWARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 20xx 

PPABUN : 

PROGRAM : 

SATUAN KERJA : 

ALOKASI ANGGARAN : 

HAL-HAL KHUSUS DAN/ ATAU PENDING: 

PENIIAIAN /PENDAPAT PE1UGAS: 

CATATAN HAIAMAN N: 

Anggaran yang diblokir 

Anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran 

PEJABAT / PE1UGAS PENELAAH: 

PPABUN 

NAMA JABATAN Tanda Tangan 

!.............................................. Kepala Seksi/Eselon N 1 .......................................... .. 

2.............................................. Kepala Sub DirektoratjEselon III 2 .......................................... .. 
3. ... . .. . .. ..... . .. . .. . .. ... ... ... ... .. ... . .. .. Direktur ..................... /Eselon II 3 ........................................... . 

DIREK1DRAT JENDERAL ANGGARAN 

NAMA JABATAN Tanda Tangan 

1.............................................. Kepala Seksi /Eselon N 1 .......................................... .. 

2. ............................................. Kepala Sub DirektoratjEselon III 2 .......................................... .. 

3. ... .................... ...... ................ Direktur Anggaran ill/Eselon II 3 .......................................... . . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 122-

�· KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
� DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

LAMPIRAN V-2 

DAFTAR HASIL PENEIAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN 
BENDAHARA UMUM NEGARA (DHP RDP BUN) 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
NOM OR : DHP- .x:xx.xx.xx-0 I AG I 20XX 

Berdasarkan hasil penelaahan RDP BUN TA 20XX sesuai Alokasi Anggara.n. BUN TA 
20XX, , dengan ini ditetapkan hasil penela.ahan a.lokasi anggaran untuk : 

PPA BUN 

PROGRAM 

PROPINSI 

SATIJAN KERJA 

ALOKASI ANGGARAN 

Aloka.si anggaran tersebut, dirinci xnenurut Program seba.gai berikut : 

RINCIAN SUMBER DANA PENGELUARAN 

RM : 

PNBPIBLU : 

PHLNIPDN : 

RINCIAN SUMBER DANA PENERIMAAN 

HIBAHIPEMBIAYAAN : 

PERPAJAKAN : 

PNBP : 

CATATAN HALAMAN IV : 

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 20XX sepenuhnya menja.di 
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. 

Kernen terian 

/. /) 
�,. 

�LB\BINTKRTO YUWONO ,/ 
tP� ·:Mo9121997031001 

Jakarta, 20XX 
A.N. MENTER! KEUANGAN 
DIREKTUR ANGGARAN III 

AAAAAAAAAAAAAAA 
NIP. 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

. ............ . • .; 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 193 / PMK.02 / 2017 

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR !SIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN 

DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran 

dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan 

anggaran . Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut 

sebagai Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen 

yang disusun oleh KPA berdasarkan: 

1 .  Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKA-K/ L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan 

belanj a  negara, atau 

2 .  DHP RDP BUN dan disahkan oleh Menteri Keuangan . 

DIPA BUN memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, 

dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau 

pej abat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran . 

DIPA BUN merupakan DIPA per Satker BA BUN yang dicetak secara 

otomatis melalui sistem, berisikan mengenai informasi kinerj a, rincian 

pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan 

catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker .  

B.  TATA CARA PENYUSUNAN DIPA BUN 

1. Pengertian DIPA BUN 

DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 

KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran . Pagu dalam 
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DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh 

dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. 

DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber 

dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BUN 

(BA 999) yang terdiri atas : 

a .  DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah,  adalah DIPA yang memuat 

rencana kerj a  dan nnc1an penggunaan anggaran untuk 

keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi 

anggarannya bersumber dari Pengelolaan Utang Pemerintah 

(BA 999 . 0  1); 

b .  DIPA Pengelolaan Hibah,  adalah DIPA yang memuat rencana 

kerj a  dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan 

belanj a  hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari 

Pengelolaan Hi bah (BA 999 . 02); 

c .  DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah,  adalah DIPA yang 

memuat rencana kerj a  dan rincian penggunaan anggaran untuk 

keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi 

anggarannya bersumber dari Pengelolaan Investasi Pemerintah 

(BA 999 . 03) . DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah antara lain 

terdiri DIPA untuk: 

1) Penyertaan Modal N egara; 

2) Dana Bergulir; 

3) Kewajiban Penj aminan; 

4) Investasi Pemerintah;  dan 

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, 

d. DIPA Pengelolaan Pemberian Pinj aman, adalah DIPA yang 

memuat rencana kerj a  dan rincian penggunaan anggaran untuk 

keperluan pembiayaan Penerusan Pinj aman baik dalam negeri 

maupun luar negen, yang bersumber dari Pengelolaan 

Pemberian Pinj aman (BA 999 . 04) . DIPA Pengelolaan Pemberian 

Pin j am an an tara lain terdiri un tuk: 

1) Penerusan Pinj aman kepada BUMN/ BUMD ; dan 

2) Penerusan Pinj aman kepada Pemerintah Daerah,  

e .  DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adalah 

DIPA yang memuat rencana kerj a  dan rincian penggunaan Dana 

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah,  dan Dana 
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Desa yang diserahkan kepada Daerah yang bersumber dari 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999 .05) .  

DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas : 

I .  Transfer ke Daerah 

A. Dana Perimbangan 

1 .  Dana Transfer Umum 

a. Dana Bagi Hasil 

b. Dana Alokasi Umum; 

2 .  Dana Transfer Khusus; 

a .  Dana Alokasi Khusus Fisik; 

b .  Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

B .  Dana Insentif Daerah 

C .  Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Y ogyakarta; 

1 .  Dana Otsus; 

a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat; 

b .  Dana Otsus Provinsi Aceh; 

c .  Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka 

Otsus. 

2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

II . Dana Desa, 

f. DIPA Pengelolaan Belanj a  Subsidi, adalah DIPA yang memuat 

rene ana kerj a dan rincian penggunaan anggaran un tuk alokasi 

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanj a  Subsidi (BA 

999 . 07); 

g .  DIPA Pengelolaan Belanja Lainnya, adalah DIPA yang memuat 

rencana kerj a  dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi 

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 

999 . 08); dan 

h .  DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus, adalah DIPA yang memuat 

rencana kerj a  dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi 

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 

999 . 99) . 
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2 .  Dasar Penyusunan DIPA BUN 

a.  DHP RDP BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh 

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 

Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

RDP BUN merupakan rencana kerj a  dan anggaran BA BUN yang 

memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran 

belanj a  maupun pembiayaan, dalam rangka pemenuhan 

kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang 

pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri 

Keuangan. RDP BUN dimaksud telah disepakati pada saat 

penelaahan dengan Direktorat J enderal Anggaran dan 

alokasinya telah disetujui dalam APBN I APBN-Peru bah an oleh 

DPR. 

b .  Klasifikasi Anggaran dan Bagan Akun Standar 

Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam 

klasifikasi anggaran dan bagan akun standar untuk memastikan 

pengelompokan anggaran belanja dan kodefikasinya telah sesuai 

dituangkan dalam DIPA BUN . 

3 .  Struktur Dokumen DIPA BUN 

DIPA BUN terdiri atas : 

a. Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN); 

b .  halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang 

terdiri atas : 

1) halaman I A mengenai Informasi Kinerj a; dan 

2) halaman I B mengenai Sumber Dana; 

c .  halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian 

Penerimaan yang terdiri atas : 

1) halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan 

2) halaman II B mengenai Rincian Penerimaan; 

d .  halaman I I I  memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan 

Penerimaan; dan 

e .  halaman IV memuat Catatan . 

Struktur dokumen DIPA BUN tersebut, tidak termasuk untuk DIPA 

BUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) 

untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA BUN 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) 
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khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, terdiri 

atas : 

a .  DIPA Induk, terdiri atas : 

1 .  lembar Surat Pengesahan DIPA Induk, yang memuat: 

a) dasar hukum penerbitan DIPA Induk; 

b) identitas unit dan pagu DIPA Induk; 

c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer)) meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1) DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut 

dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing­

masing satuan kerj a; 

2)  Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan DIPA Petikan; 

3) DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan atau dasar penca1ran 

danaj pengesahan bagi BUN / Kuasa.BUN; 

4) informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, 

dan Pej abat Penanda tangan Surat Perintah 

Membayar untuk masing-masing satuan kerj a  

terdapat dalam DIPA Petikan; 

5) rencana penarikan dana dan perkiraan 

penerimaan yang tercantum dalam halaman III 

DIPA Induk merupakan akumulasi rencana 

penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari 

seluruh satuan kerj a; 

6) tanggung j awab terhadap kebenaran lokasi yang 

tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada 

pada PA/ KPA; dan 

7) DIPA Induk berlaku sej ak tanggal 1 Januari 2xxx 

sampai dengan 3 1  Desember 2xxx, 

d) tanda tangan pej abat yang mengesahkan DIPA Induk, 

2 .  halaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Anggaran 

Program; 

3 .  halaman I I  memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; 

dan 

4 .  halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan. 
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Halaman I ,  halaman II ,  dan halaman III DIPA Induk dilengkapi 

dengan tanda tangan pej abat eselon I yang merupakan 

penanggung j awab pelaksanaan program dan memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) (Pemimpin PPA BUN) . 

b .  DIPA Petikan, terdiri atas : 

1 .  lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan, yang memuat 

antara lain : 

a) dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; 

b) identitas dan pagu satuan kerj a; 

c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan 

d) kode pengaman berupa digital stamp, meliputi hal 

sebagai berikut: 

1 )  DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit 

Organisasi, dan Kementerian/ Lembaga); 

2) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui 

sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman 

berupa digital stamp sebagai pengganti tanda 

tang an pengesahan ( oten tifikasi); 

3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan satuan kerj a  dan penca1ran 

danajpengesahan bagi BUN/Kuasa B.UN; 

4) rencana penarikan dana dan perkiraan 

penerimaan yang tercantum dalam halaman III 

D IPA Petikan diisi sesua1 dengan rencana 

pelaksanaan kegiatan; 

5) tanggung j awab terhadap penggunaan dana yang 

tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada 

pada PA/ KPA; 

6) dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA 

Petikan dengan database RKA-K/ L-DIPA 

Kementerian Keuangan, maka yang berlaku 

adalah data yang terdapat di dalam database 

RKA-K/ L-DIPA Kementerian Keuangan 

(berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan 

7) DIPA Petikan berlaku sej ak tanggal 1 Januari 2xxx 

sampai dengan 3 1  Desember 2xxx, 
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2 .  halaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Sumber Dana 

yang terdiri atas : 

a) hal am an IA mengenai Informasi Kinerj a; dan 

b) halaman IB mengenai Sumber Dana; 

3 .  halaman I I  memuat Rincian Pengeluaran; 

4 .  halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan; dan 

5 .  halaman IV memuat Catatan, memuat informasi mengenai : 

a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan 

dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar 

pengalokasian anggaran, antara lain: 

1 .  peraturan perundang-undangan; 

2 .  reviu APIP K /  L ;  a tau 

3. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 

b) alokasi anggaran un tuk be berapa akun terten tu yang 

merupakan batas tertinggi; 

c) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/ a tau 

d) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka 

pengesahan . 

Halaman I ,  halaman II ,  halaman III , dan halaman IV DIPA 

Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp. 

4 .  Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA BUN antara 

lain se bagai beriku t:  

a .  KPA BUN menyusun halaman I ,  halaman II ,  halaman III ,  dan 

halaman IV DIPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN yang telah 

ditetapkan. 

b .  Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi DIPA BUN 

yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN dan 

menandatangani halaman I, halaman II ,  halaman III , dan 

halaman IV DIPA BUN . 

c .  DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh pem1mp1n PPA BUN 

disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran . 

d .  Pengisian informasi substansi dalam DIPA BUN sesua1 dengan 

format dan tata cara pengisian DIPA BUN . 

e .  DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi 

dengan kode pengaman berupa digital stamp. 
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C .  TATA CARA PENGESAHAN DIPA BUN 

1 .  Penyampaian DIPA BUN 

a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk 

menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada 

Direktur Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya DHP RDP 

BUN; 

b .  Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur 

Jenderal Anggaran menyusun j adwal validasi DIPA BUN dan 

disampaikan kepada masing-masing PPA BUN; 

c. PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani 

kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk 

mendapatkan pengesahan sesuai dengan j adwal validasi yang 

telah ditetapkan. 

2 .  Proses Pengesahan DIPA 

a. Setelah DIPA BUN diterima dari PPA BUN, Direktorat Jenderal 

Anggaran melakukan proses validasi dan pengesahan DIPA BUN 

sesuai dengan prosedur sebagaimana proses yang dilakukan 

untuk DIPA Induk kementerian negara/!embaga; 

b .  Setelah dilakukan validasi atas DIPA BUN yang telah 

ditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama 

Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui 

penandatanganan pada Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA 

BUN) ; 

c. Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan SP DIPA BUN oleh 

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan 

sesuai tanggal penetapan SP DIPA BUN yakni sebelum tahun 

anggaran dimulai dan/ a tau pada tahun anggaran berj alan . 

3 .  Penggandaan dan pendistribusian DIPA BUN 

a. DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran 

atas nama Menteri Keuangan, selanjutnya digandakan dan 

disampaikan kepada: 

1 )  KPA BUN; 

2) PPA BUN; 

3) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

pembayar; 
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4) Direktur Jenderal Anggaran c .q .  Direktur Anggaran Bidang 

Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara; 

5) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

6) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 

7) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

8) Gubernur; 

9) Direktur Jenderal Perbendaharaan; 

1 0) Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat J enderal 

Perbendaharaan; dan 

11) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat 

J enderal Perbendaharaan. 

Penyampaian DIPA BUN untuk butir 1 )  sampai dengan 4) berupa 

hardcopy} sedangkan untuk butir 5) sampai dengan 1 1 ) berupa 

softcopy (CD) . 

b .  DIPA BUN yang telah dicetak, didistribusikan atau dikirimkan 

oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan. 

D .  FORMAT DIPA BUN DAN TATA CARA PENGISIAN DIPA BUN 
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6. KFA 5UN 'kaj�b menyampcikan f.aporan keua::gcn k.ep.::d<: Se�re:ta�·!s ..:enderal/Sekret�ns Utcr.ia/Sekn:!tarls B�d.at-=/�e_;-ebat ya::Q ditE:�apkan se:ba:::;:ai e�-=titas pe!c�Qran, yen� se�cnj�:t;:·y·-:"·a dlse.n�oai�an k-�p-==:da 

p.e:tn1mpin PPA BUf'-1 at�t.; k.oo('dina b:::::•�" p.er:yi..JSt..:nan fapo1·a1'l p:er tanQgunQja•sab�!": per'�Qeleofa.an 6.� BUN ... 

7. DIPJl. 8UN ber!ckL; se.�ck ta.nggal 1.. Jar:t..:c:r: 2-x:xx saf'npa: de::gcn 3-1 Dese:·nber 2')�:-x:x .  
J aJ:arta, X�.X?rXXXXXX 2XXX 134} 
a.n. klenteri l<e uangan 

Dire�'tur J e n d e ral .�J1 ggaran. 

X:'<XXXX:X;-.;::-::;:;c<XX>�X){}:::�:...;::xx><X (35\ 
r,;!?.xx;·c�:;-;:xx:xxxx:xx:-;::<::xxx (2"3 ) 

s.s-s.s-s:;.;..g.s-_ss-s 

s·s.s . s s 9.s-9s�. ss-s 

.SS.9.9-5'9.SSS:. 9S9 

S:S.9.9-8'9.99-8. 9S.S 

S:S-9:.'S·&S:.S'9S>.99·S 
'f:SS.s:;.-s:.S>S;:_$;9:9 
&S�S.9&9.SS.;·.9S.S: 

"t2.:o.� »;�z�:� 
� 2':3:� �2.?'; 
�·zs:-; 
�23-'< 'l:�c-� 

ft -� 
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a.  Tata Cara Pengisian Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN) 

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari 

DIPA BUN. Lembar SP DIPA BUN berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[1a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[1 b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa 

bb 

Kode Kementerian Negaraj Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan Undang-Undang mengenai APBN. 

[3]  Berisikan Undang-Undang tentang 

Undang-Undang mengenai APBN. 

Perubahan atas 

[4] Berisikan kode Kementerian Negaraj Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

[5] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi . 

[6] Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi . 

[7] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker. 

[8] Berisikan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai 

dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker 

BLU (khusus untuk Satker BLU) . 

[9 ]  Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang 

dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU 

(hanya berisikan j ika status Satker BLU adalah BLU Bertahap) . 

[10] Berisikan besaran persentase ambang batas . 

Keterangan: 

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi 

belanj a  yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA 
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BLU sesuai ketentuan. 

- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus 

penuh. 

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus 

tahun anggaran lalu. 

[ 1 1 ] Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan 

huruf. 

Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah 

perkiraan penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman 

III DIPA BUN. 

[ 1 2] Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi. 

[ 1 3] Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi. 

[ 1 4] Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi 

dan program diikuti dengan uraian program. 

[ 1 5] Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan. 

[ 1 6] Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan. 

[ 1 7] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM) . 

[ 1 8] Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Paj ak 

(PNBP). 

[ 1 9 ] Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berj alan. 

[20] Berisikan jumlah pagu pener1maan yang berasal dari 

penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU). 

[2 1 ]  Berisikan jumlah total pagu Pinj aman/ Hibah Luar Negeri . 

[22]  Berisikan jumlah pagu Pinj aman Luar Negeri. 

[23]  Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri. 

[24] Berisikan jumlah total pagu Pinj aman/ Hibah Dalam Negeri. 

[25]  Berisikan jumlah pagu Pinj aman Dalam Negeri. 

[26] Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri. 

[27] Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung. 
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[28] Berisikan jumlah pagu Hi bah Luar Negeri Langsung. 

[29] Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung. 

[30] Berisikan jumlah pagu SBSN PBS .  

[ 3 1] Berisikan nama KPPN . 

[32]  Berisikan kode KPPN . 

[33] Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.  

[34] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN . 

[35]  Berisikan nama penanda tangan SP DIPA BUN. 

[36] Berisikan NIP penanda tangan SP DIPA BUN . 

[ 3 7] Digital Stamp. 
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DIPA BUN HALAMAN I A .  INFORMASI KINERJA 

Kementerian N egara/Lemb ag a 

U nit Organ isasi 

Provinsi 

Kode/Nama Satker 

l nbrmasi B LU 

1 .  Stalus BLU 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

DA FTA R !S IA N  P E LA KSANAA N A N G GARAN P ETIKAN 

TA H U N  ANGGARAN 20X:X 

N O M O R : D I PA- aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX 

lA . I N F O RMAS I K I N E RJ A  

Kuasa Pen g g u n a  Angg aran 

Bend ahara Pengelu aran 

Pejabat Penandatangan S P M  

2 .  Besaran Persentase Amb ang Balas 

: (Penuh)/(Berta h ap) dengan persentase penggunaan lan g su n g  P N B P  sebesar xx% 

: xx % d ari P N B P  

1 .  F ungsi 

S u b  F ungsi 

Sub F u ngsi 

F u ngsi 

Sub F ungsi 

Sub F u ngsi 

2 .  Program 

Sasaran Program 

lnd ikator Kinerja Program : 

Output Program 

l n d ikator Output Program 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

lnd ikator Kinerja Kegiatan 

Output Kegiatan 

lnd ikator Output Kegiatan 

XX 
xx .xx 

xx .xx 

XX 
xx .xx 

xx .xx 

xxx .xx .xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx .xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( P N )  

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  Saldo Awal Kas B L U  

4 .  S a l d o  Akhir K a s  B L U  

999.999,99 xxxxxx 

XXXXX, DD-MM-YY 

: Rp 999.999.999 
: Rp 999.999 . 999 

H ala man : I A.xx 

R p .  '999 . 999.999.999.999.999 
R p .  ,..999 .999.999.999 . 999 .999 
R p .  ,..999.999.999 . 999.999.999 

R p .  '999 .999.999 .999 .999.999 
R p .  '999.999.999 . 999 .999.999 
R p .  '999.999.999. 999 .999.999 

R p .  '999 .999.999 .999 .999.999 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

Rp. '999 .999 .999. 999 .999.999 

R p .  ,..999 . 999.999.999 .999.999 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran 

AAAAAAAAAAAAA 
N IP  

P6v" 
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DIPA BUN HALAMAN I B .  SUMBER DANA 

K.em e nteria.n f'.J egara /Lemba.ga 
U nit Organisasi  
Pro';insi  
Kcdefr·l ama Satker 

1 _  Anggaran Ta h u n  20XX 
1 ,  Ru p i a h  Murni  
2. Pf-JBP 
3 . P injamaniH ibah Lu ar f'lsgeri 
4. P injaman/Hibah Dalam Neg sri 
5 .. Hibah La ngs ung 
6 .  SBSr'l P B S  

2 . .  Ri ncian Pinjaman!Hibah : 

S U ivl BER P INJAJ'<li>-N DAN H IBAH 
No f··J PP/H per Tahun 

N o .  I l'l c . Register 
1 .  P injaman Lu ar r·,Jegeri 
2. Hibah Lu a r  Neg eri 
3. P injaman Dalam r·-.. J egeri 
4. Hihah Dalam N e g e ri 

l<ccle Uraian 
2 3 

(30} (3 1 }  (32} 

DAFTAR l31,�J<J P ELAKSi\N,!\.>\N ANGGARAN BEND.�.HARA Ut>AUrv1 N EGARA 
TAH UN AN GG,>\RAN 20.X.X ( 1 a) 

: Rp 
; Rp . 
: Rp 

Rp 
Rp 
Rp . 
Rp 

NGf;lOR ·: OIPA- aaa.bb_c dddddd/2XXX (1 b} 
I B .  S U �dBER DAN .. �. 

· (::<XX} 
: (XX) 
: (XX} 
: (XX .. '.(:(:(Xj 

X)(.':<XXXXXXX.\:\X)(:{X::C'{)()fX':<.'XXX.::<..X.XX:< (2 :­
X.X'C,{}(.X..'.{i..XXX'-(:(X:::<X'{:(:(•:XX.X."-".";{;.'<'.XX.X..X (3} 
·x;:{X.X)::..::X;{.X.';()C!C(,X.XX::C{Y�:(.X.X::(.X)(.X..';{:'-(()( 1:4 j 
X.XXXXX'.{:(XXXX..><::x:::.:;<.X.X..'.{:(:(l(:t_xx�:xx:xx (5} 

999999999999999 (7) 
999999999999999 (3) 
999999999999999 {91 
999999999999999 ( 1 0} 
999999�199999999 ( 1 1 }  
999999999999999 ( 1 2) 
999999�199999999 ( 1 3)' 

PAGU T.A.H UN I t'l l 

Ket : a .. P i nj a tT131l Luar r·-Jegeri 

b. H i  bah Luar f•Jeg eri 

c. P i nj a m a n  Dalam hlegeri 
d Hiba.h Dalam f'Jefftlr i  

i1}  \/a l ut a  A.s i ng 
(2} RPU·l 
i 1 )  \/a l uta A.s i n g  
(2} RHLN 

e .  Hibah LIJ a r  Negeri La ngsu n g  
f H i ba h Dalam Negeri Langsung 

RII\JCIAJJ DANA. B E.RCASARKAJ'l 

CARA. P ENA.RIKA.N 

1 }. M ata U a ng 1'-l P P/H 
2} EkLJ ivaJ en USC 

1 )  pp 
2) P L  
3} RK 
4} LC 
5) -

3} Ekuiva len Ru piah 

I< ode Dana I< ode Dana 
4 5 6 7 

(33} (34} (35) (36) 

P a.gu 
: Kod e  rv1ata U ang (14'; 
: Kod e  fvlata Uang ( 1 J:l 
: Kod e  rv1ata U ang (20 '; 
: Kod e  fvlata Uang i23} 

lOR 
lOR 
lOR. 
lOR 

I 

i'l P P/H r-J askah P e rj.anj i a n  P injama n  d a n/at a u  Hibah 

Rp 
3 

(3 7) 

999999999999 ( 1 5} 
999999999999 ( 1 3 )  
999999999999 (21 J 
9 99999999989 (24) 
999999999999 (26) 
999999999999 (27) 
999999999999 (28} 
999999999999 (29) 

(40} 

H a laman : I B . xx [ 6 ]  

Ekuivalen Ru piah 
Rp, 999999999999999 ( 1 6) 
Rp 9::19999999999999 ( 1 9} 
Rp . 9 9 9 9 9999£t999999 (22) 
Rp 9999999999999�19 (25} 

(claJam ribuan rupiah} 
D:A.f'JA. P Ef'lDcAJ . .ilF' I I'JG 

I RE LN I Lo c: . Cast 
9 1 0  

(38} (3 9) 

! A(:yv  
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b .  Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman I B 

Halaman I B berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1a] Berisikan Tahun Anggaran. 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan keten tuan se bagai 

berikut: 

aaa Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

bb Kode Unit Organisasi 

c Kode Kewenangan 

dddddd Kode Satker 

2XXX Tahun Anggaran. 

[2] Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti 

dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

[3]  Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit 

Organisasi . 

[ 4]  Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi . 

[5]  Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman . 

[7] Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu. 

[8] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni. 

[9]  Berisikan jumlah pagu PNBP. 

[ 10] Berisikan jumlah pagu Pinj aman / Hibah Luar Negeri . 

[ 1 1] Berisikan jumlah pagu Pinj aman/ Hibah Dalam Negeri . 

[ 1 2 ] Berisikan jumlah pagu Hi bah Langsung. 

[ 13] Berisikan jumlah pagu SBSN PBS .  

[ 14] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar 

Negeri (untuk pinj aman Luar Negeri yang diterima dalam 

bentuk valuta asing) . 

[ 15]  Berisikan pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang 

as1ng. 
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[ 1 6] Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinj aman Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[ 1 7] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar 

Negeri (untuk pinjaman Luar Negeri yang diterima dalam 

ben tuk rupiah) . 

[ 1 8] Berisikan pagu Pinj aman Luar N�geri dalam mata uang 

as1ng. 

[ 1 9]  Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinj aman Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[20] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar 

Negeri (untuk hibah Luar Negeri yang diterima dalam 

bentuk valuta asing) . 

[2 1 ]  Berisikan pagu H i  bah Luar N egeri dalam mata uang asing. 

[22]  Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[23]  Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar 

Negeri . 

[24] Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing. 

[25]  Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[26] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinj aman Dalam 

Negeri . 

[27] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hi bah Dalam Negeri . 

[28] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri 

Lang sung. 

[29]  Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri 

Langsung. 

[30] Berisikan nomor urut. 

[3 1 ]  Berisikan dengan kode : 

a .  untuk Pinj aman Luar Negeri; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 140 -

b .  untuk Hibah Luar Negeri; 

c .  untuk Pinj aman Dalam Negeri dan 

d: untuk Hibah Dalam Negeri . 

[32] Berisikan sumber pinj aman dan hibah berdasarkan Nomor 

NPP/ H per tahun dan Nomor Register. 

[33] Berisikan kode : 

[34] 

a. mata uang Naskah Perj anj ian Pinj aman danj atau Hibah; 

b .  ekuivalen USD; dan 

c. ekuivalen Rupiah . 

Berisikan nominal 

berdasarkan mata 

ekuivalen Rupiah . 

pagu 

uang 

total 

NPPH, 

plnJ aman dan hibah 

ekuivalen USD dan 

[35] Berisikan kode untuk cara penarikan : 

a .  PP untuk Pembiayaan Pendahuluan; 

b .  PL untuk Pembayaran Langsung; 

c .  RK untuk Rekening Khusus; 

d. LC untuk Letter of Credit; dan 

e .  untuk Pengesahan Hibah Langsung. 

[36] Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan . 

[37] Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional 

untuk PHLN dan PHDN. 

[38]  Berisikan dana pendamping untuk Pinj aman dan/ a tau 

Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan . 

[39]  Berisikan pagu dana pendamping Rupiah non 

proporsionalj non sharing untuk PHLN dan PHDN.  

[40] Digital Stamp. 
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DIPA BUN HALAMAN II  A.  RINCIAN PENGELUARAN 

I<O D E  

x.xxx.x.x 

.X.X:-.;� .. X.!( )(X. 

)�XXX 

Dl•,FTA.R ISI.A.N PE LAKSA.N • .;_r.N _;.J-,J GGAR.!!;.N B E N DAHA.R,.!!;. Uf'.;1 U fv1 t-.I E G f.HA. 

TAH U N  • .!!;.N GGARAt>� 2GXX (1 a) 
NOMDR : DIPA- Stfla . b b . c.':i d d ddd/2.XXX ( 1 b) 

I I  A RfNCI • .;.N P E N G E LU.�.R • .;.N 

URAIAN SATI<E R/PRC.lGP..Afvl/I<E•31ATAr·J/ OUTPUT/LOf/.Jl..SUJEt·JI S  BEL.A.I'kiA/SUfVl B ER DANA-'KP P t'J 

Y.XX.XXXXXX..xxx.xxxx;t,:XX.XXXXXXXXX:X (3 ; 
X.�< 
x:::.r: 
x;{ 

XXX.X:-<X.XXXXXXXXXXXXX 
xxx.xxxxxxxx:xxxxxxxx 
XXXX'X/(XX)(XX'/(XXXX/C<X �} 

"!-(XXXX.X-�.::."XXX.X.X)flC<XX.�J(XXX.X;.()c)(XX.X ,:5 1  

'("4} 

x:x x:-<xxxx:xx.xxxxxxxxxxx 
)(X XXX.XXX:XXX.XXX.XXXXXX.X 
XX XX::t.:;<XX.X.'I<XXXXX.XXXX.XX 

_jl_ '"ir. · 
'}:-J 

;:(x.xxxxxxxx:x.>:xxxx:x:xxxxx:xxxxxxx (7'; 
x.x x.xx·:"'�xx.x:x:A:xxx.xx·xxx.x.x 

�'·(>< .XX.:X::<XXXX/\·� .. ·<XX.'X/.CXXX.XX 

XX X�K . .)()(.XY.XY.)(}(,.Y..,X)(,':..'..){}(.Y._..XX } (3} 

2 

(1 ? }  

Ha l a m an ·. I I  A . . x.x C2_; 

JUMLAH 

3 

99·9.99£t.999.999· 
999. 999·. 999 . 999 
999. 999 . 9 9 9 . 999 
9 9 9 . 899 . 99 9 . 999 

'9 99 .999.99 9. 99 £1 

9 9 9 . 9�1 9 . 9 9 £1 9·�1£1 
9 �J9 , 9�1 9· . 9 £!9. 9·9f} 
9£19 9'019 .999 . 9 99· 

9 99. 9 99
.
999. 99 9  

9 99 . 999 . .  999. 9 99 
999 . 999 .. 999-. 9 99 
99�· 999. 999. £1 99 

@ 
4 

�<..'<.X'X. x,::.;;)< _ _ _ _  ;:���.QC;5?9.<:0;���:.:��'9_<_ _ _ _  (�1j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ����---���:�.!'l�,���-�� 

XX 

x ... x: 

XX 
)(X 

XX' 

,".(X 
XX 
)C( 

LO I<ASI .XX. XX - XXXXXX:'CCQ'XXX:X ( 1 0 }  
xx;:.;.>:.xx:-<.XXXXXX:X:X ( 1 1 J 
><::>< } KP P H  XXX 
XX' ( 1 2 )  KPPr,J XXX 
:<.:X KP P I'J X.XX 

.\ 

x.x.xxxxx.xx:c�xxxxx � 1 1  ·i 
X/(X 

/R EG: 

iREG· 

1 23456?89 
1 2345 13 7 3 9  

(1 3} 

XX I KP P I'J �:: jl- ( 1 2) I<P P I'J XX:< /REG 1234:56789 

··'-A KP P r·J 
l 

XXX /R E G :  1 2·345;3739 

(1 3.1 

CARA. TA.R I K  

C.A.RA T.A.R I K  

CARA. TARIK 

CP..RA TAR J K  

TOTA L  

· xx 
XX 

XX 
XX 

9 99 . 999 . 999·. 9 99 
9 9 9 .  9 9 9 . 9£t£1 . 9!'J£j 

£!99.  999·. 9£19 . 9 99· 
£1 9·9 . 9SI 9 . 9 9 9· .  9·9£t 

99!'J .999 .. 99£t. 9 9 9  
9 9 9  .999 .. 9 9 9 .  9 9 9  
9 9 9  999. 999. 9 99 
99 9 . 99 9 . 999 . 9 99 

9!'J9 . 9 Et·£f .99£f . 99£t 

>�X.X.'::(--;:.:XXXX�-(."1\ .. ;..;:x .X':' . ./(XX.XXX XXX/<� ( 1 4} 
Pemim pin P PA. B U N  

N I P . 

(1 5 }  
( 1 6 }  

J � 
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DIPA BUN HALAMAN II n .  RINCIAN PENERIMAAN 

KODE 

XXiX(f. 

))G<. ::r.:x��'£'1.: 

J.Xi:X 

)�fJ�{;r.:X 

DA.FTAR IS!l'\�·J PELAKS.ANi\AN ANGGARAN BENDAHARl·\ UfvlUM NEC}AR.!\ 
TAHUN ANGG.AHi\N 20XX { 1 a) 

NOMOR : DIPA- aa8 .bh.c.dddddd/2XXX (1 b) 
II B .. RINCIAN PEt-JERHv1AA.N 

URAIAN S.A.TKER'PROGRAJV1!KEC31.A.T_ANi A.KUt;.J 

2 

XlX'{(t:.,X:I..Y·X{ZX:�xx�xx:txx:.:<:xx:'/,x:z:r.: (3 } 
�{'{Y:Y.:��Y.:'{():X.Y·:((}-:{-x:l.:(x:'�<:�:t�:{x:t�"{..Y;:;{;.: (4} 

;{t�X'ZK'J.:t��'-(�2{�¥..}·:�2\/t�{l·:�<:��<:;C'Z}.:�::(K ( 5} 
�'(l-.:�c:"x:{'J.:�:'('I.:'J.:'J.:��'-('!t:"t�Y�(;<):(�<:l�{j�X.;i):C�:J.:X ( F3} 

TOTAL 

(10)' 

Halaman : II B.xx 1;2} 

.J urvlLA.H 

3 

999 .999.999. 999 

999.999·.999. 999 

999.999·.999.999 

9�! 9 .99�!.�!99. 999 

999.99-9.999.999 

XKX::(,'.({.''('.(K;{X, XX Xi:X'tX'l.. X:;{XX (7) 
Pernimpi n  P PA BUN 

�-J IP . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . -. . .  

(8} 
{95 

f! �  
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c .  Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman II 

Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan. 

DIPA BUN halaman II berisi informasi mengenai rincian alokasi dana per 

j enis belanj a  (pada halaman IIA Rincian Pengeluaran) dan per j enis 

penerimaan (pada halaman liB Rincian Penerimaan) . 

1 )  halaman II A berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan nomor urut halaman. 

[3] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[4] Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian Jenis Belanj a  pada 

tingkat Satker. 

[5] Berisikan kode Program beserta uraian Program. 

[6] Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian j enis Belanj a  pada 

tingkat Program. 

[7] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan . 

[8] Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian jenis Belanja pada 

tingkat Kegiatan . 

[9] Berisikan kode Output beserta uraian Output. 

[ 1 0] Berisikan kode Lokasi dan uraian Lokasi.  

[ 1 1 ] Berisikan kode Jenis Belanj a  beserta uraian Jenis Belanja .  

[ 1 2] Berisikan kode Sumber Dana (0 1 =RM, 02=PLN, 03=RMP, 

04=PNP, OS=PDN, 06=BLU, 07=STM , 08=HDN, 09=HLN, 

1 0=HLD ,  1 1 =HLL) . 
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[ 1 3] Berisikan kode KPPN, nomor register dan car a penarikan (PP, 

PL, RK, LC) . 

[ 1 4] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN . 

[ 1 5] Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 6] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 7] Digital Stamp. 

2)  halaman II B berisikan hal-hal se bagai beriku t :  

[ l a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan nomor urut halaman . 

[3] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[4] Berisikan kode Program beserta uraian Program. 

[5] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan . 

[6] Berisikan kode Akun penerimaan beserta uraian Akun 

penenmaan. 

[7] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN. 

[8]  Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[9] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 0] Digital Stamp. 
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DIPA BUN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

l<smenterian r'J e gara/Lembaga 
U nit O r-g a n i sasi 
Provi nsi  
Kccle/r--Ja rna Satker 

NO KOOE 

L 

1 . x>-:x:x:xx 

U R"-.L"-.N S.'".TKEP. 

3 

)'XX>,:;.-<.::<XY�>(:-<x>:::X:X (7} 
R':: NC.::>.i··L"' PEHA.RJKA.i··J CA.i·L"'. �� ������������ l -�� ;��������;-�:���� J 

: o< .. 'i .... XJ 
: (XX} 
� (KX} 
; (:.O::,.Y.)('iv'>:)<} 

DAFT.'\R !SIAN PELAKSANP·AN ANG Gi\RAN B E N D.AHARA U �.!1UM t·� EGARA 

T.t..HUN .ANGGA.R.,"'.N 20XX (1 aj 
NOflilOR : DI P,<\- aaa .bb.c.dddddd/2Y,XX ( 1  b)  

I ll  RENCANA P E NARIK,.;N DAN,.; DP..N PERKIR.;AN PENERifvF·.AN 

)(';.)(.'>£, . .''.{':(::(:("1_::;{'( 2} 

������{;� 
:,'{1. (,.Y .... �X:,J<X.:'.(X .. ¥vX:'15} 

REN C."-.N.'"'. FEH.ARIK-"-.1'·1 PENGELUAP,;,.H!;:ERKI R."-.F.N ?::H :::RIM . .::.P.N 

t.1 �) 

H3\:;:o-::·s n : l l l.xx (6) 
f da}a,;;;; r.:bu.a.n n;.c�s.h -� 

.Js.�ua;r� C-::.::e-.mb-ar ,J:.;�-�sh 
4 16 1& 

§

:£..9:§£.-9. �
§

: 
�£:9:£-£·9. ;;9 

(8) � �.�:;�;:;;; 
;-s-;_gs-·;. ·g:gg 

;:�g:_ g,.;g:_:999: 
;: �§;. ;-g�_-g.9g 

:?H-S:.SS9.-;;?9 
-e.s-;. s.-s-�3 .-s:;e 

g·g.f:_·:;;;,�;-.gg 

9&9:9f99% r '9·9S.9S•&.9Sf £-99-:9-9;.9&.9 S9&.9< 99.S3'9 r 99&. 99&.99<9 r 999.999.9<99 r 899. 9:99.99& r :9e&. 99-9.99<9 r &SS,_9&S.9SS r S&S.999.9SS f fSS .%9.999 
g,�--;. ;;_;9_g.:;g �- s;.g. _·.;s-g;_-;.g.; 

�:;:;�:�.;; � ;;;:;:�:;;� 
��;_ ;;:g._;<g·a 
§-9-9.�99.9-99 
&99.?&£.99£ 

&SfL�.;.;.s;;; � &GG .sr;. :;,_ s ;;. & � s::;;_:;.s;. s-ss �:;:ss.;.;:;. . s;;;. F ;-g. ;_-;;; .:;;s F ';< ;;;.sss . . s:;;;. � s;;s&:o:. ::-g;. � ;;.;._;;;_;;; 

iE:Ei:i;� �iii:;:�:H� � ���-E�:iH � i��:::::i� � iii:;i�:i�� � ���·!!�-H� � ::;:i�i-��� � �ii:;E:ii� SS9.§99.s·;g. r 099.9S9.9§-9 £§:9.'999.9;";'9 

x:-.cx. xx.x:-.c.xxx::< 

Jl�iE�T��:t;EElEE�EH�JEEt;ElE lE!l�rE �EEH�lEE�;EtEEEHEEJ:EHEE:EtE�EEH"illEEmrilllE 
?ERKIR.A.A.N P EN ::RIM-"-Ar-.1 99:9.&9-9.9£9 s-::�.-��9.'9:£'(g 999.9'99."9£··9 99'S.99&.ss;:; r-9-9&.999.999 

- ? e·r�,a�a.Kar.. 

- 8es Cu:��s·j 

- Pi-·1�-P 
- H;t;gr; � EHEffi ;&&.. g-;:�:9£-9 S99.S.&9.99G g.g; .'9 �9. 9£-.9 9G-9.'9£.9.�99 

9S,s-. s.ge.-s-s-g gg·g_£"§9.999 &S9:S9S. SS9 gg.;.·gs-s.s-gg 

999.'9G-9.9Qg £-9-9".9.?9.�:99 r�;�:���:;�.� " ��:���:!!� ss·s.ssf<;S's £.9-9."9-G-3·.�9-G 
- ?.s·�·erimas.n Pe:�;tis:;as.r £-99-.£:9·9.9-'9£: 9-9:£:. ?&3::£-&9 £<9-"9.-£:.9 ;9.99£· g;g,.·9£,S:.SS·S 9S·S·. &£·S<.S.9·9 

r-,...........--· (1 1 )  
s-98.9ss.sss r S9&ss-ss&s r s-s-s.9's·s.s:;-s 
&S£,.SS9.&SS' � &SS.S9'}.9S.9 � &S&.%9'8. S'&S 

a�:H�-��� ��i�: iH:��� �i�-�:H�: ��� 
S·S9. 9S,S.S·S<9 r SS9.SS,S. &S-S< r SS9.9S:S.S% 

. .-­
i- 12) 

9·9-9•. 9:99. 99& W&.999.�,;g. (9�9·.%S.9S'& i"' ;;g_g.gg_g,:;-g r 999.f,9&.9&? 

S9-&.9'89. SSS. f SS?.9S9:.9-S'9 r 299.&99.999 
SS0.2S9.&S9 r 99 9. 99-S.SSS r SSS.SSS.SSS 
;.:;.g SS9.S99 � £-99. SS<S. 999 � 0SSSSS.SSG 
;g�_w;;:_g.� ·;g:; _;-;;g..&;-2 g.·g-;;_;��-·;;.; 

. 9-S�S:. 999. grg.g, 'S<£,9. ·s£.9:. "S·S•9 9SS:. SS:S· :9£:9: 

g.;.g_g.s-�. S:S:S: 
9S-9. 9'SS. S·S? 
9S9.9S9.f-SS 

?S9.;.9-9.g£-; 
�S.9S9.99'3i 

s-ss..�g;_:s:s-9: 
g.ss�.sS<£<.99£< 

r ��:!:;;�:��; 
989·:9£·.9:. 939-

XXXXXXXXXXX, X::\ XXXXXXXX XXXX ( 1 3) 
P e m i mpin P PA 6 U f'J 

�l i P .  
(1�)  

( 1 5} 

� A&V  
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d .  Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman III 

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 

DIPA BUN halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing­

masing Satker sampai dengan j enis belanj a  serta perkiraan penerimaan. 

halaman III berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negaraj Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2]  Berisikan kode Kementerian Negaraj Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi . 

[ 4]  Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi. 

[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman . 

[7] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[8] Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis Belanj a  pada 

tingkat Satker. 

[9 ]  Berisikan kode Output beserta uraian Output. 

[ 1 0] Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis Belanj a  pada 

tingkat Output. 

[ 1 1 ] Berisikan rencana penarikan dana yang akan ditarik sesua1 

bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja .  

[ 1 2] Berisikan jumlah perkiraan penerimaan sesuai bulan yang 

bersangkutan sesuai dengan jenis penerimaan (Perpaj akan, Bea 
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dan cukai, PNBP, Hibah, dan Penerimaan Pembiayaan. 

[ 1 3] Berisikan 

DIPA BUN . 

tern pat dan tanggal penandatanganan 

[ 1 4] Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 5] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN. 

[ 1 6] Digital Stamp. 
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DIPA BUN HALAMAN IV. CATATAN 

DAFTi\R IStA�·-J PEU,KSANA>;N ANGGARA.N BHWAHi-\Ri\ UPAUf:vl NEGN\/, 
TAHUN ��NGGAJv\N 2GX-X (1a) 

Kem enteri an f\J egara/Lembaga 
U n it O rganisasi  

· (XX:X} ::<XX):XX;<XXt:X::XXJ(XXX�<:XX)(:(XX/(XX>: 

·. (X.X) X .... ':<))r�.o��({)('{.'.(Y��'{;(:.t'{X�XX .. X)(ZX.X.):Y;.,':C·( 
P rovinsi ; (X>:) )(:('(.'(:{(;tX:Z.X':.IX'f...'Z:�)X't:;<;;('.(.Y.Xi.X('('<. 
KodeiN ama Satker : (X1ZXX'2·(J X.X:.X.':(:<;<..XXX.X:..':C:{:(X:XX;.(':(�((\)('.(:(XX::.::x 

KOOE 

�X'<..X...XXY�'-< 

)·xx .. :xx .. :xx 

�.(,.'{XX 

XXX).!.. XXX 

:.<xx .. :xx .. xx 

:�<,.�::{::< 

U R A I A H  

::�{Y ... :�<)C:<:Z't. .. i(:(X,.Y){KX (71 
J u mlah d ana yang tidak dap· at di cairkan (3) 
XX .XX<XX{i.XX>(X'X::(('.{':(�\ (9) 

xxxxxxxxx..x:<:t.J:X 1 o; 
xx;t,X.X.::<YXXY)XXX 1 1  :i 
xx::<xx::��xxxxxxx:� 1 2} 

xx:x ... x.x.\ X:(:t�;()G(:(,X)(:t�X..�:��Y .. :t.Y)'� ( 13; 
Dispo s i si 

/,:·o;X.X.':(\:Z'.(.':.(\)(.Y.;(:(:('.(\/ ... X:..":tXYJ.:\X.X:..'.(\::ZXXXX.\ ( 14}  
X'<:(;Z.X.\.'XX::(:('{X;(:(':(K':(:(XXX;zx;:<:i,;.<X'{X:..X,'(\."'.(.'xX ( 1  5 ':, 

;<Xxx.xxx::o:xX.'tXX ( 1 G} Xi(KYXKXX'X:)(){XXX ( 1 1:1 
�<xx:�( 
X,)()(. X 
:::<.:.'(':(.\ 

./(:;<:x:x:xx:�:xxx::.c::<x)::xxx 
){\�X..-X..X:Z�"·{�(:t�;<...'{;:(}CA..,�.(X 
;:(.'.(.'�('�("��-X;G(\XX.X..'X"�X 

( 1 8) 
( 1 8) 
( 1 8} 

NOrvroR : DIPA- aaa.bb .c .ddddddJO")C( (1 b) 
IV C A T A T A N  

�2} 131 
i4} 
�5} 

KODE U R A I A f·J 

J<X#<:(X. )()(X �(:(w':{_'{}()(/.)(f�':(_,'.(:��Y�{ ( 1 9) 
Rp 999 .999. 999 
Rp 999. �1 99 . 999 

Rp 99 9 . 9 99 .. 999 

Rp 999 . 9 9 9 . 999 

Rp 999. 999 . .  999 

Rp 999 .999. 999 

[XXX'f.. .YX'Z'(:(:<] 
::(;e(:('.(:( 

:tx.c,x:<::< 

)((;t)(:.(X 

,X)),'X'f)X'Z.X.'{/XX'.('('/.)2<. \20} 

XX:'<XX:{tX\lXXX\C(':(:(:<; (2 1 

K{tG\)('.(:(XXX:::('t..X:.'-CC;(XX (2 1 
);./(X::(.'.(:t�;{Z)!::;(',({�)G(X>G< (.21 

)(,:{)(t�:t�XYvXX, XX ):Y�7::<xx:·�::< )('.(�.){ (22) 
Pemimpin F'PA BUrl 

NIP. 

Rp 
Rp 
Rp 

(25) 

Halaman : IV . .xx (6} 
\da lam rib uan rupiah·: 

999. 999 . 9 9 9  
999 . 999 9 99 
999.  9 9 '3.9SI 9  

(23} \24} 

? /¥?}1/' 
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e .  Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman IV Catatan 

DIPA BUN halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh 

Satker dalam melaksanakan DIPA BUN . Catatan halaman IV DIPA BUN 

semestinya sudah muncul pada saat penelaahan .  

Catatan halaman IV DIPA BUN disampaikan oleh masing-masing PPA 

BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran . 

halaman IV herisikan hal-hal sehagai herikut: 

[ l a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ l b] Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sehagai berikut: 

aaa 

bh 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negaraj Lemhaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negaraj Lemhaga. 

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi.  

[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.  

[5]  Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman . 

[7] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[8]  Berisikan uraian mengenai jumlah dana yang tidak dapat 

dicairkan, merupakan akumulasi dana Akun-Akun yang diheri 

tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat Dicairkan ( hila 

tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . 

[9 ]  Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian Jenis Belanj a, yang 

merupakan Jenis Belanja sesuai dengan Klasifikasi Akun-Akun 

yang diheri tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat 

Dicairkan (hila tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . 
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[ 1 0] Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait adanya 

ca ta tan I tunggakan. 

[ 11] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya 

catatanl tunggakan. 

[ 12]  Berisikan kode Output beserta ura1an Output terkait adanya 

ca ta tan I tunggakan. 

[13]  Berisikan kode Akun beserta ura1an Akun yang diberi 

ca ta tan I tunggakan. 

[14] Berisikan uraian catatanl tunggakan. 

[ 15]  Berisikan uraian Disposisi sesuai dengan catatanl tunggakan. 

[16] Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil. 

[ 1 7] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil . 

[18] Berisikan kode 4 (empat) digit Akun dan ura1annya terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil. 

[ 19]  Berisikan kode Output beserta ura1an Output terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil . 

[20]  Berisikan dengan kode prov1ns1, kabupatenl kota dan kode 

khusus kabupatenl kota. 

[21] Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana Bagi 

Hasil. 

[22]  Berisikan 

DIPA BUN. 

tempat dan tanggal penandatanganan 

[23] Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN. 

[24] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN. 

[25]  Digital Stamp. 

Keterangan : 

1 .  Nomor (8) sampai dengan nomor (15) tidak akan muncul apabila 

tidak ada catatanl tunggakan. 
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2 .  Nomor ( 1 6) sampai dengan nomor (2 1 )  merupakan informasi terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil . Apabila tidak ada informasi terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil, maka tidak akan muncul . 

E .  FORMAT DIPA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BAGIAN 

ANGGARAN 999 . 05) UNTUK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA 

DESA 

www.jdih.kemenkeu.go.id



LEMBAR STJRAT PENGF:S A H A N  DTPA TND1 JK (SP- DT PA TNDUK) 

KEMENTERIAN KEUANGAN R E P U B LI K  I N D O N ESIA 
D I R EKTORAT J E N DERAL ANGGARAN 

- 1 52 -

S U RAT P E N GESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I N DUK 

T AHU N  ANGGARAN 2XXX 

A. DASAR HUKUM: 

1. Undang-Undang Nomor 1 7  Tah un 2003 Tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Neg ara. 

3. Undang-Undang Nomor: . . . . . Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. 

NOMOR : SP DIP A - aaa.bb-c/2XXX 

4. Undang-Undang Nomor:  . . . . .  Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas U U  Nomor . . . .  Tah un 2XXX Tentang APBN TA 2XXX . 

B .  DENGAN I N I  D ISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK: 

1.  KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA 

2. U N IT ORGAN ISAS I 

(xxx) Kode Unit Kementerian Negara/Lembaga 

(xxx.xx) Kode Unit Organisasi 

3.  PAGU Rp.999. 999.999 (XXXXXXXXX) (angka dan hu ruf) 

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) 
1 . DIP A lnduk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam D I P  A Petikan untuk masing-masing Satker. 

2. Pengesahan DIPA lnduk sekaligus merupakan pengesahan D I PA Petikan. 

3. DIP A lnduk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan danalpengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran,  Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM u ntuk masing-masing Satker terdapat pada DIP A Petikan. 

s.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 
dari seluruh Satker. 

6 .  Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam D I P  A l n d u k  sepen uhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

7. DIPA lnduk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 3 1  Desember 2XXX. 

XXXXXXXX, DD-MM-YY 
a .. n. Menteri Keuangan 

Direktur Jenderal Anggaran,  

MAAAAMAA 
NIP. 

ff � 
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DIPA INDUK HALAMAN I .  INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

KEM E NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK I N DO N ES IA 
D IREKTORAT J E N DERAL ANGGARAN 

DAFTAR ISIAN P E LAKSANAAN ANGGARAN I N D U K  

TAHU N  ANGGARAN 2XXX 

NOMOR : D I P  A - aaa.bb-c/2XXX 

I. INFORMASI KIN E RJA DAN AN GGARAN PROGRAM 

A. I DENTITAS UN IT : 

B .  

1 .  KEM ENTERIAN N EGARA/LEM BAGA 

2. UNIT ORGANISAS I 

3. PAGU 

(xxx) 
(xx) 
Rp. 999.999.999 

Kode U nit Kementerian Negara/Lembaga 

Kode U nit Organisasi 

(xxxxxxxx) (angka dan huruf) 

KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEG I S  KIL, FUNGSI  DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP: 

1 .  PROGRAM (xx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Program 

2. SASARAN STRA TEGIS (xx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Sasaran Strategis 

3. FUNGSI (xx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Fungsi 

SUBFUNGSI  (xxxx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Subfungsi 

4. PRIORITAS (xx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Prioritas 

Non Prioritas (xx) (xxxxxxxx) Kode dan Uraian Non Prioritas 

Halaman : xx 

(dalam ribuan rupiah) 

Rp. 999.999.999 

Rp. 999.999. 999 

Rp. 999 . 999.999 

Rp. 999.999. 999 

Rp. 999.999.999 

XXXXXXX, DD-M M-YY 

Pemim pin Pem bantu Pengguna Anggaran 

AAAAAAAAAAA 
N I P .  

ff A€f1/ 
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DIPA INDUK HALAMAN I .  INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

KEM E NTERIAN KEUANGAN REP U BLIK I N DO N ESIA 
DIREKTORAT JEN DERAL ANGGARAN 

C. RI NCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I N D U K  

T AHUN ANGGARAN 2XXX 

NOMOR : DIP A - aaa.bb-c/2XXX 

I. I NFORMAS I  KIN E RJA DAN AN GGARAN PROGRAM 

KODE P ROGRAM /OUTCOME /I N D I KATOR K I N E RJA UTAMA /KE GIATAN /I N D I KATOR K I N E RJA KEGIATAN /OUTPUT 

xxx.xx.xx Nama Program 

Sasaran Program 

01 . lndikator Kinerja Program 1 
02. l ndikator Kin erja Program 2 
Output Program 

01 . l nd ikator Output Program 1 
02 . lndikator Output Program 2 

xxxx U raian Kegiatan 1 
Sasaran Kegiatan 

0 1 . Uraian l nd ikator Kinerja Kegiatan 1 
02. U raian l nd ikator Kinerja Kegiatan 2 

xxxxx.xxx U raian Output Kegiatan 

01 . lndikator Output Kegiatan 

02. l nd ikator Output Kegiatan 

xxxx U raian Kegiatan 1 
Sasaran Kegiatan 

01 . U raian l ndikator Kinerja Kegiatan 1 
02. U raian lndikator Kinerja Kegiatan 2 

xxxxx.xxx Uraian Output Kegiatan 

01 . lndikator Output Kegiatan 

02. lndikator Output Kegiatan 

Ketentuan:  
D I PA lnduk ini  dituangkan lebih lanjut ke d alam D I PA Petikan dan D I PA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokum en pelaksanaan kegiatan Satker. 

Halaman : xx 

(da lam ribuan rupiah) 

VOL/SAT ALOKASI DANA 

Rp 999.999.999 

99 sat 

99 sat 

Rp 999.999.999 
99 sat 

99 sat 

Rp 999.999.999 

99 sat Rp 999.999.999 
99 sat 

99 sat 

Rp 999.999.999 

99 sat Rp 999.999.999 
99 sat 

99 sat 

XXXXXXX, 00-MM-YY 
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran 

AAAAAAAAAAA 
N I P .  

? A&v/ 
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DIPA INDUK HALAMAN II . RINCIAN ALOKASI ANGGAN PER SATKER 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK I N DO N ES IA 
D IREKTORAT J ENDERAL ANGGARAN 

A. I DENTITAS U N IT : 

1 .  KEMENTERIAN N E GARNLEMBAGA 

2. U N IT O RGAN I SAS I 

3 .  PAGU 

B. R I NCIAN ALOKASI ANGGARAN P E R  SATKER: 

DAFTAR IS IAN P ELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

I I .  RINCIAN ALOKASI ANGGARAN P E R  SATKER 

TAHU N  ANGGARAN 2XXX 
NOMOR :  DIPA - aaa.bb-c/2XXX 

(xxx) Kod e  U nit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga 

(xx) Kod e  U nit dan Nama Organisasi 

Rp. 999 .999.999 (xxxxxxxx) (angka dan huruf) 

KP 
KD 

J E N I S  BELANJA 

NO KODE P RO G RAM/P ROVI NS I/SATKERISUMBER DANA D K  
DANA ALOKASI KHUSUS DANA DESA 

TP 61 65 
U B  

1 2 3 4 5 6 
xxx.xx.xx Uraian Program 999.999.999 999.999.999 

xxxxxx U raian nama Satker 999.999.999 999.999.999 
xxxxxx U raian nama S atker 999.999.999 999.999.999 
xxxxxx U raian nama Satker 999.999. 999 999.999.999 
XX XXX X U raian nama Satker 999.999. 999 999.999.999 
xxxxxx U raian nama Satker 999.999. 999 999.999.999 
xxxxxx U raian nama Satker 999.999.999 999.999.999 
xxxxxx Uraian nama S atker 999.999. 999 999. 999. 999 
xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 
xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 

TOTAL RM 999.999.999 999 .999.999 
------- --- ---- --- ------- ----------------- -- --- ----

KETENTUAN: 

- D I P  A ini  d ituangkan lebih lanj ut ke dalam DIP A Petikan dan DIP A Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. 

H a laman : xx 

Ribuan Rupiah) 

PAGU�ARGET PENDAPATAN TERCATAT 

7= 5+6 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999. 999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999. 999 
999.999.999 

999.999.999 

XXXXXXX, DD-M M-YY 

Pem i m pin Pembantu Pengguna 

Anggaran 

AAAAAAAAAAA 
N I P  

8 

ff 

I 

At:¥ 
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DTPA INDlJK HALAMAN III . RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

KEM ENTERIAN KEUANGAN REPU BLIK I N DON ESIA 
DIREKTORAT J E N D E RAL ANGGARAN 

A. I DENTITAS U NIT : 

1 .  
2 .  
3 .  

KEMENTERIAN N EGARNLEMBAGA 

U N IT O RGANISASI 

PAGU 

B. RENCANA PER PROGRAM : 

No KODE URAIAN PROGRAM 

1 .  XXX Uraian Program 1 
Rencana Penarikan Dana 

Perkiraan/ Target Pendapatan 

3. XXX Uraian Program 1 
Rencana Penarikan Dana 

Perkiraan/ Target Pendapatan 

4. XXX Uraian Program 1 
Rencana Penarikan Dana 

Perkiraan/ Target Pendapatan 

TOTAL RENCANA PENARIKAN 

TOTAL TARGET PENDAPATAN 

PAGU 

999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

JANUARI 

999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999 .999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999 .999 
999.999.999 

(xxx) 

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN AN GGARAN I N D U K  

TAHU N  ANG GARAN 2XXX 
NOMOR : DIP A - aaa.bb-c/2XXX 

I l l .  REN CANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PEN ERIMAAN 

Kode Unit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga 

(xx) Kode Unit dan Nama Organisasi 

Rp. 999.999.999 (xxxxxxxx) (angka dan h uruf) 

RENCANA PENARIKAN/ PEMBAYARAN 

FEBRUARI MARET APRIL MEl J U N I  J U L I  AGUSTUS 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999 .999 999 .999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999 .999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999 .999 999.999 .999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999 .999 999.999.999 999.999.999 999.999 .999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999 .999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999 .999 999.999 .999 999.999.999 999.999.999 999 .999.999 999.999.999 

SEPTEMBER 

999 .999.999 
999.999 .999 

999.999.999 
999.999.999 

999.999 .999 
999.999 .999 
999.999.999 
999.999.999 

Halaman : x:x 

(dalam ribuan rupiah ) 
OKTOBER NOVEMBER D ES EMBER 

999.999.999 999.999.999 999 .999.999 
999.999.999 999.999.999 999 .999 .999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999 .999 999.999.999 999.999 .999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999 .999 999.999.999 999.999 .999 
999.999.999 999.999.999 999 .999 .999 
999.999.999 999.999.999 999 .999 .999 

XXXXXXX, DD-MM-YY 

Pemimpin Pembantu Pengg una Anggaran 

AAAAAAAAAAA 
N I P. 

1 

I 
I ' 

� 
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a.  Tata Cara Pengisian Lembar Surat Pengesahan DIPA PETIKAN (SP-DIPA 

PETIKAN) 

Hal am an ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari 

DIPA BUN . Lembar SP DIPA BUN berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1 b] Berisikan nomor SP-DIPA PETIKAN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa 

bb 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.  

[3 ]  Berisikan Undang-Undang tentang 

Undang-Undang mengenai APBN.  

Perubahan atas 

[4] Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

[5] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi.  

[6] Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi . 

[7] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker. 

[8] Berisikan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai 

dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker 

BLU (khusus untuk Satker BLU) . 

[9 ]  Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang 

dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU 

(hanya berisikan j ika status Satker BLU adalah BLU Bertahap) . 

[ 1 0] Berisikan besaran persentase ambang batas . 

Keterangan: 

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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belanj a  yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA 

BLU sesuai ketentuan. 

- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus 

penuh. 

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus 

tahun anggaran lalu . 

[ 1 1 ]  Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan 

huruf. 

Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah 

perkiraan penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman 

III DIPA BUN . 

[ 1 2 ] Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi . 

[ 1 3] Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi . 

[ 1 4] Berisikan kode Kementerian Negaraj Lembaga, Unit Organisasi 

dan program diikuti dengan uraian program. 

[ 1 5] Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan . 

[ 1 6] Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan . 

[ 1 7] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM) . 

[ 1 8] Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) . 

[ 1 9 ]  Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berj alan . 

[20]  Berisikan jumlah pagu pener1maan yang berasal dari 

penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU) . 

[2 1 ]  Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/ Hibah Luar Negeri .  

[22 ]  Berisikan jumlah pagu Pinj aman Luar Negeri . 

[23]  Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri . 

[24]  Berisikan jumlah total pagu Pinj aman / Hibah Dalam Negeri . 

[25 ]  Berisikan jumlah pagu Pinj aman Dalam Negeri . 

[26] Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri . 
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[27] Berisikan jumlah total pagu Hi bah Langsung. 

[28]  Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung. 

[29] Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung. 

[30] Berisikan jumlah pagu SBSN PBS .  

[3 1 ]  Berisikan nama KPPN . 

[32]  Berisikan kode KPPN. 

[33] Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.  

[34] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN . 

[35]  Berisikan nama penanda tangan SP DIPA BUN . 

[36] Berisikan NIP penanda tangan SP DIPA BUN . 

[37] Digital Stamp. 
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DTPA PETTKAN H A LA M A N  T A .  TNFORM A ST KTNER. TA 

Kemen1erian N egara/Lembaga 

U nit Organisasi 

P rovinsi 

Kode/Nama Sa1ker 

l nbrmasi BLU : 

1 .  Sta11Js BLU 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

DAFTAR !S IA N P E LAKSANAA N A N G GARAN P ETIKAN 

TA H U N  ANGGA RA N  20XX 

N O M O R : D IPA- aaa. b b . c . d d d d d d /2:XXX 

lA . I N F O RMAS I K I N E RJ A  

Kuasa Pengg u n a  Angg aran 

Bendahara Pengeluaran 

Pejabat Penandata n g a n  S P M  

2 .  Besaran Persentase Ambang Batas 

: (Penuh)/(Bertahap) dengan persentase pengg unaan langsung P N B P  sebesar x x %  

: xx % dari P N BP 

1 .  F ungsi 

S u b  F ungsi 

Sub F ungsi 

F ungsi 

Sub F ungsi 

S u b  F un g si 

2. Prog ram 

Sasaran Prog ram 

l n d ikalor Kinerja Prog ram : 

Ou1put Program 

l n d ikalor Ou1put Prog ram 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

l nd ikalor Kinerja Kegiatan 

Ou1put Kegiatan 

l ndikalor Ou1put Kegiatan 

XX 
xx .xx 

xx .xx 

XX 
xx .xx 

xx .xx 

xxx.xx .xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx �xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P N )  

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  Saldo Awal Kas BLU 

4 .  Saldo Akhir Kas BLU 

999.999,99 xxxxxx 

: Rp 999.999.999 
: Rp 999.999 .999 

H alaman : I A.xx 

R p .  ,..999.999.999.999.999.999 
R p .  '999.999.999.999.999.999 
R p .  '999.999.999.999.999.999 

R p .  '999.999.999.999.999.999 
R p .  '999.999.999.999.999.999 
R p .  '999.999.999.999.999.999 

R p .  '999.999.999.999.999.999 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

Rp. ,..999.999.999.999.999.999 

R p .  '999.999.999.999.999.999 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

XXXXX, DD-MM-YY 
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran 

AAAAAAAAAAAAA 
N IP  

g" N;Pt/  
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Kementerian N eg a ra /Lembaga 
Unit Org a n i s a s i  
Prcvin s i 
Kod eH·J ama Satker 

Ang garan Tahun 20XX 
1 .  Rupiah rv1 urni 
2. F'NBP 
3 .  P i njaman/Hibah LL1ar N e g eri 
4. F' i nj aman/Hibah D a l a m  r·Jegeri 
5. H i bah LangsL1ng 
€. SBSN P B S  

2 .  R.i n c i an Pinjam a n/Hibah : 

�.Jo 

(30} 

SUrvl B E R  PI �·JJ.AJvl.AN DAN H I BAH 
r'Jo.  i'J PP:'H per Tah un 

N o . R egister 
1 . P i nj ama n Luar f·Jegeri 
2 .. H i b a h  Lu ar Negeri 
3. P i njama n  D a lam I'J egeri 
4 .. H i b a h  Dalam Ne£teri 

K.o d e  U ra i a n  
2 3 

(3 1 }  (32} 

- 162 -

O,&,FTAR ISf.AN PEL-",KS.��4i�J\N ANGG,.\RAN BENDAH,-",RA, UMUf'·il NEGARA 
TAHUN ANGG.t.,RAN 20XX ( 1a) 

: Rp 
: R.p. 
: Rp 
: Rp. 
: Rp 
: Rp. 
: Rp 

NGP·;lQR ·: DIPA- aaa . bb.c. d ddddd.i2XXX ( 1 b) 
I 8 .  SUMBER D.CJJ,e., 

: \XXX.) 
: (XX)' 
� 0(';(} 
: {.X...'.C:(X:(.'.\) 

XX .. :C:{:{"{;:(':{.XXX.X.::<.::<:-.<Xi()(':(:{;.(;�(l(XXXX".X .. X.X (2} 
XXXX.XX::(XX .. '�\.X.XXXX .. ':(:('.<;!(.:{)(X.':(:(:(;(:(:(.XX (3} 
J.(':{.':{.:(ZX.X.X.XXi<:.¥�X .. ':{'.{(:{'{.':(:{X:::<XX..XXXX.XX (4} 
XXX.YXX:XXX.:ZX.XXX".XXX.'-":XXX..X.':(:(}:XX.X.XX ( 5} 

9999999999':J9999 (7} 
9999999999999 9 9 (8)  
999 999999999999 (9} 
999 99·9999999999 ( 1 0) 
999999999999999 (1 1 )  
99999999S99·9999 \ 1 2} 
99999�199999 9999 (1 3.: 

P.A.GU TAH U N  11'11 

Ket : a .. P i nj a m a n  L u a r  f'Jegeri 

b. Hibah Luar �'Jegeri 

c P i nj a m an D a l a m  N egeri 
d. Hibah D a l a m  r·J e g eri 

( 1 }  Valuta .A.si n g  
(2} RPUJ 
( 1 }  Valuta .A,si n g  
(2} RHU'J 

e. Hibah Luar f>Jegeri Langsung 
f. Hibah Dal a m  f'l e g eri La ng su ng 

Rl f'J C IAH DANA B ERDASARKAN 
C.A.R.A. PE�J.A.RIKP.J·I 

1 rvl at a Uang r·-..JF'P!H 
2 Ekui··;alen U S D  

1 }  p p  
2} P L  

3} RK 
4} LC 
5} -

3 E k u ivalen Rupiah 

Kod e Dana Kod e D a n a  
4 5 6 7 

(33\  1:34 ) (35} (36} 

P agu 
: Kcde r· . .:lata U ang ( 14} 
: Kc-de Mata Uan�J ( 1 7} 
: Kcde r-..;lata U a n g  (20} 
: Kcde fv1 ata Uanf_l {23 } 

l O R. 
l O R  
lOR 
IDR 

I 

N P P/H r'Jaskah Pe1j a nj ia n P i nj aman d a niatau Hibah 

RE 
8 

(3 7} 

99999-9999999 (1 5) 
99�1999999999 (1 3} 
999999999999 (21 ) 
999999-999999 (24} 
9999999999!:19 (26} 
999999999999 (27} 
999999 999999 (28) 
999999999999 (29} 

(4.0) 

Halaman : I B . xx  [6] 

Ekui·-ra.len Rupi a h  
Rp. 9999999 9�1 999998 ( 1 6.} 
Rp . 999999999999999 ( 1 9) 
R� 9 99999999999 999 (22) 
Rp. 9999999 99999999 {25} 

( d a l a m  rib u a n  rupi ah·; 
DA.NA P EJ-IDAJvl F' I N G  

I Rp .. LN L e e .  Cost 
9 1 0  

( 33} (39} 

? 1ft/  
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b .  Tata Cara Pengisian DIPA PETIKAN Halaman I B 

hal am an I B berisikan hal-hal se bagai beriku t:  

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1 b] Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran. 

[2] Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti 

dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit 

Organisasi . 

[4]  Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi . 

[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman . 

[7] Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu. 

[8] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni. 

[9] Berisikan jumlah pagu PNBP. 

[ 1 0] Berisikan jumlah pagu Pinj aman / Hibah Luar Negeri .  

[ 1 1 ]  Berisikan jumlah pagu Pinj aman / Hibah Dalam Negeri . 

[ 1 2] Berisikan jumlah pagu Hi bah Langsung. 

[ 1 3] Berisikan jumlah pagu SBSN PBS .  

[ 1 4] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar 

Negeri (untuk pinj aman Luar Negeri yang diterima dalam 

bentuk valuta asing) . 

[ 1 5] Berisikan pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang 

as1ng. 
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[ 1 6] Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinj aman Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[ 1 7] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar 

Negeri (untuk pinj aman Luar Negeri yang diterima dalam 

bentuk rupiah) . 

[ 1 8] Berisikan pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang 

as1ng. 

[ 1 9 ] Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[20] Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar 

Negeri (untuk hibah Luar Negeri yang diterima dalam 

bentuk val uta asing) . 

[2 1 ]  Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing. 

[22]  Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[23]  Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar 

Negeri . 

[24] Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing. 

[25]  Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri 

dalam mata uang asing. 

[26] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinj aman Dalam 

Negeri . 

[27] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hi bah Dalam Negeri . 

[28] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri 

Langsung. 

[29 ] Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri 

Langsung. 

[30] Berisikan nomor urut. 

[3 1 ] Berisikan dengan kode : 

a .  untuk Pinjaman Luar Negeri ;  
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b .  untuk Hibah Luar Negeri; 

c .  untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 

d .  untuk Hibah Dalam Negeri . 

[32]  Berisikan sumber pinj aman dan hibah berdasarkan Nomor 

NPP/ H per tahun dan Nomor Register. 

[33] Berisikan kode : 

[34] 

a.  mata uang Naskah Perj anj ian Pinj aman dan/ atau 

Hi bah; 

b .  ekuivalen USD ; dan 

c .  ekuivalen Rupiah . 

Berisikan nominal pagu 

berdasarkan mata uang 

ekuivalen Rupiah . 

total plnJ aman dan hibah 

NPPH , ekuivalen USD dan 

[35] Berisikan kode untuk cara penarikan: 

a .  PP untuk Pembiayaan Pendahuluan; 

b .  PL untuk Pembayaran Langsung; 

c .  R K  untuk Rekening Khusus ;  

d .  LC untuk Letter of Credit; dan 

e .  untuk Pengesahan Hibah Langsung. 

[36] Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan . 

[37] Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional 

untuk PHLN dan PHDN.  

[38 ]  Berisikan dana pendamping untuk Pinj aman dan/ a tau 

Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan. 

[39]  Berisikan pagu dana pendamping Rupiah non 

proporsionalj non sharing untuk PHLN dan PHDN.  

[40] Digital Stamp. 
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DIPA PETIKAN HALAMAN II A . RINCIAN PENGELTJARAN 

K O D E  

;.: .... ":.(�;;.::,.;:xx. 

XXX XX. XX 

.X.XXX 

CAFTAR !SIAN P E LAKSANl·AN .. �·.NGGAR..2.,N B E N DAHARA U £>:1 U rvl N E GARA 

T.AH U N  ANGG • .;.R�J·J 2GXX (1 a) 
NO�,:JCR •· DIP • .:l..- aaa bb . c. d d d•jdd/2XXX 0 b) 

I I  P., . RIN CIAN P E I'J GELUARAN 

U RA.IAI'·l SA.TKERiPROGRAJvl/KEG IA.T.A.r·l/ OUTPUT!LO I<ASI/J EN I S  BELANJ.A/SUrvT B E R  D:AN.AJKPPr� 

j.C�x_·{)(.)(.'.t_;;_;-z:t'�,.( .... ';( ... '-{/( .. X .. ¥.)-"' ... X':'.)?Jr...:.I' .... XXYX¥ .... X.X....'"{ i:3 ·: 
XX X.X�:";<XX.X/C'"�· ..... (X.X.X'X:XXXXX 
)t...x -�-:;...-:xx.-..r . .::.(.><:..t.:x.it .... Y..).:'..){i(t<.1<)t'.._'.C< 
XX XXXX.'<.XX"XX'OC<.XXX.'.C.(X.X l- '(-t} 

_! 

.XXXXXX.X::<XXXXX:X:XXXXXXXX::OCCJ('.X.XX i5  t 
XX XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX 

X/( XXXXX7-\"X"XXXXXXY ... XX:X:XX 
xx· XXXX.Y..)(XX.X.X�(XXXXXY . ."XX 

XX.:CC<.XXXXXXXXX.X:CC(XXX ... 'CC()(X;C<X 
XX X.XXXXXX.'CC<XXXXXX.XX:.X 
XX XXX:XXXXX�<:XXXX..XX:XXXX 
XX XXXXXXX.XXXXXXXXXX.XX 

· ·-l 
" 

_j (S} 

(l ;: 

=,- ,  _j- (3} 

2 

(1 7} 

Hal a m  a n  : I I  A .  x x  (2., 

J U r'-.<l LA.H 

3 

·9S9 . 9 9 9.999. 99£f 

999 .999 .. 999. 9·99 

999 9 9 9 . 99 9 . 9 99 

9 9 9  9 9 9 . 99 9 . 99 9  

"9•99.999 .. 999 .. 999 
9 9 9 . 9 9 9· . 999· . 999· 

9 9 9 . 9 9 9 . 99 9 . 999 

99·9. 9 9 9 . 99 9 . 99 9  

9!:t9 . 99-9.99 9 . 999· 

989 SISIS 9SI�I 99SI 

989 9 9 9 .999 999 

9 !} 9  .. 9 9 9  .. 999. 9 9 SI· 

@ 
4 

.. X.X. )(j<" ... X.X.X _ _ _ _  x.:;��x�;;:;-,0-:--s?-;�:::.:.x.:;�::;..;-�0�:.?';:-;::<:::x.::��:x��:-:_ _ _  !,�J- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - -���---�-��O�-!:!�,��-!:!� 

)(..'{ 

XX 

:<x 
XX 
x:x: 

XX 
.•:x 
XX 

L O I<A.S I  X.X.J<'.X - YYX)<Y .. ){ .. '.(Y .. ::.O:Y .. X)<:" .. '<'.X ( 1 0} 
Y.XX.XX.:CC<.XXXXXXX ( 1 1 )  

� L r 1 2 i  �2::�:� 
XX j , . KPP r·J 

\ 

XXXXXXXIG<XXXXXX 

XX -l KPPI'J 

XX r ( 12} KPPN 
XX ...J 1-< P P r··J 

I 

(1 1 }  

XXX 
XXX .!R E G · 1 2·3456.789 

XXX /R EG : 1 234 5 67 3 9  

XXX 
XXX 
x::=(X 

/RE G ·  

/RE G .  

(1 3) 

123456789 
1234 56789 

( 1 3) 

CARA TAR I K  

CARA TAR IK. 

CARA TARIK 
C.A.RA T.ARIK 

TOTAL 

XX 
x·x 

XX 
XX 

9 9 9  9 9 9 . 999.  9·99 

9 9 9 .  9 9 9 . 99 9  999 

9 9 9 . 9 9 9 . 99 9 . 99 9  

9 9 9 .  9 9 9· 999 . 999· 

�t89 . 9 SI S . �•9S. 9 St�l 

989 . 9 9 9. 998-. 999 

9�19 .. 999 . .  999. 999 

9 9!'J .999 . .  99��. 999 

·9 99.999 .. 999.999 

xxxx.xxxxxx.:·-:: . xx x::c<.xx:x:xx xx:x.x ( 14} 
Pemimpin PPA B U N  

t·J I P .  
( 1 5 }  

( 1 13} 

� HW  
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DIPA PETIKAN HALAMAN II  D .  RINCT A N  PENF:RTMA/\N 

KODE 

XX'{;{i): 

::(X�X�:�c:X�)�\!: 

X/XX 

X'{'l..'(« 

DAFTAR lSIAr� PELA.KSAN}\AN ANGtSARA.N BEN Ol\HARA UfvtUfv·1 N EGAR� 

TAHU N  ANGGAR,�J.N 2GXX ( 1 a} 
NOMOR : OIPA- aaa bb_c_ddclddd/2Y:YX (1 b) 

II B_ RINCIAN PEN ERIPvlAAN 

URAIAN S.A.TKER/PROGR.AJ','l/KEGLA.T.AN/ A.KUf\J 

2 

�{('(';('{('(l .. :'ZY.X'('(,('(;(/�{(t.X.Y�<X'({'(;\X ( 3}  

�OX''{'(('('("{('{(I,))X��{'(IX�X'(({YXX ( 4} 
�o:Y.yr.:�:·{y�zx:�:i:t'"'��:):r.:�::{'{;('{"��<:x-:"i�Y:...��c\ t 5 � 

YJZY.:x:�:�:'(z�:XYCt�(x:r:�:�:;<vr.:x.;o.z�:{/-:xxt�<:;(¥2< ( 6} 

TOTAL 

( 10} 

Halaman : II B .xx 1;2} 

,JUfvlL.A.H 

3 

999.999.999.9£f9 

999.999 .. 999. 999 

999 .999.999.999 

999 . 99fl .fl99 9£19 

999 .999 .999.99:9 

)(:((:<)\..(O��<X� XX x:«��X)( )((!('.( (7) 
Pernimpin PPA BUt··.J 

(8} 
hJ I P  . . . .  (9:! 

] AbtV  
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c .  Tata Cara Pengisian DIPA PETIKAN Halaman I I  Rincian Pengeluaran dan 

Rincian Penerimaan. 

D IPA PETIKAN hal am an II berisi informasi mengenai rincian alokasi dana 

per j enis belanja  (pada halaman II A Rincian Pengeluaran) dan per j enis 

penerimaan (pad a halaman II B Rincian Penerimaan) . 

a .  halaman II A berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

aaa Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan nomor urut halaman. 

[3] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[4)  Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis Belanj a  pada 

tingkat Satker. 

[5] Berisikan kode Program beserta uraian Program. 

[6] Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanj a  pada 

tingkat Program. 

[7] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan . 

[8] Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanja  pada 

tingkat Kegiatan . 

[9]  Berisikan kode Output beserta uraian Output. 

[ 1 0] Berisikan kode Lokasi dan uraian Lokasi . 

[ 1 1 ]  Berisikan kode Jenis Belanj a  beserta uraian Jenis Belanja .  

[ 1 2]  Berisikan kode Sumber Dana (0 1 =RM, 02=PLN, 03=RMP, 

04=PNP, 05=PDN, 06=BLU,  07=STM, 08=HDN, 09=HLN,  

l O=HLD , l l =HLL) . 
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[ 1 3] Berisikan kode KPPN, nomor register dan car a penarikan (PP, 

PL, RK, LC) . 

[ 1 4] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN . 

[ 1 5] Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN. 

[ 1 6] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN. 

[ 1 7] Digital Stamp. 

b .  hal am an I I  B berisikan hal-hal s e  bagai beriku t :  

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran. 

[ 1 b] Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2] Berisikan nomor urut halaman. 

[3]  Berisikari kode Satker beserta uraian Satker. 

[ 4] Berisikan kode Program beserta uraian Program. 

[5]  Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan. 

[6] Berisikan kode Akun penerimaan beserta uraian Akun 

penenmaan. 

[7] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN. 

[8]  Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[9] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN. 

[ 1 0] Digital Stamp. 
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DIPA PETIKAN HALAMAN III . RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

Kementerian r·.J ega.ra/Lemba.£ra 
U n it O rgani s a s i  
Pro•;insi 
K c de!l\lama Satl-c:er 

NO KGD'=: 

2 

1 .  X XXX XX 

U R  . .C.J-"-.N S-'HKES 

XXXX>�>�X..'OXX>:XX Ctj 
P..EHC.ol.NA P :: tt�  . .  ::q:;:h.:..N C."-.!'1.�. 

} !8': ' '  
_."1�( ;<J(.X.'.(,X:,'>.(.'.i�X:):.X..'i.,.,i( .. '.( 
XX XXXXX:><..'XX.XXXXX 
.. x:x. Y ..... X..X¥".J.C..,.\!�X,..:t .. X .. X.XX .. :C� 
XX :XXX.XX.X..X."XXX.X:.\::X 

: (X"XX) 
: (K'·(f 
:: 1/MX} 
• C<X-<::<XX} 

.Js.rn.:sf' 
4 

DAFTi\R ISL�N PELP,KS,.;NAAN ANG Gl·R,o\N BENDA.HA.R:\ UMUr·:l NEG/•.Rl; 
TA.HUN ANGGl . ..  R.AN 2-D;>�..x (1 a) 

NOMGR .: DIPA- aaa . bb. c .dddddd/2.XXX (1 b) 
Ill. REN CANA PENA.RIK.;N DANA DAN PE RKIRA,...;N PEN ERirvlAAN 

XX.X::(XX.XXXX12) XYXX::tx'-'.:.XXX\3} X�;:���;?;���;;�{�� 
RE:r.l c  . .:..C-1.-"-. FEN.'\RIK"-N PENGELU . .:..P.Jl..N!'P !::::::;.;IR.:!..-"-.N PEN::RIM.-"-AN 

Fatru-9<r� r�fs.re: A;:;r·'t I M-e.� I .J'!;r;·: I .J• . .rl\ I .A.q. u:s:us I Sa;;:e-nt:H 
5 7 s g. 1 :1  1 1  1 2  

Clc:::t-H Nq:;en;c-er 
1 3  14 

Hs.ls.�an : i l lY:< (3J 
( d.3:1s.rr.; rgc.�an nJ:�sh ) 

Og=-&mt·er Ju�r��.Iah: 
1� 16 

g..�s.£<&9. &99 r S:&9. ?St9.&S9 rG<'?S.S&S 99? r 999.'999.?9& i"ss9.S.f9 9&:? h�£·&.S-£<£, Sso; rss;. sS?99'9 i" s&& 9<?2 S&S i"s&S 929<.&S; r ss;sg.; sg;; i" s&S.&'9S..SS9 h ;;;_g;g.; g;g r &98. 2£•9.9;:& 

g.;.s.-!f£<9.9·9£· 

� �;:;��:;;� 
9S9:&s;.·sg:; 

�99. S.9-9:99-9 
s-s;.s-;s.£·;e 
99-S:.S99.9-&9 

g.g.g:_ 9·99:9£.9 

;;.;:.;:;:;�; � ;;�:��:;: 
·§£-G< .;£.9.9-GS 

·&E-·;. ;ge . . ;s�s 
§.?S. 999. &G9 r g.g;;,. &9 9. SG9 r g.:;-;.:;g.g_sg.s- r S99.9S9.9&£, r &&LS£9.SGS< 

£.S.S. £9S•. %9 � £-9&.2??.9?& � 999. ?&9 . 2-S• ? �?99.&99.£-9'& � £<99. 92&.9�?9 

�;:�;;::�� r���: ��;:��; r- ;�,;:;�:�:;;� r��;:;�:�; r. ;;;: �;�::;: 

-;g.g_ggg._-g.;; 

��s.es-·s-.£-.9& 

9-£9.9-99.99·9 

9-9£:.9-&!;::9£:9 E!Em� � �EEili E-9·9.99-S· .S.SS: r 98S.S99.93S s·ss. 999-.ss�s 

g.g-g_g:gg.g.gg. r 99 9:S£.9.S£-£- ;�.9.-ss-;:.G;g 

�, �ux��\X ����:J;'---};;�;fE1�E--tE1'ill:�-
?9:9.SfB.&S9 t ?:S·S.SSS.S·S& tS9•9.9-S9.9&9 �gg.s.£.%.9&9 [s-9S.SS•&.9S9< [9&S.S<:..,g.sgg f&S>9.&S9.£.9& t 999.!>9&.999 �S:S9.99S.S98· t S:::--9.?99.&S9 � SSS.S99.S&S· 
sg;;�

_;;g.
-;·&9- -�:;9;.��9.9r;9- - -;;;�9£2.;�;- -�;�;-g9.:;;g-

.
9-�;�·2.-�?.�;s: -

. s:;Q_g,;2_�;?.;
-

;·99.-�;-g���;- :;.�;����(���;-;;- ;9s;.ss;.�9s9- -G;·;�;�;�ggs;· ·sg-;�:9;9�s�g.�� 
99S:SSS.£·S·9 9-£;9.-S&e . . ·ggg. ·§�9.·£:£:9.9-S:E ·§.�S::�9.9-G9 9-9-S.:sg.g _ ;G·& 9-S·9.9S·9.S9-S� 99-9-.;=S9.�S.G ·E-9-9:f;S=9:9-99: E--59.5-�S>.-99-9 9-SSi:s-;g_g.g� 9-S-9:9g.G.0S� 

&9.G.999.&.S9 g·g.g_�·9's.g·g.s- :£--£:;9.;:9-9.2<2!; S.s-9. £·?9 . . ;-;:g. g;&. £-9'S-.9&S. 9S:£(:9&£:.9S9 �g.s,_;s.�.s-99· '99-'S:S9£:.9-'&£: £<SS.£·;9;£·£9 ;s-9.9-£-9.£-S·:; G·9-9'. S9-S·.9-9£; 

£;9-'9.§-9-9.9:99 ;;-;_·g:;g_;-g.g. ·9S9.?S?..89'9 '999.'999.999 9S<· ;.;s:"<9.9S9 S:£-'9;9?9.S9-:9 �-;9.9-'99.£.b9- '9�9:E99.S&9 '9-'99.9--;&:999 ;g.-g_-;g.9_;99 9";9.'9£.9:;;-g. 

FERKIP.A."-.H :::::NERIM . .:. . .:..N 
- Perp,j;o;�an 
- &,.:;. CUK5j 
- PNB� 
- H :t:ar, 
- F=·.s-n·eti-r:-�;.sr:,; Pe:n::t ... .:s�/3.sn 

f.ss.!<9-s.;o;; :£:'&�. £.99:9-'£:9 �£.-·s:;s-;:._:;£-g g.2g..·sr:s:;.�s:s ·£:£�9.'99:9.9:�2 2%£•. 99£< 9;:? ��;,:;;;:9 r 9;9.9?9.::t% fr;'&£<.999.;:;; frs£;s:;;,:;;g. ';';99.�!0-.9§o9 s.;'9 _;;;, 99£� � g-;;.-;;:;,gg.�) 
9>GS :&eg_-;�9 

� Emi�E � :�.�:!��:!�� 
£:g·g .-g<£•9. �9£� 

£-9-s.·;s .. g. 9:'99 

E-9E.e&9=.'&S9 

S"S?. -s,gg_-gg.g 

s�s-9.d9·9:sg.a 

;·;-;_ 99·9:9-£� 

·9·9£:. 9S£:.S<;9 

S·Sr?. 9-9-'9 :£-£-9 

·&;':9.£%9.9-G§< r &&9:S99.SGS< r ?>;'9.&G·S:9S& r S%?.998-.99'9 r ·&S·G•. S%. S"'9 
g.;s.�&S.S'S9 � S'ft-.�9.<;&-S � 929.9&9. 9£9 �S£·S'.SSS.SS9 � £<S9.'99 SS99 

EiiH:!�� ����.���·!�� � i��:!E:*� ��:E�.H� � �H:�!tE! 

£-S'S.9SS:.9&-? sgs·.-99"9.·9£:9 ���;:;;;:;;� 

SS·S.S·G-9.SS-f .. 

s- �_g.;g_·gg.g 

&s£c.g-;s_gs-e 
•9-'99.E-'99.'9£<9 

ssg_g;g_.gg; 
SS·S-. �£:9;S&� 

g.g_g._ge;-.s·s-9 Q,g·g_.g.;g_ g:£-'G· �S9.9E-9.S-s·9 

9;s.-s..:g.�_;-s·gc 

£·:;9:9-S-9. S·SS 

:;;9.9f;9_g.-gg. 9G-9.'999.1;S:9 9 £19.'9;?-.ss·g 

£-9-'9.·£-;'Q_.g.g£: g-;g . .'9£:9=. ;-;; •9£-9.9££,.£.gg 

&9£:.S·� S ... 9'E? s-s.e.·;s,£�.·9&£-< ss.e.-;s.£ .. . s-;; 

�-- I I I I I � 
)( .. �:()(X>.#X..�x::(.��X .. X . X..":\ �XX.X�"-':..X ... XX x:·-<.."X�X ( 1 3} 
Pern i m p i n  PPA. B U I·J 

1--J I P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . _ . . . . 

( 14} 
( 1 5} 

? A.fyt/  
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d .  Tata Cara Pengisian DIPA PETIKAN Halaman III Rencana Penarikan Dana 

dan Perkiraan Penerimaan. 

DIPA PETIKAN halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh 

masing-masing Satker sampai dengan jenis belanj a  serta perkiraan 

pener1maan . 

halaman III berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tahun Anggaran . 

[ 1  b] Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

aaa Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

bb Kode Unit Organisasi 

c Kode Kewenangan 

dddddd · · Kode Satker 

2XXX Tahun Anggaran . 

[2]  Berisikan kode Kementerian Negaraj Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi.  

[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi. 

[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman . 

[7] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker . 

[8] Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis Belanj a  pada 

tingkat Satker. 

[9] Berisikan kode Output beserta uraian Output. 

[ 1 0] Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian Jenis Belanja pada 

tingkat Output. 

[ 1 1 ] Berisikan rencana penarikan dana yang akan ditarik sesua1 

bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanj a. 

[ 1 2] Berisikan jumlah perkiraan penerimaan sesuai bulan yang 

bersangkutan sesuai dengan j enis penerimaan (Perpaj akan, Bea 
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dan cukai, PNBP, Hibah, dan Penerimaan Pembiayaan. 

[ 1 3 ] Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan 

DIPA BUN. 

[ 1 4] Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 5] Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[ 1 6] Digital Stamp. 
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DIPA PETIKAN HALAMAN IV . CA.TATA N 

DAFTAR ISLC..N PEll·,KSANA .. AN ANGGARl-\N BENO,;HAR/, UMUrvl NE(iARl-. 

l<ementerian f\l egara/Lembaga : (tXX} 'i('{'(;(;{,'i2ZX:X .. 'Z't:fXX.";-<X('{f.X;(X,'('(:(..'XYY. 
Unit O rganisasi  : (XX) KX:::('C{'·G<::ccx:x;:(x;:x:x.xx:::.::xx:x:_x))i)::xxx 
P rovi n s i : (XX) xx.x.xx.xxxxx:o:::z'..<):XKXXXXXXXXX..:XX 
Kode!r,Jama Satker : (XX>C·'.XX} x::<xxxxx:xxxxxx;:;:(XX;.c::::.::xx::.:x::<:.:C<:<::<: 

KODE 

xx:<:.x::c< 

/,X.'( X,\X.X 
>XXX 

x..x.��x _;{\,(;)( 

KX.X XX.XX 
J:X'ZX 

U R .A. I A. N 

X.'•,:XX.X�X;(:(:{�:X):J( (7} 
Jumlah dana yang hdak dapat d icai rkan 
xx f.::�:xxx::<xxx:xxx)<::xt-:x:x ( 9} 

)(:(w';()(!(.�';{?(���w)��(¥w?\ ( 1 0} 
X.,':({.'{\)8('.(.X.:X::O:...\..�� ( 1 1  ) 
;{:('.(X)(XX.�:ZX.Y,X)(.( ( 12} 

(8} 

X(X::(Z'.( XX:X.'<:'ZX::(\X.XXXX.X..XXX ( 1 3} 
KXXXXXXXXXXX'(;(XXXXXX.'XXXXXXXA.'XX:tYXXX ( 14-} 

Dispos is  i x:xxx:�xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (15}  

XYX'·\XX.X�:X..X.\XKX ( 1 6  J 
.X.X::<:'<.XYX.XX:\:(X.'<X ( 1 7} 

XXX.X X.':{:(X))()(X,':(;C.(XXX.'X.':(l{ 
X:C-<.\ KZX)\)(X::<XX:..XX'ZX.X.XXX 
xxxx xxx:xxxxxx:<xxxxxxx 

1 3) 1 8} 
1 8} 

TAHUN ,l\NGGARAN 20XX ( 1 a) 
NOfvtOR : DIP�;- aaa .bb.c .dddddd/2XXX (1 b} 

IV. C ,c... T A T  A N  
'12} 
i3} 
�4} 
is} 

KODE U R .A, I A. f·.J 

Rp 
Rp 

999 9 9 9 . 999 

999. S99 .9S9 

xxxx ::<:.X:::.( :X::.('(;C.(�XX::<.X::<::ZX.X 
[XX.XX.X::(�:XX] 

(1 �f) 
KXXX.XXX.':\.X:X::(XXX::(X:XX {20} 

Rp 9%1. 999 .999 

Rp 999 . 9 9 9 .999 

Rp 999 . 99 9 . 99 9  

Rp 9 9 9  9 99 . 999 

:(';(��:t�X,.)( X.:·.(;()(�'{.'.(x:X.l)(:t�\)(}(X)(X (21 
))C¥vx;(X }::tv'.{.\)r .. )()(\YwX..'tXXX...�.(��){ (.2'1 
.X.XK(Y): X ... X.'<.'Z�<.:·(�;.x.x;:.;:(X..'\..X:(X.:(:< (2 1 

X-<X:\.XX.\XX. XX XXX.X.X..X<X xx.:o� (22} 
Pemirnr-in P PA BUf'J 

N IP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rp 
Rp 
Rp 

(25) 

Halaman : IV . . x-x (G) 
(dal am ribuan wpiah} 

999 999 999 

999 999 999 

9�f�1 .999 . �19 9  

(23} 
(24} 

t .D(jV  
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e .  Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman IV Catatan 

DIPA BUN halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh 

Satker dalam melaksanakan DIPA BUN . Catatan halaman IV DIPA 

PETIKAN semestinya sudah muncul pada saat penelaahan. 

Catatan halaman IV DIPA PETIKAN disampaikan oleh masing-masing PPA 

BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran . 

halaman IV berisikan hal-hal sebagai berikut: 

[ 1 a] Berisikan Tah un Anggaran . 

[ 1 b] Berisikan nomor SP D IPA PETIKAN dengan keten tuan se bagai 

berikut: 

aaa 

bb 

c 

dddddd 

2XXX 

Kode Kementerian Negara/ Lembaga 

Kode Unit Organisasi 

Kode Kewenangan 

Kode Satker 

Tahun Anggaran . 

[2 ]  Berisikan kode Kementerian Negaraj Lembaga diikuti dengan 

uraian nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

[3 ]  Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan ura1an Unit 

Organisasi . 

[ 4 ]  Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi . 

[5 ]  Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. 

[6] Berisikan nomor urut halaman. 

[7] Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. 

[8] Berisikan uraian mengenai jumlah dana yang tidak dapat 

dicairkan, merupakan akumulasi dana Akun-Akun yang diberi 

tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat Dicairkan ( bila 

tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . 

[9]  Berisikan kode Jenis Belanj a  dan uraian Jenis Belanj a, yang 

merupakan Jenis Belanj a  sesuai dengan Klasifikasi Akun-Akun 

yang diberi tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat 

Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . 
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[ 1 0] Berisikan kode Program beserta ura1an Program terkait adanya 

·catatanl tunggakan . 

[ 1 1 ] Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya 

ca ta tan I tunggakan. 

[ 1 2 ] Berisikan kode Output beserta ura1an Output terkait adanya 

ca ta tan I tunggakan. 

[ 1 3] Berisikan kode Akun beserta ura1an Akun yang diberi 

ca ta tan I tunggakan. 

[ 1 4 ]  Berisikan uraian catatanl tunggakan. 

[ 1 5] Berisikan uraian Disposisi sesuai dengan catatanl tunggakan. 

[ 1 6] Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil . 

[ 1 7 ]  Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil . 

[ 1 8 ]  Berisikan kode 4 (empat) digit Akun dan ura1annya terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil . 

[ 1 9 ] Berisikan kode Output beserta ura1an Output terkait Transfer 

Dana Bagi Hasil . 

[20]  Berisikan dengan kode prov1ns1, kabupatenl kota dan kode 

khusus kabupatenl kota. 

[2 1 ]  Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana Bagi 

Hasil . 

[22 ]  Berisikan 

DIPA BUN. 

tempat dan tang gal penandatanganan 

[23]  Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . 

[24] Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN . 

[25]  Digital Stamp. 
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, . .  

URAIAN 

Keterangan : 

1 .  Nomor (8) sampai dengan nomor ( 1 5) tidak akan muncul apabila 

tidak ada catatan j tunggakan. 

2 .  Nomor ( 1 6) sampai dengan nomor (2 1 )  merupakan informasi terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil . Apabila tidak ada informasi terkait 

Transfer Dana Bagi Hasil , maka tidak akan muncul. 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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